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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya  

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun2016-2021. Renstra ini merupakan 

penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2016-2021 Kabupaten Kapuas Hulu yang disusun sesuai  dengan 

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana. Rencana Strategis ini  memuat  Visi,  Misi,  Tujuan,  

Sasaran,  Kebijakan,  Program  dan  Kegiatan  Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana  selama kurun waktu tahun  2021-2026.  

Dalam  Rencana  Strategis ini juga  memuat sasaran kegiatan berupa 

indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan 

yang terpadu dan berorientasi hasil.    

Penyusunan  Rencana  Strategis  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

23 tahun 2014 ttg pemerintahan daerah dan Permendagri Nomor 86 th 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan secara substansi mengacu juga 

kepada kebijakan Pusat dan Propinsi, khususnya dalam penetapan indikator 

sasaran  selain  memunculkan  indikator spesific local tetap  

mempertimbangkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 

ditetapkan oleh Kementerian  Kesehatan.  

Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 ini disusun dengan tujuan untuk 
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menyesuaikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Bupati dan Wakil Bupati 

Kapuas Hulu  terpilih  dengan program, kegiatan dan  indikator-indikator  

sasaran pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kapuas Hulu    sehingga  

nantinya  dapat    untuk menyediakan pedoman bagi seluruh aktivitas 

penyelenggaraan upaya kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu 

dokumen ini dapat dijadikan rujukan dalam menilai kinerja Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara keseluruhan pada 

setiap akhir tahun.   

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah 

bersama-sama menyusun Rencana Strategis ini, juga kepada  Bappeda 

Kabupaten Kapuas Hulu yang  telah  melaksanakan verifikasi  serta  seluruh  

SKPD  di  lingkungan Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kapuas Hulu  yang  

telah  memberikan  masukan  bagi penyempurnaan Rencana Strategis Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-

2026  ini. Mudah-mudahan  dokumen  ini  dapat  memberi  manfaat  dalam 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Kapuas Hulu. 

 

 

   Putussibau,     Maret  2022 

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kapuas Hulu 

 
 

Sudarso, S.Pd, M.M. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19660808 199803 1 007 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang 

dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, 

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif 

secara sosial dan ekonomi. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat 

ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta 

kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode 

sebelumnya. Oleh karena itu perlu disusun rencana pembangunan kesehatan 

yang berkesinambungan. 

Secara filosofis, kondisi sehat-sakit adalah produk dari seluruh tindakan 

manusia, baik tindakan penentu kebijakan publik di setiap level pemerintahan 

maupun tindakan (perilaku) anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-

harinya. Tidak ada perilaku atau tindakan manusia yang tidak berpengaruh 

terhadap kesehatan. Seluruh komponen bangsa mempunyai tanggung jawab 

terhadap pembangunan kesehatan, baik itu anggota masyarakat, pemerintah, 

swasta, organisasi kemasyarakatan, maupun profesi. Seluruh pembangunan 

sektoral harus memertimbangkan kontribusi dan dampaknya terhadap 

kesehatan (health in all policies). 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, menetapkan Sistem Kesehatan 

Nasional sebagai paradigma pemikiran dasar pengelolaan administrasi 

pembangunan kesehatan, yang harus diperkuat oleh kepemimpinan pada 

setiap level pemerintahan yang mampu menciptakan berbagai terobosan dan 

inovasi menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada tingkat lokal, 

nasional, regional dan global. Prinsip dasar pembangunan kesehatan terdiri 

dari: Perikemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan yang 

Maha Esa; Pemberdayaan dan kemandirian bagi setiap orang dan masyarakat; 

Adil dan merata bagi setiap orang yang mempunyai hak yang sama; serta 

Pengutamaan upaya dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan 

kesehatan, pencegahan penyakit dan pengutamaan manfaat yang merupakan 

bagian dari butir Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. 

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah menyusun rencana strategis 

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan  
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kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

Wajib dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan dan fungsi setiap 

Perangkat Daerah. Selanjutnya disebutkan pencapaian sasaran, program dan 

kegiatan pembangunan dalam renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan 

pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan 

dalam renstra kementerian atau lembaga pemerintah non pemerintah untuk 

tercapainya sasaran pembangunan nasional.  

Sesuai dengan pedoman di atas, maka Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu perlu 

menyusun dan menetapkan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tahun 2021-2026. Renstra 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan dokumen perencanaan yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 

dengan 5 (lima) tahun yang akan datang dan dirumuskan secara sistematis 

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau mungkin timbul. 

1.2 Landasan Hukum 

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 

didasarkan pada: 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar  

Pelayanan  Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 

6322); 

8. Peraturan Pemerintah  Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan 

Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia Tahun  2019  Nomor  52,  Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Nomor 6323); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 

12. Peraturan    Daerah    Provinsi    Kalimantan    Barat    Nomor    3    Tahun    

2016    tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun  2005  –  2025  (Lembaran  Daerah  Provinsi  

Kalimantan  Barat  Tahun  2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);  
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13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 

(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 

1,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

2011 Nomor 5); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026; 

17. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 110 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu  

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-

2026 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi 

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu, 

Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana 

Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan dan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas dan UPT. Penyusunan Renstra Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Kapuas Hulu dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui pendekatan: 

teknokratis, partisipatif, politis, top-down dan bottom-up. Renstra Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati 

Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,  

 

Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten 

Kapuas Hulu.  
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Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Kapuas  Hulu Tahun 2021-

2026 adalah: 

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

Kabupaten Kapuas Hulu. 

2. Sebagai acuan dalam pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan 

kesehatan pada Dinas Kesehatan. 

3. Sebagai acuan dalam melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana 

pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.  

4. Sebagai bahan bagi rencana pembangunan kesehatan pada Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

untuk periode selanjutnya.  

5. Sebagai landasan/ pedoman dalam penguatan peran para stakeholders 

dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten 

Kapuas Hulu. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sesuai dengan amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017 penyusunan 

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra 

Dinas Kesehatan. Penyusunan didahului dengan penyusunan rancangan awal 

renstra  yang mencakup: analisis gambaran pelayanan; analisis permasalahan; 

penelaahan dokumen perencanaan lainnya; analisis isu strategis;  perumusan 

tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja 

dalam rancangan awal RPJMD; perumusan strategi dan arah kebijakan Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten untuk 

mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Dinas Kesehatan; dan 

perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi 

kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Dinas 

Kesehatan. 

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-

2026 sebagai berikut: 
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Pada bab ini memuat latar belakang (menjelaskan pengertian Renstra dan 

peraturan perundang-undangan yang menyangkut kewajiban bagi OPD 

menyususun renstra); landasan hukum (mencantumkan landasan hukum 

yang terkait penyusunan renstra ); maksud dan tujuan ( memuat maksud dan 

tujuan pembuatan renstra); serta sistematika penulisan ( berdasarkan 

Permendagri 86/2017).  

 

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

Pada bab ini menjelaskan mengenai: Tugas Fungsi, Struktur Organisasi 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

(memuat perda dan Perbup terkait Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) 

sesuai tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten yang disertai bagan/struktur organisasi Dinas 

Kesehatan); Sumber Daya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten (memuat sumber daya manusia kesehatan dan 

sarana prasarana Dinas Kesehatan); Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten (memuat 

pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten berdasarkan tugas fungsinya selama lima 

tahun kebelakang); Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 

(memuat tantangan dan peluang Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana Kabupaten menggunakan Analisis SWOT). 

 

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT  

DAERAH 

Pada bab ini menjelaskan mengenai: Identifikasi permasalahan 

berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan; Telaahan Visi, Misi 

dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih; Telaahan Renstra K/ L dan 

Renstra Provinsi; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-Isu Strategis. 

 

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN 
 

Pada bab ini menjelaskan mengenai: Tujuan  dan Sasaran Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten yang 

mengacu pada BAB V RPJMD. 

 

 

 

 

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
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Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi dan arah kebijakan yang 

dikaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. 

 

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bab ini dikemukakan program yang akan dilaksanakan serta 

pendanaannya.  

 

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN 

Pada bab ini dikemukakan tentang kinerja masing masing bidang. 

 

BAB VIII. PENUTUP 

Menyampaikan tentang perubahan Renstra Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten 2021-2026 

menjadi pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten dalam 

melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya; perubahan Renstra 

merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 

2021-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan; perubahan Renstra Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten tahun 

2021-2026 akan dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Dinas 

Kesehatan, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah.  
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BAB II 
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA 

 

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 49 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata 

Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Kapuas Hulu. Berikut tugas pokok, fungsi dan susunan 

organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. 

1. Tugas Pokok 

Tugas Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan bidang Kesehatan dan bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas 

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.  

 

2. Fungsi  

Dalam melaksanakan tugas pokok,  Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan dan bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan 

pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana; 

d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan 
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kapuas Hulu dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 

2.2.1 Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan salah satu 

subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional. Komponen ini memainkan 

peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagai 

pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan. SDMK juga diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional 

yang menyebutkan bahwa sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga 

kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga 

pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta 

mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan 

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Tahun 2020 termasuk Puskesmas DAN Rumah Sakit Sebanyak 

1816 Orang, Selengkapnya dapat di lihat pada tabel 2.1 berikut ini. 

Tabel 2.1 

Kondisi Tenaga Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

2020 

No
. JENIS TENAGA MEDIS PNS KONTRA

K NS MAGAN
G 

JUMLA
H 

1 Dokter Umum 33 22 3  58 

2 Dokter Gigi 4 1   5 

3 Dokter Spesialis 5 4   9 

4 Perawat 312 257 15 110 694 

5 Perawat Gigi 27 2  6 35 

6 Bidan 238 132 8 68 446 

7 Pranata Laboratorium 33 9 7  49 

8 Farmasi 32 11 2 1 46 

9 Perekam Medis 2 9   11 

10 Penyuluhan Kesmas 22 22 11 6 61 

11 Apoteker 9 7 3 1 20 
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12 Fisioterapis 2 2   4 

13 Nutrisionis 30 8 7 1 46 

14 Radiografer 4 4   8 

15 Sanitarian 21 1 8 1 31 

16 Elektromedik 1    1 

17 Tenaga Lainnya 112 173  7 292 

 TOTAL 887 664 64 201 1816 

  

2.2.2 Sarana dan Prasarana 

  Gambaran sarana dan prasarana Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 

berikut : 

No. Nama Puskesmas Puskesmas 
/RS Ambulance  Pustu  Polindes  Poskesdes  

mobil 
dinas / 
Pusling  

Sepeda 
Motor  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 SILAT HILIR 1 1 13 1 6 0 10 

2 SILAT HULU 1 1 8 0 8 0 17 

3 HULU GURUNG 1 1 0 0 9 0 10 

4 BUNUT HULU 1 1 5 0 11 1 14 

5 MENTEBAH 1 1 1 0 6 0 14 

6 BIKA 1 1 1 0 7 0 8 

7 KALIS 1 1 7 0 9 1 11 

8 PUTUSSIBAU 
SELATAN 1 1 10 3 10 0 20 

9 EMBALOH HILIR 1 0 2 0 4 0 7 

10 BUNUT HULIR 1 0 2 0 5 1 6 

11 BOYAN TANJUNG 1 1 4 0 10 0 9 

12 PENGKADAN 1 1 5 0 12 0 11 

13 JONGKONG 1 1 3 1 6 0 7 

14 SELIMBAU 1 1 3 1 13 0 7 
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15 SUHAID 1 1 6 0 7 0 8 

16 SEBERUANG 1 0 3 1 6 0 10 

17 SEMITAU 1 1 2 0 8 0 9 

18 EMPANANG 1 1 1 0 4 0 13 

19 PURING KENCANA 1 1 3 0 3 0 10 

20 BADAU 1 1 3 0 7 0 14 

21 BATANG LUPAR 1 1 2 0 5 0 11 

22 EMBALOH HULU 1 1 9 0 6 0 15 

23 PUTUSSIBAU UTARA 1 1 7 0 12 0 18 

24 

DINAS KESEHATAN, 
PENGENDALIAN 
PENDUDUK DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 

1 0       9 70 

25 RUMAH SAKIT 
SEMITAU 1 0       1 5 

26 RSB 1 1       1 3 

27 RSUD ACHMAD 
DIPONEGORO 1 5       10 6 

Jumlah 27 26 100 7 174 24 259 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengemukakan 

ada tidaknya kesenjangan pelayanan kesehatan, target yang telah tercapai, 

faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, pada pelayanan 

mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum 

berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk 

menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditinjau dari kinerja 

pelayanan periode sebelumnya. Gambaran kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 

berikut :  
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Tabel 2.3 

Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2020 

 

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel, dari indikator-indikator tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN  

2 
Meningkatnya mutu 
pelayanan kesehatan 
dasar dan rujukan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Pelayanan kesehatan 
dasar 

73 81,83 112,09% 

    

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
Pelayanan kesehatan   
rujukan 

73 74,18 101,62% 

4 
Meningkatnya Status 
Kesehatan dan gizi Ibu 
dan anak 

1. AKI 250/100.000 
KH 

124/100.000 
KH 150,40% 

    2. AKB 
22/1.000 
kelahiran 

hidup 
12/1.000 KH 145,45% 

    
3. prevalensi  Baduta 
(bawah dua tahun) 
stunting 

29,60% 28,70% 103,04% 

5 

Menurunnya angka 
kesakitan akibat penyakit 
menular dan tidak 
menular 

Prevalensi TB  
140 per 
100.000 

penduduk 

168 per 
100.000 

penduduk 
80,00% 

    Prevalensi Diabetes 
Melitus (DM) 3,9% 1,61% 158,72% 

    Prevalensi Hypertensi 27,90% 36,00% 70,04% 

    Insidence Rate DBD  
140 per 
100.000 

penduduk 

7 per 
100.000 

penduduk 
195,00% 

    Insidence Rate Diare 14  per 1.000 
penduduk 

10 per 1.000 
penduduk 128,57% 

6 
Meningkatnya 
PenerapanJaminan 
Kesehatan Nasional 

Universal  Health 
Coverage  85% 75,29% 88,58% 
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1. Kesehatan Ibu dan Anak : 

Ibu  dan anak merupakan kelompok rentan, hal ini terkait dengan fase 

kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada 

anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan 

anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia. 

Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan 

prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, karena ibu dan anak 

merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya 

secara umum. Sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja 

upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan 

Grafik berikut ini menjelaskan kondisi kematian ibu di kabupaten Kapuas Hulu 

tahun 2021 – 2026 : 

Gambar 2.1 

 

 

 
 

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Kabupaten yang 

berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Malaysia), hal ini cenderung 

memungkinkan masyarakat untuk mencari pekerjaan di luar wilayah dan 

tinggal menetap dalam kurun waktu tertentu dengan membawa anggota 

keluarga sehingga menyebabkan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan 

balita, serta layanan KB aktif tidak sesuai standar. 

5

2

3

4
5

2016 2017 2018 2019 2020

	
Jumlah	Kematian	Ibu	Di	Kabupaten	Kapuas	

Hulu	Tahun	2021 – 2026 
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Data Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan data Tahun 2016 kasus kematian 

ibu sebanyak 5 kasus kematian atau bila dikonversikan menjadi 121/100.000 

KH, namum pada Tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 

menjadi 2 kasus atau bila dikonversikan menjadi 45/100.000 KH tahun 2018 

mengalami kenaikan satu kasus menjadi 3 kasus atau bila dikonversikan 

menjadi 71/100.000 KH, tahun 2019 kembali bertambah 1 menjadi 4 kasus 

atau bila dikonversikan menjadi  99/100.000 KH dan tahun 2020 sebanyak 5 

kasus atau bila dikonversikan menjadi 124/100.000 KH. 

Penyebab kematian ibu di tahun 2020 tersebut adalah : 

a. 1 kasus dengan penyebab Hipertensi dalam Kehamilan di Kecamatan 

Selimbau 

b. 4 kasus dengan penyebab perdarahan di Kecamatan Silat Hilir (2 

kasus), Kecamatan Silat Hulu (1 kasus) dan Kecamatan Bunut Hulu (1 

Kasus)  

c.  

Gambar 2.2 

Penyebab kematian ibu 

 
 

 

Angka Kematian Bayi (AKB) pada Tahun 2016 sebanyak 55 kasus (13/1.000 

KH) terjadi peningkatan pada Tahun 2017 sebanyak 96 kasus (22/1.000 KH) 

pada tahun 2018 menurun menjadi 65 kasus (15/1.000 KH) Tahun 2019 

Hipertensi

Perdarahan
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kembali menurun 34 kasus  (8/1.000 KH) namun sedikit meningkat di tahun 

2020 yaitu sebanyak 49 kasus (12/1.000 KH) lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik berikut : 

Gambar 2.3 

Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2016-2020 

 
Sumber : Seksi Kesehatan Ibu, Bayi dan Keluarga 

Penyebab utama kematian bayi pada tahun 2020 yaitu BBLR, Asfiksia, 

Tetanus Neonatorum, Sepsis, Kelainan Bawaan, Pneumonia dan Diare. 

Gambar 2.4 

Penyebab Kematian Bayi 
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Kendala yang dialami dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) 

dan Angka Kematian Bayi (AKB) Antara lain : 

1) Dukungan keluarga yang masih sangat rendah terhadap ibu hamil 

dapat dilihat dari keterlibatan keluarga dalam pendampingan ibu hamil 

saat kelas ibu hamil hanya 47,6% artinya 1 dari 2 ibu tidak didampingi 

keluarga saat kegiatan kelas ibu, sehingga permasalahan kesehatan 

hanya diketahui oleh ibu 

2) Masih ada persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan, 2 dari 

5 kasus kematian ibu karena di tolong dukun,dukun tidak bermitra 

3) Kematian Ibu dan neonatal terjadi dikarenakan  kompetensi tenaga 

kesehatan (Bidan dan Dokter Puskesmas) yang belum memadai 

4) Monitoring dan evaluasi tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal yang sdh 

dibuat, Monev dengan metode virtual tidak bisa dilaksanakan dengan 

optimal. 

5) Tingginya kejadian hamil tidak diinginkan dan tidak direncanakan 

(kohort KB masih sulit dimonitor, krn  pelayanan KB diluar FKTP belum 

tercatat dengan baik). 

6) Pengkajian kematian belum bisa dilaksanakan dengan maksimal 

7) Peran serta masyarakat dalam kesehatan ibu dan anak juga dirasakan 

masih sangat minim, dimana masih ada desa yang tidak melaksanakan 

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), 

yaitu 1 dari 5 desa belum melaksanakan Program P4K 

8) Regulasi bidang Kesehatan terutama Ibu dan anak yang masih sangat 

lemah 

9) Masih terdapat 4 terlalu: Terlalu muda untuk hamil, terlalu tua untuk 

hamil, terlalu dekat jarak hamil dan terlalu banyak anak. 

10) Masih terdapat 3 T : terlambat untuk memutuskan dirujuk, terlambat 

sampai ditempat rujukan dan terlambat dikelola ditempat rujukan. 

11) Kondisi pandemi Covid berimbas pada beberapa kegiatan, 

pelayanan Kesehatan  tidak bisa berjalan dengan optimal masih ada ibu 

hamil tidak mendapatkan pelayanan antenatal yang memadai. 
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Untuk mengoptimalkan penurunan AKI dan AKB Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas  Kesehatan 

melakukan berbagai upaya, diantaranya : 

1) Meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu hamil,ibu bersalin dan  

bayi baru lahir, diantaranya adalah : 

• Pelayanan Antenatal terpadu pada daerah – daerah yang belum 

memiliki tenaga bidan 

• Mengklasifikasikan faktor resiko pada ibu hamil sehingga petugas 

kesehatan dapat merencanakan tindaklanjut serta persiapan selama 

proses kehamilan sampai dengan postpartum 

2) Meningkatkan jumlah Rumah Tunggu Kehamilan 

3) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pemahaman petugas 

penanggung jawab program KIA, KB dan lansia 

4) Mengoptimalkan Penguatan sistem rujukan  

5) Meningkatkan peran serta masyarakat dengan promosi kesehatan 

masyarakat melalui berbagai media. 

6) Mengoptimalkan Pemberdayaan Masyarakat melalui pembinaan UKBM  

7) Mengoptimalkan program inovasi  

8) Mengoptimalkan Pelaksanaan Audit Maternal dan Perinatal, 

pelaksanaan AMP setiap 3 bulan sekali untuk kasus kematian ibu, bayi 

dan kasus nyaris mati 

9) Melaksanakan Monitoring dan  Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan 

Anak 

10) Mengoptimalkan Kemitraan Bidan Dukun 

11) Pelayanan ANC pada Desa tanpa tenaga Bidan 

12) Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan penunjang 

kesehatan ibu dan anak pada Fasilitas Kesehatan  

 

2. Gizi Masyarakat 

Angka stunting di kabupaten kapuas hulu tahun 2020 sebesar 28,7%. Angka 

ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target rpjmn yaitu sebesar 28% dan 

who sebesar 20%. Persentase Baduta Stunting dalam 5 tahun terakhir 

fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 30%, tahun 2017 menurun menjadi 
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27,2% rahun 2018 meningkat menjadi 35,6%, dari 31,3% pada tahun 2019 

turun menjadi 28,7% pada tahun 2020.  

 

Gambar 2.5 

Angka Stunting di kabupaten kapuas hulu 

 

 

Dalam menurunkan stunting Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana menghadapi beberapa kendala, diantaranya : 

1) Rendahnya pengetahuan masyarakat terutama ibu balita tentang 

pentingnya gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan balitanya,  

2) Pola pemberian makan pada bayi dan anak (PMBA) yang tidak tepat 

seperti masih tingginya bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif 

(43,4%) pada Tahun 2020, dan pemberian makanan pendamping ASI (MP-

ASI) yang terlalu dini serta  tidak memadai.  

3) Advokasi Kader  terhadap kepala Desa masih kurang 

4) Kurangnya pendampingan konseling dari Petugas Gizi 

5) Terdapat 41,7% ibu hamil menderita anemia dan 18,7% diantaranya 

berisiko Kurang Energi Kronis (KEK). 

6) Sebanyak 13,3 % Ibu hamil tidak mengkonsumsi TTD minimal 90 tablet 

selama hamil 

7) pengetahuan dan keterampilan kader posyandu yang masih belum 

memadai, 

30%

27,2%

35,6%

31,3% 28,7%

2016 2017 2018 2019 2020
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8) rendahnya kesadaran ibu/keluarga untuk membawa balitanya ke 

posyandu, 

9) Ada 54,5% anak usia 0-5 Tahun tidak terpantau pertumbuhannya (tidak 

dibawa ke Posyandu secara rutin). 

10) Akses terhadap sumber air bersih yang masih terbatas serta 

sanitasi yang belum baik.  

11) Masih 91,7 % desa belum ODF 

 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

sudah melakukan berbagai upaya berkaitan dengan intervensi gizi 

spesifik yaitu : 

a. Memetakan kasus stunting sampai ke tingkat desa,  

b. melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas kader 

posyandu dalam melakukan pemantauan pertumbuhan dan 

pemberian makan bayi dan anak, 

c. melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas 

petugas puskesmas dan bidan desa dalam melakukan konseling 

menyusui air susu ibu eksklusif dan pemberian makan bayi dan anak,  

d. pemberian makanan tambahan bagi balita kurus dan ibu hamil 

kurang energi kronis (KEK), 

e. melaksanakan tatalaksana kasus gizi buruk di pusat rehabilitasi gizi 

buruk (PRGB), 

f. melakukan penyuluhan tentang pemberian makan bayi dan anak 

serta perilaku hidup bersih sehat di masyarakat,  

g. meningkatkan koordinasi  dengan OPD terkait melalui rapat, rembuk 

stunting di Kabupaten dan Kecamatan dan,  

h. Menetapkan wilayah desa intervensi stunting terintegrasi. Upaya 

tersebut memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, dan 

tentunya membutuhkan dukungan dari sektor terkait guna perbaikan 

ke arah yang lebih baik. 

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan tidak menular 

Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang 

dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan 
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melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya 

pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu. 

a. Tuberkulosis 

Pada Tahun 2020 kasus TB di Kapuas Hulu sebanyak 429 kasus 

dengan jumlah penduduk sebesar 255.298 jiwa, artinya terdapat 168 

kasus TB per 100.000 penduduk. Pada tahun 2017 sebanyak 78 

kasus kemudian naik di tahun 2018 sebanyak 598 kasus turun  di 

tahun 2019 sebanyak 597 kasus dan turun lagi di Tahun 2020 

sebanyak 429 Kasus. 

Gambar 2.6 

Temuan Kasus TBC di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu 

 
Dalam menurunkan prevalensi TB Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana menghadapi beberapa kendala 

diantaranya : 

1) Jangkauan/ penyebaran pemukiman Penderita TB yang tidak merata 

2) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan 

lanjutan, dan ketuntasan minum obat  

3) Ketidaktahuan pasien TB dan anggota keluarganya mengenai penularan 

infeksi pada TB. 

4) Belum memadainya tatalaksana TB sesuai dengan standar baik dalam 

penemuan kasus/diagnosis, paduan obat, pemantauan pengobatan, 

pencatatan dan pelaporan. 

5) Besarnya masalah kesehatan lain yang bisa berpengaruh terhadap risiko 

terjadinya TB secara signifikan 

78

598 597

429

2017 2018 2019 2020
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6) Beberapa puskesmas belum melaksanakan kontak tracing (memeriksa 

seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah) dengan maksimal  

7) Penemuan kasus secara aktif mulai terdampak karena ada pembatasan 

fisik (physical distancing) dan anjuran untuk menjaga jarak serta 

larangan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan 

Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk 

dan Keluarga Berencana dalam rangka pencapaian target Prevalensi TB 

antara lain: 

1) Meningkatkan intensitas penemuan aktif dan penyembuhan pasien 

2) Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik 

dalam upaya pencegahan dan penularan TB. 

3) Meningkatkan Kontak tracing untuk mencegah penularan dengan 

memeriksakan seluruh anggota keluarga yang tinggal serumah 

4) Meningkatkan capaian melalui sweeping pada pasien yang tidak 

terjaring dalam pelayanan di Puskesmas. 

5) Memastikan ketersediaan obat dan logistik non-OAT (Reagen, peralatan 

dan suplai laboratorium) yang kontinyu, tepat waktu dan bermutu di 

seluruh fasilitas pelayanan kesehatan  

6) Meningkatkan Pengobatan Sesuai Standar dengan Pengawasan dan 

Dukungan yang Memadai terhadap Pasien 

7) Agar mencapai tingkat kesembuhan yang tinggi, pengobatan pasien 

TB membutuhkan penggunaan obat TB secara rasional oleh tenaga 

kesehatan dan dukungan yang memadai dari berbagai pihak terhadap 

pasien TB dan pengawas minum obat (PMO). 

8) Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi melalui : 

• Petugas yang terampil 

• Coldchain dan vaksin yang berkualitas 

• Pemberian imunisasi yang benar 

9) Meningkatkan sistem monitoring pencatatan dan pelaporan yang 

mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan 

kinerja program 

10) Peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB; 
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11) Memperkuat sistem kesehatan, termasuk pengembangan SDM dan 

manajemenprogram pengendalian TB 

12) Peningkatan Kemandirian Masyarakat dalam Penanggulangan TB 

• Peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga dan 

masyarakat. 

• Melibatkan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, 

dan dukungan pengobatan TB. 

• Pemberdayan masyarakat melalui integrasi TB di upaya kesehatan 

berbasis keluarga dan masyarakat. 

b. Demam Berdarah 

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui vektor nyamuk dari 

spesies Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Peran vektor dalam 

penyebaran penyakit menyebabkan kasus banyak ditemukan pada musim 

hujan ketika munculnya banyak genangan air yang menjadi tempat 

perindukan nyamuk. Selain iklim dan kondisi lingkungan, beberapa studi 

menunjukkan bahwa DBD berhubungan dengan mobilitas dan kepadatan 

penduduk, dan perilaku masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tersebut menjadi landasan dalam upaya pencegahan dan pengendalian 

DBD. Kasus DBD ditegakkan dengan diagnosa yang terdiri dari gejala klinis 

dan hasil laboratorium yang megindikasikan penurunan trombosit < 

100.000/mm3 dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan 

peningkatan hematokrit > 20%. 

Angka Kesakitan DBD pada Tahun 2020 adalah sebesar 7/100.000 

penduduk, artinya sebanyak 17 Kasus penderita DBD dari 225.298 

penduduk Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020. 

Kasus DBD di Kapuas Hulu dari tahun 2016-2020 fluktuatif, mengalami 

penurunan yang cukup signifikan di 2 tahun terakhir. Berikut gambarakan 

kasus DBD dari tahun 2016-2020 
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Gambar 2.7 

Kasus DBD di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu  

 

Sumber Seksi P2PM 

Dalam pencapaian target indikator insiden Rate DBD Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami beberapa 

kendala, diantaranya : 

1) Kasus selalu terpusat di daerah pemukiman – pemukiman penduduk, 

bahkan pemukiman itu turut memfasilitasi penyebaran penyakit 

terutama vektornya 

2) Kasus tidak terpusat di 1 lokasi saja,melainkan menyebar setiap 

bulan ke lokasi lainnya 

3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga 

kesehatan lingkungan 

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kapuas Hulu 

diantaranya : 

1) Pelaksanaan  Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon dengan cara 

Surveilance Puskesmas, RS dan Dinkes 

2) Peningkatan Kapasitas Petugas 

3) Peningkatan Fogging Fokus Demam Berdarah 

21

385

472

28 17

2016 2017 2018 2019 2020
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4) Peningkatan pelayanan pendampingan penderita suspek DBD 

(monitoring di tingkat pustu / polindes) dan  

5) Penyebarluasan informasi tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

DBD melalui berbagai media sehingga dapat menekan kasus DBD 

ditahun 2020. 

c. Diare  

Kasus Diare ditahun 2020 mengalami penurunan dibanding 

dengan tahun-tahun sebelumnya. Gambaran kasus diare dari tahun ke 

tahun dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 

Gambar 2.8 
Kasus Diare di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dari tahun 2016 - 2020 

 

Sumber Data Seksi P2PM 

Dalam pelaksanaannya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana juga masih mengalami berbagai kendala, 

diantaranya :  

1) Masih ada 37 desa yang belum melaksanakan STBM 

2) Baru 24 desa yang sudah ODF 

3) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sanitasi layak 

4) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang PHBS 

5) Kurangnya peran serta masyarakat dalam membangun sanitasi layak 

3740 3803

3344

4048

2604

2016 2017 2018 2019 2020
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6) Baru 47% Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat 

kesehatan 

7) Masih ada Damiu dan Rumah Makan dan Industri catering yang 

belum terdaftar  

8) Kualitas air yang kurang baik, dari 146 Sarana air minum yang 

diperiksa hanya 20 sarana yang memenuhi syarat kesehatan. 

9) Adanya pergantian petugas sanitarian, tidak adanya pelimpahan 

tugas dari petugas lama ke petugas baru, kurangnya pengetahuan 

petugas tentang pengisian form laporan kesling, ketidakpatuhan 

petugas kesling dalam pelaporan kesling, petugas kesling dibebankan 

tugas rangkap 

d. Diabetes Mellitus 

 

4. Jaminan Kesehatan 

Pada tahun 2020, pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

di Indonesia telah memasuki tahun ketujuh. Harus diakui bahwa reformasi 

pembiayaan kesehatan dan pelayanan kesehatan ini telah banyak memberi 

manfaat kepada berbagai komponen yang terlibat di dalamnya, terutama 

masyarakat sebagai penerima manfaat. Hal ini sesuai dengan tujuan 

diselenggarakannya Program JKN, yakni mendekatkan akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial. 

Pembiayaan kesehatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu merupakan penyelenggaraan 

program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka menuju 

Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage). 

Indikator  kinerja universal health coverage dihitung berdasarkan jumlah 

peserta JKN baik PBI maupun non PBI dibagi jumlah penduduk dikalikan 

100%. Pada Tahun 2020 jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional 

sebanyak 192.161 jiwa dari 255.298 Jumlah Penduduk Kabupaten Kapuas 

Hulu.  

Realisasi Kinerja Indikator Universal Health Coverage pada Tahun 2020 

yaitu sebesar 75,29% meningkat jika dibandingkan dengan realisasi kinerja 

pada Tahun 2018 sebesar 53% dan sedikit menurun jika dibandingkan 
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dengan tahun 2019  yaitu masing – masing sebesar 77,87%. Pencapaian 

Indikator Universal Health Coverage dari Tahun 2018 – 2020 dapat dilihat 

pada gambar 3.23 berikut. 

 

Gambar 2.9 
UHC 2018 – 2020   

(sumber data : seksi Pembiayaan) 
 

 

 

Dalam pencapaian target indikator Universal Health Coverage Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga 

mengalami beberapa kendala, diantaranya : 

1) Pendaftaran kepesertaan JKN saat ini hanya berada di ibukota 

Kabupaten, sehingga masyarakat yang berada jauh dari ibukota 

kabupaten sulit melakukan pendaftaran.  

2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki jaminan 

kesehatan (BPJS) 

3) Tingginya Biaya Pendaftaran Karena Harus Mendaftar  1 Keluarga 

4) Kepesertaan berbasis KK rumit secara administratif. Akibatnya, setiap 

perubahan atau masalah yang dihadapi salah satu anggota keluarga akan 

berdampak pada anggota keluarga lainnya yang tercantum dalam KK. 

“Jika satu anggota keluarga menunggak, maka seluruh anggota keluarga 

tidak dapat mengakses layanan kesehatan 

53%

77,87% 75,29%

2018 2019 2020
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5) Masih ada masyarakat kategori tidak mampu tapi belum menjadi peserta 

penerima bantuan iuran (PBI) 

6) BPJS Kesehatan tidak mempunyai banyak jaringan sampai ke daerah 

terpencil untuk menerima penyetoran iuran BPJS 

7) Jarak tempat tinggal peserta dengan sarana kesehatan cukup jauh 

8) Adanya pandemi covid – 19 juga berdampak terhadap kepesertaan 

jaminan kesehatan dan penurunan keaktifan peserta dalam membayar 

iuran jaminan kesehatan 

Untuk mengoptimalkan pencapaian target indikator Universal Health 

Coverage Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

akan melakukan berbagai upaya, diantaranya : 

1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan 

berkoordinasi dengan BPJS kesehatan cabang sintang agar layanan 

pendaftaran pasien dibuka di masing-masing kecamatan atau dibuka 

berdasarkan zona daerah, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang 

berada jauh dari ibu kota kabupaten. 

2) Mengoptimalkan Pengelolaan pembiayaan kesehatan 

3) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi Pengelolaan dan pemanfaatan dana 

kapitasi JKN oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 

4) Meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya menjadi peserta JKN 

5) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral melakukan integrasi Jaminan 

Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) - Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dikelola BPJS 

Kesehatan. 

 

5. Mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 

Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan diukur 

melalui 2 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan dasar dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan 

kesehatan rujukan. 
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Gambar 2.10 
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar dan Rujukan 

Tahun 2016-2020 
 

 

 

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar meningkat 

dari tahun ke tahun, mulai dari 63% ditahun 2016, 69% pada 2017, terus 

meningkat 72,18% pada tahun 2018, 77,69% tahun 2019 dan 81,83% di 

tahun 2020.  

Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rujukan fluktuatif 

yaitu sebesar 74,18% pada tahun 2020 meningkat jika dibandingkan 

realisasi kinerja pada tahun 2016 sebesar 70,19%, tahun 2017 65,89%, 

tahun 2018 yaitu sebesar 66,45% dan sedikit menurun jika dibandingkan 

tahun 2019 yaitu 76,75% 

a. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar 

Indikator ini didukung oleh: 

1) Sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan dasar  

Pada Tahun 2016-2020 12 Puskesmas dibangun dengan 

menggunakan Prototype dan standar dari Kementerian Kesehatan. 

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

juga melengkapi Prasarana seperti IPAL, air bersih, kendaraan 

operasional dan alat guna kelancaran pelayanan kesehatan. 

63% 69% 72,18% 77,69%
81,83%

70,19% 65,89% 66,45%
76,75% 74,18%

2016 2017 2018 2019 2020

IKM Dasar IKM Rujukan
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Pembangunan Pustu dan jaringannya dilaksanakan berdasarkan 

skala prioritas dengan memperhatikan jumlah penduduk, jarak 

antara fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga kesehatan.  

2) Mutu pelayanan dasar melalui akreditasi Puskemas 

Sampai dengan Tahun 2020 jumlah Puskesmas di Kabupaten 

Kapuas Hulu yang sudah terakreditasi sebanyak 18 Puskesmas 

dengan pencapaian : 

• PARIPURNA  : 1 Puskesmas 

• UTAMA   : 5 Puskesmas 

• MADYA   : 7 Puskesmas 

• DASAR   : 5 Puskesmas 

3) Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan kualitas Farmasi 

4) Kualitas dan kompetensi sumber daya Kesehatan 

Dalam pencapaiannya indikator indeks kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan dasar masih terdapat beberapa kendala, 

diantaranya : 

• Aksesibilitas  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan 

masih rendah,  terutama  masyarakat  miskin  yang  tinggal  di  

daerah terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau 

• Masih ada Puskesmas yang belum sepenuhnya menerapkan 

standar pelayanan medik dasar dan terakreditasi 

• Di beberapa Puskesmas survey kepuasan pelanggan masih 

menggunakan survey manual 

§ Masih lemahnya pengelolaan pengaduan atas penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan 

§ Tenaga kesehatan yang ada masih kurang jika dibandingkan 

dengan kebutuhan 

§ Adanya Pandemi covid – 19 sehingga pelayanan kesehatan 

menjadi kurang optimal 

b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan 

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan 

Indikator ini didukung oleh: 
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1) Sarana dan prasarana Rumah Sakit 

Tahun 2016 – 2020 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu melakukan 

Peningkatan Gedung RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau 

serta  

Tidak hanya sarana, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana juga mengupayakan pemenuhan prasarana, 

diantaranya pengadaan ambulans untuk RS Bergerak Badau dan 

RSUD Semitau, Pengadaan Incenerator dan IPAL, serta pemenuhan 

Alat Kesehatan Rumah Sakit. 

2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa  

Pada Tahun 2015 Melalui SK bupati no 307 Tahun 2015 RSUD dr 

Achmad Diponegoro ditetapkan sebagai BLUD, dengan demikian 

RSUD dr Achmad Diponegoro dapat menerapkan pola pengelolaan 

keuangan yang fleksibel dengan menjunjung nilai produktifitas, 

efisiensi, dan efektifitas. Diharapkan dengan adanya fleksibilitas 

yang diberikan kepada Badan Layanan Umum Daerah dapat 

meningkatkan kinerja baik dari segi keuangan maupun dalam segi 

pelayanan. 

3) Mutu pelayanan Rujukan 

Sampai dengan tahun 2020, 3 Rumah Sakit di Kabupaten Kapuas 

Hulu telah terakreditasi dengan capaian RSUD dr Achmad 

Diponegoro dengan Predikat Utama, RSUD Semitau Predikat Madya 

serta RS Bergerak Badau dengan Predikat Dasar. 

 

 Untuk kinerja Anggaran (APBD) dengan realisasi Anggaran Dinas 

Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat 

dilihat sebagaimana terlampir dalam tabel 2.4  
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2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Pada Dinas 
Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

 
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya bidang kesehatan tentunya tidak 

terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun 

eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut 

harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam 

rangkameningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DinasKesehatan 

Kabupaten Kapus Hulu. Tantangan yang paling nyata dihadapikedepan 

terkait dengan kesehatan adalah bahwa dinamika 

pembangunan kesehatan di wilayah harus bergerak cepat yangdiakibatkan 

oleh adanya perkembangan global diberbagai sektorkehidupan masyarakat 

yang tidak dapat dihindari, seiring denganperkembangan global tersebut, 

telah diantisipasi dengan berbagaikebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah dan pemerintahprovinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap 

kebijakan yangharus dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu agaradanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai 

programdan kegiatan yang dilaksanakan. 

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun 

eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam 

analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan 

Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi 

Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

           



 

 

 

 
33 

Tabel 2.5 

Tabel Analisis SWOT 
 Opportunities (Peluang) Threath ( Ancaman ) 
 1. Adanya 

dukungan dari 
Pemerintah 
untuk 
pembangunan 
bidang 
kesehatan 

2. Adanya program 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional ( JKN ) 

3. Adanya Standar 
Pelayanan 
Minimal (SPM ) 

4. Adanya Program 
Indonesia Sehat  

1. Perilaku dan 
pengetahuan 
masyarakat 
tentang 
kesehatan masih 
rendah 

2. Masih ada adat 
istiadat dan 
budaya yang 
tidak menunjang 
kesehatan 

3. Masih ada 
kelompok 
masyarakat yang 
belum mampu 
secara ekonomi 

4. Terbukanya 
isolasi dan 
mobilitas 
pendudduk yang 
memudahkan 
penularan 
penyakit 

Strength (Kekuatan) Strategi SO Strategi ST 
1. Adanya Perda dan 

Perbup tentang 
SOTK Dinas 
Kesehatan, 
Pengendalian 
Penduduk dan 
Keluarga 
Berencana 

2. Adanya Sumber 
Daya dana untuk 
pembangunan 
kesehatan 

1. Peningkatan 
pembinaan dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
program 
kegiatan 
kesehatan 

2. Mempercepat 
Perbaikan Gizi 
Masyarakat 

3. Memantapkan 
Pelaksanaan 
Jaminan 
Kesehatan 
Nasional 

1. Meningkatkan 
Promosi 
Kesehatan dan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

2. Meningkatkan 
Pengendalian 
Penyakit dan 
Penyehatan 
Lingkungan 

 

Weakness (Kelemahan) Strategi WO Strategi WT 
1. Sumber daya 

manusia kesehatan 
yang masih kurang 
jenis dan 
kompetensinya 

1. Meningkatkan 
Akses Pelayanan 
Kesehatan Dasar 
yang Berkualitas 
 

1. Peningkatan 
kompetensi dan 
kinerja aparatur 
kesehatan  

Eksternal 

Internal 
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2. Sarana dan 
prasarana 
kesehatan rujukan 
dan dasar masih 
kurang baik dari 
segi kualitas, 
kuantitas dan 
penyebarannya. 

2. Meningkatkan 
Akses Pelayanan 
Kesehatan 
rujukan yang 
Berkualitas 

3. Meningkatkan 
Ketersdiaan, 
Keterjangkauan, 
Pemerataan, dan 
kualitas Farmasi 
dan Alat 
Kesehatan 

4. Meningkatkan 
Ketersediaan, 
Penyebaran, dan 
Mutu Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan 
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BAB III 

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

3.1 Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan  Tugas  Dan Fungsi 

Pelayanan Dinas Kesehatan 

Dalam menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  Dinas  Kesehatan 

Kabupaten Kapuas Hulu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang 

dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :  

1. Kesehatan Ibu dan Anak 

Ibu  dan anak merupakan kelompok rentan, hal ini terkait dengan 

fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh 

kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya 

kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan 

kesehatan di Indonesia. 

Angka Kematian Ibu masih menjadi permasalahan di Kabupaten 

Kapuas Hulu target global SDG untuk menurunkan AKI menjadi 183 

per 100.000 KH pada tahun 2024 dan kurang dari 70 per 100.000 KH 

pada tahun 2030. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya upaya yang 

lebih strategis dan komprehensif. AKI di Kabupaten Kapuas Hulu dari 

tahun 2016-2020 fluaktif. Tahun 2020 AKI di Kabupaten Kapuas Hulu 

124/100.000 KH, meskipun masih dibawah target nasional dan target 

Provinsi tetapi meningkat jika dibandingkan tahun 2016 yaitu 

121/100.000 KH. Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Kapuas Hulu 

tahun 2020 didominasi Perdarahan (80%) dan Hipertensi (20%) 

Penyebab kematian ibu ini menunjukkan bahwa kematian maternal 

dapat dicegah apabila cakupan pelayanan dibarengi dengan mutu 

pelayanan yang baik. 

Pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu bersalin yang sesuai 

standar ditahun 2020 cenderung meningkat dibandingkan tahun 2017. 

Peningkatan capaian pelayanan kesehatan ibu yang tidak disertai 

dengan perbaikan angka kematian ibu, mengindikasikan belum 
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optimalnya kualitas pelayanan maternal. Masih terjadinya 3 T yakni 

terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang 

tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani 

dengan tepat. 

Angka Kematian Bayi (AKB) ditahun 2020 12/1000 KH mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan AKB tahun 2016. Untuk 

menurunkan kematian bayi, maka cakupan pelayanan harus disertai 

dengan mutu pelayanan yang optimal, sistem rujukan yang sistematis 

dan terstruktur, serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan 

neonatal dan bayi. 

Beberapa permasalah terkait kesehatan ibu dan bayi diantaranya : 

- Dukungan keluarga yang masih sangat rendah terhadap ibu hamil 

- Kompetensi tenaga kesehatan (Bidan dan Dokter Puskesmas) yang 

belum memadai 

2. Gizi Masyarakat  

Gizi juga masih menjadi permasalahan di Kabupaten Kapuas Hulu, 

penurunan stunting merupakan salah satu sasaran Pokok RPJMN 

2020-2024, Kementerian Kesehatan menargetkan penurunan Balita 

Stunting menjadi 14% di tahun 2024, sementara Balita stunting di 

Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021 sebesar 31,24%. Upaya 

penurunan stunting tidak semata tugas sektor kesehatan karena 

penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus melalui aksi 

multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor 

kesehatan,sementara intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh 

pemangku kepentingan. 

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 

Berbagai Penyakit Tidak Menular (PTM)  disebabkan karena perilaku 

gaya hidup yang tidak sehat, seperti merokok, kurang aktivitas fisik, 

pola makan dengan tinggi gula, garam, dan lemak (GGL). Faktor 

metabolik adalah faktor risiko penyakit tidak menular 

berikutnya, seperti hipertensi, gangguan kadar gula darah, dan 

obesitas. Meningkatnya penyakit tidak menular seperti hipertensi, DM 
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dan gangguan jiwa menunjukkan masih perlu ditingkatkannya upaya 

pencegahan melalui edukasi untuk membangun kesadaran dan 

perubahan perilaku, yang diikuti dengan skrining, diagnostik, dan 

pemantauan. 

4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

Kebutuhan untuk mengendalikan faktor risiko utama untuk 

menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui  

pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi. 

Penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah 

tuberkulosis, HIV/AIDS, selain penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi (PD3I). Perhatian khusus juga ditujukan untuk penyakit-

penyakit infeksi baru yang menyebabkan kedaruratan kesehatan 

masyarakat. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office 

melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota 

Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah 

menetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang 

Meresahkan Dunia Public Health Emergency of International Concern 

(KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung 

cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar Negara, serta 

penyakit-penyakit tropis terabaikan (neglected tropical diseases)    

5. Pelayanan Kesehatan  

- Sarana dan prasarana kesehatan rujukan yang belum paripurna 

dan Sarana dan prasarana kesehatan dasar yang belum merata.  

- Aksesibilitas  masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan masih 

rendah,  terutama  masyarakat  miskin  yang  tinggal  di  daerah 

terpencil dan letak geografis yang sulit dijangkau.  

- Masih ada Puskesmas yang belum sepenuhnya menerapkan 

standar pelayanan medik dasar dan terakreditasi 

6. Sumber Daya Manusia Kesehatan 

- Jumlah  dan jenis tenaga kesehatan masih ada yang belum 

memenuhi  standar pelayanan fasilitas kesehatan 
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- Kualitas dan Kompetensi tenaga kesehatan masih ada yang belum 

sesuai standar 

- Penyebaran tenaga kesehatan tidak merata 

- Komposisi tenaga kesehatan yang tidak berimbang 

7. Sediaan Farmasi 

- Pelayanan Kefarmasian di Fasilitas Pelayanan Kesehatan belum 

sesuai standar 

- Pengelolaan obat belum optimal 

- Masih ada Puskesmas yang belum menerapkan Penggunaan Obat 

Rasional 

- Distribusi dan penggunaan obat rasional belum optimal 

- Belum optimalnya Pengawasan dan pembinaan sarana kefarmasian  

8. Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

- Pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan 

mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi masih rendah 

- Masih Rendahnya kemitraan dan partisipasi lintas sektor, lembaga 

kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan swasta, kesan 

kesehatan masyarakat hanya tugas bidang kesehatan saja  

- Pengintegrasian program, kegiatan, dan/atau kelembagaan 

pemberdayaan masyarakat yang sudah ada belum optimal  

9. Tingginya disparitas angka prevalensi kontrasepsi (CPR) dan 

unmetneed antar wilayah 

10. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih 

rendahnya kesertaan KB MKJP dan KB Pria; 
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3.2 Telaahan  Visi,  Misi  Dan  Program  Bupati Dan Wakil Bupati 

Terpilih  

A. Visi 

Visi  Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  Kapuas Hulu terpilih dalam 

RPJMD 2021-2026 adalah 

TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, 

BERDAYA SAING, AMANAH, DAN TERAMPIL 

Visi tersebut mengandung lima elemen utama pembangunan Kabupaten 

Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah, dan 

Terampil sebagaimana dijabarkan pada penjelasan di bawah ini: 

1. Harmonis : mengandung makna dalam kehidupan masyarakat 

berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai-nilai budi pekerti dan 

budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan 

norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup 

berdampingan secara damai, selaras dan serasi. 

2. Energik : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatkannya 

pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya 

angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan 

pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.  

3. Berdaya saing : mengandung makna kondisi pembangunan daerah  

yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan 

pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, 

didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, 

serta berwawasan ke depan.  

4. Amanah : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan 

yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan 

responsibilitas, akuntanbilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi 

dan nepotisme.  
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5. Terampil : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya 

manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi 

yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

dan informasi. 

B. Misi  

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi 

dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama 

mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan membawa komitmen dan 

konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders 

pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten 

Kapuas Hulu sebagai berikut 

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam 

kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan 

Dinamika kehidupan terus berkembang menjadi semakin beragam 

dan kompleks sehingga perlu keasadaran hidup secara selaras dan 

harmonis. Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang kaya akan 

kebergaman masyarakatnya baik dari budaya, agama, ras dan suku. 

Masyarakat yang harmonis dalam berkehidupan ditengah 

keberagaman di Kapuas Hulu perludiwujudkan. Kehidupan 

masyarakat yang harmonis harus senantiasa dijaga. Untuk itu, 

masyarakat tidak mudah dipecah-belah oleh berita bohong (hoaks) 

2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, 

pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta 

ramah investasi 

Dalam mewujudkan kesejateraan masyarakat, daerah masih 

bertumpu pada ekonomi kerakyatan dimana perekonomian Kapuas 

Hulu masih bergantung pada kekayaan sumber daya alam. Potensi 

ekonomi di Kapuas Hulu adalah sektor pertanian beserta 

turunannya seperti pertanian pangan, perkebunan serta perikanan. 

Sektor perekonomian lain yang dikembangkan adalah sektor 

perindustrian terutama sektor industri hulu-hilir guna menciptakan 
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lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya 

rumpun industri yang sehat dan kuat. Usaha kecil dan memengah 

memegang peranan signifikan dalam perekonomian Kapuas Hulu, 

Adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor 

ekonomi, termasuk di sektor usahA mikro sehingga diperlukan 

upaya pemerintah daerah dalam membantu UMKM. Peningkatan 

nilai perekonomian terutama di sektor pertanian, perindustrian, dan 

pariwisata perlu menciptakan iklim investasi yang menarik dan 

kondusif sehingga membuka lapangan pekerjaan baru. 

Pengembangan perekonomian juga bisa dimulai dari desa dengan 

dilakukannya peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMD) 

3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, 

cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu 

pendidikan yang memiliki daya saing 

Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam 

pembangunan daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan 

menjadi subjek maupun objek pembangunan daerah. Kapasitas 

modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek pendidikan, 

kesehatan, dan kesejahteraannya. Potensi sumber daya manusia di 

Kabupaten Kapuas Hulu dapat menjadi modal dasar pembangunan 

yang sangat penting bilamana kuantitas dan kualitasnya 

ditingkatkan serta distribusinya merata. Oleh karena itu, kualitas 

sumber daya manusia harus terus ditingkatkan agar mampu 

menghadapi tantangan ditengah modernisasi dan kemajuan 

teknologi. Peningkatan sektor pendidikan yang disertai pendidikan 

budaya, moral serta budi pekerti sehingga tercipta manusia yang 

berbudaya, mandiri, cerdas dan inovativ. Di masa pandemi, kualitas 

pendidikan bagi masyarakat usia sekolah menjadi prioritas untuk 

diperhatikan pemerintah daerah kabupaten kapuas Hulu. 

4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan 

tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, 

responsibilitas dan akuntanbilitas 
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Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek 

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta 

sumber daya aparatur. dengan memperbaikai tata kelola 

pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan 

karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang 

nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten 

lain di Indonesia. Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian 

merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam 

melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek 

lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, 

pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan 

layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat, sungai 

dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; 

penyediaan sumber air bersih dan sehat; penguatan jaringan 

layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-

sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten 

Kapuas Hulu. 

5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan 

kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat 

yang menjadi hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh 

Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan 

kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumberdaya 

manusia untuk mengupayakan masyarakat yang sejahtera (welfare 

society). Pembangunan di bidang kesehatan merupakan hal yang 

diperhatikan seiring dengan adanya pandemi covid-19 yang terjadi 

sejak tahun 2020 yang tidak bisa diprediksi hingga kapan. Mutu 

pelayanan kesehatan menunjuk pada tingkat kesempurnaan 

pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk memelihara dan 
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meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit serta sasarannya 

terutama untuk kelompok dan masyarakat. 

Ditinjau dari sisi tugas dalam bidang kesehatan, secara umum tugas 

Dinas Kesehatan terkait dengan pencapaian visi dan misi ke-3 dan misi ke-

5 Bupati dan Wakil Bupati.  

3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Barat 

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan BKKBN 

A. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan 

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 

2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan 

Strategis, yakni:  

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui 

pendekatan siklus hidup  

2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan  

3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan 

pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat  

4. Peningkatan sumber daya kesehatan 

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan 

inovatif 

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian  

Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran 

Strategis.  

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran 

Strategis Renstra Kemenkes 2020-2024 

No Tujuan 
Strategis 

Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis 

1 Peningkatan 
derajat 
kesehatan 
masyarakat 
melalui 

1. Meningkatnya 
kesehatan ibu, 
anak dan gizi 
masyarakat 

1. Persentase bumil KEK dari 
17,3% menjadi 10% 

2. Persentase persalinan di 
fasilitas pelayanan 
kesehatan 95% 
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pendekatan 
siklus hidup 

3. Jumlah kabupaten/kota 
yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan ibu dan 
bayi baru lahir sebanyak 514 
kabupaten/kota 

4. Persentase balita stunting 
dari 27,7% menjadi 14% 

5. Persentase bayi kurang dari 
6 bulan mendapat ASI 
eksklusif sebesar 60% 

6. Persentase 
kabupaten/kotamelaksanak
an pembinaan posyandu 
aktif dari 51% menjadi 100% 

7. Persentase kabupaten/kota 
yang menerapkan kebijakan 
gerakan masyarakat hidup 
sehat sebesar 50% 

8. 100% kabupaten/kota 
menerapkan kebijakan KTR 
(Jumlah 514) 

9. Kabupaten/kota sehat 
sebanyak 420 
kabupaten/kota 

2 Penguatan 
pelayanan 
kesehatan 
dasar dan 
rujukan 

1. Meningkatnya 
ketersediaan dan 
mutu fasyankes 
dasar dan 
rujukan 

1. Seluruh kecamatan memiliki 
minimal 1 puskesmas 

2. Persentase kabupaten/kota 
yang memenuhi rasio TT 
1:1.000 sebesar 100% 

3. Persentase FKTP sesuai 
standar sebesar 100% 

4. Persentase RS terakreditasi 
sebesar 100% 

5. Jumlah fasilitas pelayanan 
kesehatan lain yang 
memenuhi persyaratan 
survei akreditasi sebanyak 
500 fasyankes lain 

3. Peningkatan 
pencegahan 
dan  
pengendalian 
penyakit dan 
pengelolaan 

Meningkatnya 
pencegahan dan  
pengendalian  
penyakit serta  
pengelolaan  
kedaruratan 
kesehatan  
masyarakat 

1. Menurunnya insidensi TB 
menjadi 190 per 100.000 
penduduk pada tahun 2024 

2. Menurunnya insidensi HIV 
menjadi 0,18% pada tahun 
2024 

3. Meningkatkan eliminasi 
malaria di 405 
kabupaten/kota 
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4. Kabupaten/kota yang 
mencapai 80% imunisasi 
dasar lengkap sebanyak 95 % 

5. Meningkatnya 
kabupaten/kota yang 
melakukan pencegahan dan 
pengendalian PTM dan 
penyakit menular lainnya 
termasuk NTD sebanyak 514 
kabupaten/kota 

6. Persentase kabupaten/kota 
yang mempunyai kapasitas 
dalam pencegahan dan 
pengendalian KKM sebesar 
86% 

4 Peningkatan  
sumber daya  
kesehatan 

Meningkatnya  
akses,kemandirian 
dan mutu 
kefarmasian dan 
alat kesehatan 

Persentase puskesmas dengan  
ketersediaan obat esensial 
sebesar  
96% 

  Meningkatnya  
pemenuhan SDM  
Kesehatan dan  
kompetensi 
sesuai standar 

1. Persentase puskesmas 
dengan jenis nakes sesuai 
standar sebesar 83% 

2. Persentase RSUD 
kabupaten/kota yang 
memiliki 4 dokter spesialis 
dasar dan 3 dokter spesialis 
lainnya sebesar 90% 
(minimal 4 spesialis dasar 
wajib ada)sebesar 90% 

3. Jumlah SDM Kesehatan 
yang ditingkatkan 
kompetensinya sebanyak 
202.593 orang 

4. Persentase puskesmas tanpa 
dokter sebesar 0% 

  Terjaminnya 
pembiayaan  
kesehatan 

Persentase anggaran kesehatan  
pemerintah pusat terhadap 
APBN sebesar 5,5% 

5 Peningkatan  
tata kelola  
pemerintahan  
yang baik,  
bersih dan  
inovatif 

Meningkatnya  
sinergisme pusat  
dan daerah serta  
meningkatnya  
tata kelola  
pemerintahan  
yang baik dan  
bersih 

1. Persentase provinsi yang 
mendapatkan penguatan 
dalam penyelenggaraan SPM 
bidang kesehatan provinsi 
dan kabupaten/kota sebesar 
100% 

2. Persentase provinsi dengan 
anggaran kesehatan daerah 
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dalam APBD yang sesuai 
dengan prioritas nasional 
dibidang kesehatan sebesar 
100% 

3. Nilai Reformasi Birokrasi 
Kementerian Kesehatan 
sebesar 80,58 

4. Nilai kinerja 
penganggaraKementerian 
Kesehatan sebesar 95 

5. Persentase Satker KP/KD 
yang telah memenuhi 
Predikat WBK/WBBM 
(Kemenkes/Nasional) 

  Meningkatnya 
efektivitas 
pengelolaan  
litbangkes dan  
sistem informasi  
kesehatan untuk  
pengambilan  
keputusan 

1. Jumlah rekomendasi 
kebijakan hasil litbangkes 
yang dimanfaatkan untuk 
perbaikan kebijakan 
sebanyak 30 rekomendasi 

2. Jumlah Sistem Informasi 
Kesehatan yang terintegrasi 
dalam aplikasi Satu Data 
Kesehatan sebanyak 100 SIK 

 

B. Tujuan strategis BKKBN 

Untuk menjamin dukungan BKKBN terhadap upaya pencapaian 

Visi, Misi dan Janji Presiden 2020-2024 dan Prioritas 

Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, 

serta untuk memastikan Visi, Misi dan Tujuan BKKBN yang telah 

ditetapkan dapat tercapai, diperlukan suatu ukuran keberhasilan 

atas seluruh Program dan Kegiatan Prioritas yang dilakukan 

dalam bentuk Sasaran Strategis. Dalam Renstra BKKBN 2020-

2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai 

berikut: 

1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) 

dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan 

menjadi 2,1 pada 2024. 

2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi 

Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 
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persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen 

pada tahun 2024. 

3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak 

terpenuhi/UnmetNeed 8,6 persen pada tahun 2020 dan 

ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024. 

4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 

tahun/Age SpecificFertilityRatio (ASFR) 15-19 tahun, dengan 

target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditagetkan 

menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024. 

5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) 

sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 

61,00 pada tahun 2024. 

6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 

tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024. 

1.3.1 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat 

1.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah 

dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan merupakan 

target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat 

merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. 

Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah pada suatu titik 

terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan 

jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka 

mempertahankan eksistensi dimasa datang. 

Untuk menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa 

metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam 

menggambarkan situasi dan kondisi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Barat. Dari pencermatan lingkungan intern dan ekstern ini akan diperoleh 

strategi yang akan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan guna 

memberikan rambu- rambu dalam menetapkan tujuan. Agar dapat 
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mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan 

adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya merupakan benefit 

atau impacts dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya 

Sistem Pengukuran Kinerja yang berlaku untuk di lingkungan Dinas 

KesehatanProvinsi Kalimantan Barat. 

Adapun tujuan strategis tersebut adalah “Meningkatnya Kualitas 

Kesehatan”. 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan 

dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan 

bagian internal dalam proses perencanaan strategis Dinas Kesehatan. 

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, rasional, periode 

tertentu. Sasaran Dinas Kesehatan selama 5 (lima) tahun periode 2018-2023 

juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran 

merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi 

yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur 

dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan 

dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut 

maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat; 

2. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit; 

Adapun tujuan dan sasaran yang telah disusun dalam rangka mewujudkan 

visi dan menjalankan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

terutama yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat adalah 

sebagai berikut: 

No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan 
/ Sasaran 

Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada 
Tahun Ke- 

2019 2020 2021 2022 2023 
 Meningkat

nya 
kualitas 
kesehatan 

Meningkatnya 
status 
kesehatan 
masyarakat 

Angka Harapan 
Hidup (tahun) 

69,95 70,66 70,76 70,87 70,99 

   Angka Kematian 
Ibu melahirkan 
per 100.000 
Kelahiran Hidup 

95 130 150 140 130 
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   Angka Kematian 
Bayi per 1000 
Kelahiran Hidup 

7 7 12 11 10 

   Prevalensi 
Stunting 

27 27,3 22 19 16 

  Meningkatnya 
Pencegahan 
dan 
Pengendalian 
Penyakit 

 - - 50% 40% 30% 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis 

Dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  1  tahun  2014  tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2014-2034, disebutkan  

bahwa  tujuan  penataan  ruang  adalah    untukMewujudkan daerah di 

Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman, nyaman, 

produktif melalui pengembangan ekowisata yang harmonis dengan  

agropolitan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

mengentaskan daerah tertinggal dengan pola pembangunan berkelanjutan 

yang berwawasan konservasi. 

Selanjutnya  dalam  RTRW  juga  telah  ditetapkan  kebijakan Pentaan 

ruang yang meliputi :  (a) pelestarian kawasan hutan dan keanekaragaman 

hayati; (b) pengembangan ekowisata; (c) pengembangan agropolitan; (d) 

pengembangan energi dan sumberdaya mineral;(e)pengentasan kemiskinan, 

dan pembangunan daerah tertinggal; (f) pengembangan kawasan 

perbatasan; (g) pengembangan infrastruktur; (h) penanganan kawasan 

rawan bencana; dan (i) peningkatan fungsi ketahanan dan keamanan 

negara. 

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi  

semua  pemangku  kepentingan  dalam  pelaksanaan pembangunan di 

berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian  peran  

dengan  kabupaten/kota  dan  bersifat  saling melengkapi serta selaras serta 

sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  
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Daerah  (RPJMD),  Rencana Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  

(RPJPD)  serta  rencana pembangunan lainnya.  

Jika ditelaah rencananya, maka terlihat adanya keseimbangan rencana 

struktur ruang antar wilayah baik dalam pengembangan sistem  pusat  

permukiman  perdesaan;  sistem  pusat  permukiman perkotaan;  dan  

sistem  prasarana  wilayah.  Namun dari segi Sistem Prasarana Pengelolaan 

Lingkungan terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dan 

jaringan drainase masih jauh dari harapan.RTRW  harus  dijadikan  acuan  

utama  oleh  Dinas Kesehatan dalam menetapkan lokasi pembangunan 

sarana – sarana kesehatan  sehingga  isu  –isu  ketimpangan  pembangunan  

wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap.  

Sebagai respon atas berbagai isu –isu yang berkembang maka  Dinas  

Kesehatan  sebagai  implikasinya  maka  perlu  adanya peningkatan  

kompetensi  SDM  tentang  kesehatan  lingkungan. Selanjutnya  perumusan  

rencana  pembangunan  kesehatan  perlu melibatkan  berbagai  sektor,  

sehingga  kuantitas  dan  kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. 

Elemen penting lainnya dalam perencanaan berwawasan lingkungan adalah 

ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi 

sistem data dan informasi.  

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis  

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan 

internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan  

kekuatan  dan  kelemahan  pada  Dinas  Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu 

dalam melaksanakan  tugas pokok dan fungsi serta misi  meningkatkan  

aksesibilitas  dan  kualitas  penyelenggaraan pendidikan  dan  kesehatan,  

maka  isu-isu  strategis  yang  menjadi acuan atau dasar dalam menentukan  

program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan 

(2016-2021).  Dari hasil analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal 

diperoleh isu- isu strategis sebagai berikut :  
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Ø Isu Strategis Daerah 

Percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah. 

Beberapa penyakit berpotensi wabah/pandemi wajib menjadi perhatian 

bagi pemerintah daerah dalam antisipasi penularannya. Wabah sendiri 

mengindikasikan peningkatan jumlah kasus penyakit yang jelas terlihat, 

meski kecil, jika dibandingkan dengan jumlah “normal” yang 

diantisipasi. Sedangkan pandemi adalah wabah yang menyebar di area 

geografis yang lebih luas hingga antar Negara dan menjadi kasus 

internasional. Seperti yang sedang terjadi saat ini dimana dunia 

internasional mengalami suatu fenomena yang serius dimana suatu 

penyakit virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) menyebar ke berbagai 

negara di dunia dan menyebabkan timbulnya penyakit COVID-19 

(Corona Virus Desease – 2019) pada hampir seluruh Negara, termasuk 

Indonesia. Kondisi Kapuas Hulu juga memiliki kasus positif COVID-19 

dengan tingkat kesembuhan yang cukup baik. Meskipun begitu, 

antisipasi dan pencegahan terus diupayakan agar masyarakat mampu 

melawan COVID-19. 

Peningkatan kualitas SDM unggul Sebagai daerah yang memiliki 

geografis sulit dan berada di perbatasan negara, Kabupaten Kapuas 

Hulu memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga 

menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya 

dinikmati oleh seluruh masyarakat Kapuas Hulu. Tak terkecuali 

pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang 

berkualitas secara merata di seluruh wilayah Kapuas Hulu tanpa 

terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh 

masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan 

meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah 

tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa wilayah juga 

terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus dalam 

penanganan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah 
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terpencil/terdalam demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat 

Kapuas Hulu yang lebih baik. 

Pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar untuk penguatan 

wilayah perbatasan Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari 

ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana 

serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat 

didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, 

peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang 

dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi 

masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu 

memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan 

Infrastruktur Kabupaten Kapuas Hulu merujuk pada penyediaan 

transportasi, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, 

bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan 

ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. 

Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan 

akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun 

kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tesebut akan menjadikan 

kemandirian wilayah 

Ø Isu Strategis Nasional  

a. Perkembangan penduduk 

Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya window 

opportunity di mana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah 

penduduk usia produktif lebih banyak dari pada penduduk usia non-

produktif, yang puncaknya terjadi sekitar tahun 2030. Jumlah 

penduduk Indonesia pada tahun 2020 adalah 269.603.400 orang. 

Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 % pertahun, maka jumlah 

penduduk pada tahun 2024 akan naik menjadi sekitar 279.965.200 

orang. Proporsi penduduk dengan kelompok umur >65 tahun 

bertambah dari 6,7% di tahun 2020 menjadi 7,8% di tahun 2024. 
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Total Fertility Rate (TFR) diperkirakan tidak mengalami perubahan, 

tetap 2,1. Crude Birth Rate (CBR) turun dari 16,4 menjadi 16,0. 

Jumlah balita diperkirakan berkurang, dari sebanyak 21.952.000 

orang pada tahun 2020 menjadi 21.858.400 pada tahun 2024. 

Sebaliknya jumlah penduduk berusia > 45 tahun bertambah, dari 

sebanyak 76.130.400 pada tahun 2020 menjadi 85.506.500 jiwa pada 

tahun 2024. Jumlah wanita usia subur akan meningkat dari tahun 

2020 sebanyak 72.138.600 jiwa menjadi 73.512.600 jiwapada tahun 

2024.  

b. Disparitas status kesehatan antar wilayah.  

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah 

meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial 

ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan-perdesaan masih 

cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada 

golongan termiskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan 

terkaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka kematian ibu 

melahirkan lebih tinggi di daerah perdesaan, di kawasan timur 

Indonesia, serta pada pada penduduk dengan tingkat pendidikan 

rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan gizi 

buruk di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah 

perkotaan. Beberapa data kesenjangan bidang kesehatan dapat 

dilihat pada hasil Riskesdas 2018. Proporsi bayi gizi buruk dan gizi 

kurang, terendah di Provinsi Kepulauan Riau (13%) dan tertinggi di 

Provinsi NTT (29,5%) atau tiga kali lipat dibandingkan yang terendah. 

Kesenjangan yang cukup memprihatinkan terlihat pada bentuk 

partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, antara lain dalam 

halketeraturan penimbangan balita (penimbangan balita ≥ 8 kali 

ditimbang dalam 12 bulan terakhir), terendah di Provinsi Sumatera 

Utara (hanya 22,5%) dan tertinggi di Daerah IstimewaYogyakarta 

(77,6%).  

c. Jaminan Kesehatan Nasional. 
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Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan atau supply 

side dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih 

menjadi kendala di beberapa daerah, termasuk pembiayaan. Sejak 

tahun pertama beroperasi, BPJS Kesehatan mengalami defisit. Secara 

sederhana, defisit terjadi ketika klaim lebih besar dari pendapatan 

premi. Hal ini disebabkan karena pembayaran premi jauh lebih kecil 

dari perkiraan kebutuhan secara aktuaria. Dari analisis data yang 

ada sampai tahun 2018, terlihat bahwa claim ratio paling tinggi 

terjadi pada PBPU (peserta mandiri) sampai mendekati 500%. 

Sementara PPU untuk Klas I dan Klas II cenderung rendah (tidak 

sampai 100%). Untuk PBI claim ratio terus naik, sampai akhir tahun 

2018 sudah di atas 100%. Data ini menunjukkan bahwa untuk 

peserta mandiri telah terjadi adverse selection (peserta yang risiko 

tinggi dan sudah sakit cenderung ikut JKN-BPJS Kesehatan). Dalam 

konteks ini, tampak seakan-akan PBI dan PPU memberikan subsidi 

kepada peserta mandiri. Dampak dari defisit BPJS telah 

menyebabkan gangguan cash flow rumah sakit, yang kemudian 

menyebabkan gangguan rantai pasok obat dan bahan medis habis 

pakai rumah sakit. Efek dominonya mengganggu cash flow industri 

farmasi, yang pada ujungnya bisa mengancam pemutusan hubungan 

kerja karyawan industri farmasi. Untuk membenahi penyelenggaraan 

JKN harus dilakukan analisis secara komprehensif dan holistik 

terkait beberapa hal: 

1) Kemungkinan membatasi paket manfaat – sehingga paket manfaat 

tidak harus tidak terbatas (un-limited), untuk diarahkan pada 

pelayanan kesehatan esensial (pelayanan kesehatan dasar),  

2) Kemungkinan menerapkan mekanisme cost-sharing dan co 

payment,  

3) Melakukan audit pelayanan kesehatan di FKRTL lebih ketat untuk 

kendali mutu dan kendali biaya,  

4) Memperkuat FKTP untuk mampu melayani penyakit dasar (144 

penyakit), dan  
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5) Menaikkan iuran (premi) sesuai dengan nilai aktuaria yang 

rasional.  

Menurut peta jalan JKN, ditargetkan pada tahun 2019 semua 

penduduk Indonesia telah tercakup JKN. Kepesertaan semesta JKN 

membawa konsekuensi terhadap tuntutan ketersediaan pelayanan 

kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik 

pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan 

tingkat lanjutan, sehingga keadilan dalam pemanfaatan pelayanan 

kesehatan, baik antar wilayah, antar kelas sosial ekonomi, dan antara 

penduduk desa dan kota.  

d. Pembagian urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan 

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah 

daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Urusan kesehatan juga 

menjadi salah satu dari enam urusan konkuren (bersama) yang 

bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. Urusan 

pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri 

dari urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan 

pemerintahan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintahan wajib 

terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintahan 

daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib 

yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan 

pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga 

mengamanatkan pada pemerintah daerah untuk benar-benar 

memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan 

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan 

dengan SPM.Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan 
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ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang 

merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap 

warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan 

publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, merupakan 

jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa 

kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara 

secara minimal. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip 

kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, 

kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran.Sebagian 

substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan 

sebagai SPM yang dapat menjadi bahan pemerintah pusat dalam 

perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan 

sanksi administrasi kepala daerah, serta akan berfungsi sebagai 

instrumen untuk memperkuat pelaksanaan Performance Based 

Budgeting. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ke daerah 

akan berdasar pada kebutuhan daerah untuk pencapaian target-

target SPM. Daerah dengan kemampuan sumber daya yang kurang 

akan menjadi prioritas dalam pengalokasian DAK. Implementasi SPM 

juga menjadi sangat strategis dalamkaitannya dengan pelaksanaan 

JKN. Implementasi SPM akan memperkuat sisi promotif-preventif 

sehingga diharapkan berdampak pada penurunan jumlah kasus 

kuratif yang harus ditanggung oleh JKN. 

Kementerian Kesehatan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu 

Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

telah menetapkan bahwa SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan 

Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pelayanan di dalam SPM Bidang Kesehatan ini lebih terfokus pada 

pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan 

pencegahan/preventif mencakup peningkatan kesehatan, 

perlindungan spesifik, diagnosis dini dan pengobatan tepat, 

pencegahan kecacatan, dan rehabilitasi. Pemerintah daerah wajib 
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memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM 

Bidang Kesehatan, dan capaian kinerja pemerintah daerah dalam 

pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM 

Kesehatan harus mencapai 100% (seratus persen).  

e. Pembangunan kesehatan dengan pendekatan keluarga Dalam 

rangka melakukan penguatan promotif-preventif (paradigma sehat) 

dan penguatan pelayanan kesehatan, pada periode Renstra 2015-

2019 telah diluncurkan Program Indonesia Sehat dengan 

Pendekatan Keluarga, yang pada dasarnya adalah mengintegrasikan 

UKP dan UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga. 

Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan 

Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga 

berserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang 

komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif serta 

pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar; mendukung pencapaian 

standar pelayanan minimal kabupaten/kota melalui peningkatan 

akses dan skrining kesehatan; mendukung pelaksanaan jaminan 

kesehatan nasional dengan meningkatkan kesadaran masyarakat 

untuk menjadi peserta JKN, dan diharapkan mendukung 

tercapainya Indikator Sasaran Strategis dalam Rencana Strategis 

Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Perlu dilakukan review 

ulang indikator PIS-PK, dimungkinkan adanya muatan lokal sesuai 

masalah kesehatan lokal, desentralisasi manajemen pengelolaan 

data PIS-PK, serta penekanan bahwa PIS-PK adalah alat manajemen 

puskesmas yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf puskesmas 

dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan upaya kesehatan di 

wilayah kerja puskesmas.  

f. Reformasi Birokrasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, 

kebijakan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk meningkatkan 

profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance melalui pemantapan 
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pelaksanaan reformasi birokrasi. Tahun 2020-2024 merupakan 

periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi 

2010-2025. Pada periode ini, pelaksanaan reformasi birokrasi 

diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia 

(world class bereaucracy) yaitu memiliki pelayanan publik yang 

semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. 

Periodisasi pelaksanaan reformasi birokrasi tidak terlepas dari 

pengaruh perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata 

kelola pemerintahan yang berkembang di dunia. Pencapaian hasil 

implementasi reformasi birokrasi Kementerian Kesehatan periode 

sebelumnya (2015-2019) menjadi dasar dalam penguatan birokrasi 

Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik 

kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas 

kinerja birokrasi. Pada tahun 2025, diharapkan tercipta 

pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat 

melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih 

dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Adanya arahan 

Presiden untuk membangun reformasi birokrasi yang sistematis dan 

berkelanjutan sehingga tercipta birokrasi pemerintahan yang lebih 

lincah, sederhana, adaptif, dan inovatif, serta mampu bekerja secara 

efektif dan efisien. Sehingga hasil pelaksanaan reformasi birokrasi 

dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, dengan 

terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui 

peningkatan performa/kinerjanya menjadi lebih efektif dan 

produktif, penerapan reward dan punishment secara konsisten dan 

berkelanjutan, dll. Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan 

terhadap 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus 

pembangunan, yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, 

penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, 

penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan 

pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan 8 
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(delapan) area perubahan ini perlu diadaptasi secara kontekstual di 

seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan agar 

tercipta value baru di masing-masing satuan kerja yang mendukung 

internalisasi perubahan mind-set dan culture-set nya. Pencapaian 

akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi target yang diprioritaskan, 

dengan alasan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi 

indikator yang lain. Upaya pencapaian indikator tersebut diharapkan 

menjadi pencapaian indikator lainnya. 

Ø Isu Strategis Regional  

Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) secara efektif pada 

tanggal 1 Januari 2016, mencakup liberalisasi perdagangan barang 

dan jasa serta investasi sektor kesehatan menuntut peningkatan daya 

saing (competitiveness) dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan 

serta produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. 

Pembenahan dan akreditasi fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan, 

baik dari segi sumber daya manusia, peralatan, sarana dan 

prasarananya, maupun dari segi manajemennya. Tatanan regional ini 

akan berarti kemudahan untuk penetrasi pasar di dalam negeri oleh 

kompetitor pelaku usaha bidang kesehatan dari luar. Arus modal 

untuk bisnis di bidang kesehatan semakin terbuka, sehingga mereka 

yang memiliki mutu dan strategi yang baik yang akan bertahan. 

Dengan demikian, daya saing tenaga kesehatan dalam negeri, institusi-

institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta produk sediaan farmasi 

dan alat kesehatan dalam negeri harus ditingkatkan 

Ø Isu Strategis Global  

a. Komitmen global 

Beberapa hal terkait komitmen Indonesia sebagai bagian dari World 

Health Organization (WHO) tetap dilanjutkan dan menjadi perhatian 

serius, misalnya dalam pelaksanaan ketentuan International Health 

Regulations (IHR) 2005 yang menuntut kemampuan deteksi dini, 

pencegahan dan respon cepat terhadap munculnya 
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penyakit/kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (to-prevent, to-

detect, to-respond). Pelabuhan, bandara, dan Pos Lintas Batas 

Darat Negara (PLBDN) sebagai pintu masuk negara maupun 

wilayah harus mampu melaksanakan upaya merespon terhadap 

adanya kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan 

dunia (PHEIC). Pelaksanaan agenda kesehatan berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai kontinum dari 

Millenium Development Goals (MDGs), liberalisasi perdagangan 

barang dan jasa dalam konteks WTO – khususnya General 

Agreement on Trade in Service, Trade Related Aspects on Intelectual 

Property Rights serta Genetic Resources, Traditional Knowledge and 

Folklores (GRTKF) merupakan bentuk-bentuk komitmen global 

yang masih perlu disikapi dengan serius dan penuh kehati-hatian. 

b. General Programme of Work – GPW13 WHO 

Kendati secara umum sudah banyak keberhasilan yang diraih 

dalam bidang kesehatan, namun berbagai masalah kesehatan 

masih mendera dunia. Masyarakat dihadapkan pada semakin 

kompleksnya pengaruh berbagai ancaman terhadap kesehatan, 

seperti kemiskinan, konflik, dan perubahan iklim. Masyarakat juga 

masih menghadapi penderitaan akibat penyakit menular, di 

samping peningkatan penyakit tidak menular. Komplikasi 

kehamilan dan persalinan, kesehatan jiwa dan penyalahgunaan 

narkotika dan obat-obatan, serta cedera, seluruhnya 

membutuhkan aksi nyata. Lebih dari setengah populasi dunia 

masih tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan karena 

hambatan finansial. Dunia juga menghadapi ancaman kedaruratan 

kesehatan berdampak besar (epidemi, pandemi, konflik, bencana 

alam dan teknologi) dan meningkatnya resistensi antimikroba. 

Banyak dari ancaman terhadap kesehatan tersebut berakar pada 

inekualitas sosial, politik, ekonomi, dan gender serta determinan 

kesehatan lainnya. WHO merupakan otoritas dunia yang 
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mengarahkan, mengkoordinasikan dan mendukung upaya lintas 

negara dalam mencapai komitmen tujuan 3 SDGs yang 

menekankan seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin 

hidup sehat dan mempromosikan well-being untuk seluruh usia 

(ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages). 

Sebagai acuan kegiatan tahun 2019-2023, WHO telah menetapkan 

Program Kerja Umum (GPW) 13 WHO, yang meliputi 2 biennium, 

yakni biennium 2020-2021 dan biennium 2022-2023. Program 

kerja ini merupakan kelanjutan dari program kerja sebelumnya, 

GPW 12, 2014-2019. Visi GPW 13 ditetapkan berdasarkan SDGs 

yang berasal dari ayat 1 konstitusi WHO, dunia dengan seluruh 

penduduk mencapai standar kesehatan tertinggi yang 

memungkinkan dicapai (A world in which all people attain the 

highest possible standard of health and well-being), dengan misi 

mempromosikan kesehatan (promote health), mempertahankan 

dunia tetap aman (keep the world save), dan melayani masyarakat 

rentan (serve the vulnerability). Nilai-nilai yang diacu WHO meliputi 

komitmen terhadap hak asasi manusia, universalitas dan ekuitas. 

Struktur GPW 13 meliputi tiga prioritas interkoneksi strategis 

untuk menjamin healthy lives and well-being untuk seluruh usia, 

yakni: mencapai universal health coverage, pengelolaan 

kedaruratan kesehatan dan mempromosikan penduduk yang lebih 

sehat. WHO memiliki fokus pada promosi kesehatan, khususnya 

meningkatkan kesehatan masyarakat rentan serta mengurangi 

inekuitas. Tujuannya adalah leaving no one behind, memberikan 

peluang tidak hanya umur panjang tetapi juga hidup sehat. 

Ketidakmengertian tentang kesehatan (poor health literacy) 

bersamaan dengan lemahnya kebijakan promosi kesehatan 

membuat kesulitan bagi masyarakat untuk membuat keputusan 

pilihan kesehatan untuk diri dan keluarga mereka. Di sisi lain, 

healthy life expectancy, tidak otomatis meningkat seiring 

peningkatan umur harapan hidup. Meningkatnya umur seringkali 
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diikuti dengan peningkatan morbiditas dan penurunan fungsi. 

WHO juga berkomitmen fokus pada pencapaian dan kemanfaatan 

Universal Health Coverage (UHC), termasuk perlindungan risiko 

keuangan (financial risk protection), akses terhadap pelayanan 

kesehatan esensial yang bermutu dan akses terhadap keselamatan, 

efektifitas, mutu serta ketersediaan dan kecukupan vaksin dan obat 

untuk semua. Esensi dari UHC adalah akses universal untuk 

memperkuat sistem kesehatan berorientasi manusia. Pelayanan 

berbasis komunitas, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit 

merupakan komponen utama dalam pencapaian UHC. Tantangan 

utama dalam mencapai UHC adalah hambatan dalam mengakses 

pelayanan kesehatan, bisa berupa hambatan ekonomi, geografi, 

epidemiologi atau budaya. Pelayanan kesehatan primer yang efektif 

dan efisien membutuhkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, 

yang didukung oleh pendekatan kesehatan digital dan sistem 

inovasi, kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap obat, 

vaksin, dan produk kesehatan. Juga perlu didukung pembiayaan 

dan tata kelola yang memadai, termasuk penguatan sistem 

informasi kesehatan dan peningkatan advokasi. Setiap negara 

rentan terhadap epidemi dan kedaruratan, sehingga deteksi dini, 

risk assessment, dan sharing informasi adalah sesuatu yang 

esensial untuk menghindari kesakitan, cedera, kematian, dan 

kerugian ekonomi dalam skala luas. Peningkatan deteksi seluruh 

bahaya kedaruratan kesehatan dan kapasitas manajemen risiko 

(deteksi dan pencegahan risiko, kesiapan kedaruratan, respons 

terhadap implementasi International Health Regulations dan 

Kerangka Kerja Sendai untuk Reduksi Risiko Bencana, serta 

perubahan iklim) penting untuk segera dilakukan. Perlu juga dibuat 

Rencana Aksi Nasional untuk mengimplementasikan dan 

mempertahankan kapasitas kritis untuk melayani masyarakat 

dengan lebih baik pada tingkat lokal, nasional dan global. Sistem 

Kesehatan Nasional yang lebih kuat dan mantap akan memberikan 
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kesiapsiagaan dini atas kemungkinan dan respons kedaruratan. 

Perlu juga dilakukan penelitian, pengembangan, dan inovasi yang 

dibutuhkan untuk mendeteksi (to detect), mencegah (prevent) dan 

merespons (respond) new and emerging diseases dan sumber risiko 

lain. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan antara lain menjamin 

pemberian pelayanan essential life-saving, integrasi vaksinasi 

dengan kampanye pencegahan epidemik lainnya, implementasi 

strategi pengendalian vektor baru, menjamin akses universal 

terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta 

integrasi kesehatan reproduksi dalam strategi dan program 

nasional. Pendekatan WHO untuk kedaruratan kesehatan 

ditujukan untuk menjamin populasi yang terdampak memiliki 

akses terhadap pelayanan kesehatan life-saving yang esensial dan 

intervensi kesehatan masyarakat; seluruh negara memiliki mitigasi 

risiko terhadap bahaya ancaman infeksi; seluruh negara menilai 

kesenjangan kritis atas kesiapan kedaruratan, termasuk kapasitas 

inti dalam International Health Regulations dan kapasitas 

pengelolaan seluruh risiko bahaya kedaruratan kesehatan. 

c. Deklarasi Astana dan Penguatan Primary Health Care (PHC) 

Negara menjamin pemenuhan hak dasar setiap manusia untuk 

pencapaian standar kesehatan tertinggi. Menjadi kewajiban dan 

tanggung jawab setiap tingkat pemerintahan dalam menjaga hak 

setiap penduduk untuk mencapai standar kesehatan tertinggi yang 

mampu dicapai. Kondisi ini dapat diperoleh melalui aksi 

multisektor, melibatkan pemangku kepentingan dan 

memberdayakan masyarakat setempat melalui penguatan PHC, 

memperhatikan determinan ekonomi, sosial, dan lingkungan dari 

kesehatan dan mengurangi faktor risiko dengan mengarustamakan 

pendekatan kesehatan di dalam seluruh kebijakan, melibatkan 

pemangku kepentingan dalam pencapaian sehat untuk semua 

(health for all), leaving no one behind, menjamin pelaksanaan 

continuum of care dan pelayanan kesehatan esensial melalui 
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penyediaan alokasi sumber daya manusia dan sumber daya lain 

untuk memperkuat PHC, membangun PHC yang berkelanjutan, 

meningkatkan kapasitas dan infrastruktur PHC. 

Primary Health Care diyakini menjadi salah satu solusi dalam 

mencapai agenda untuk pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 

dan kesehatan untuk semua, serta menjadi pendekatan yang paling 

inklusif, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesehatan fisik dan 

mental masyarakat, serta kesejahteraan sosial. Konferensi Global 

mengenai PHC di Astana, Kazakhstan, 2018, telah sepakat 

menggalang komitmen pemerintah dan masyarakat untuk 

memprioritaskan, mempromosikan dan melindungi kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat melalui sistem kesehatan yang kuat; 

layanan kesehatan yang berkualitas tinggi, aman, komprehensif, 

terpadu, mudah diakses, tersedia dan terjangkau untuk semua 

orang, dengan pelayanan yang dilingkupi oleh rasa hormat dan 

bermartabat oleh profesional kesehatan yang terlatih baik, terampil, 

termotivasi dan berkomitmen. Primary Health Care yang efektif akan 

dapat mengatasi meningkatnya beban penyakit tidak menular, 

kematian dini karena penggunaan tembakau, penggunaan alkohol, 

gaya hidup dan perilaku yang tidak sehat, aktivitas fisik rendah dan 

diet tidak sehat. Pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi 

dan paliatif harus dapat diakses oleh semua. Agar berfungsi 

optimal, PHC juga harus dapat diakses, aman, berkualitas tinggi, 

komprehensif, efisien, adil (equitable), diterima (acceptable) dan 

terjangkau (affordable), berkelanjutan, terpadu, people-centred, 

mampu mendeteksi dan merespon penyakit-penyakit menular dan 

tidak menular. 

d. Disrupsi, teknologi, dan era digital  

Aplikasi teknologi dalam pelayanan kesehatan yang ditandai 

dengan meluasnya digitalisasi, optimalisasi, dan penggunaan 

kecerdasan buatan membuat perubahan besar dalam pelayanan 

kesehatan. Pelayanan kesehatan saat ini mengalami kondisi VUCA 
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(Volatile, Uncertanty, Complexity dan Ambiguity) karena dihadapkan 

pada disrupsi dalam pelayanan kesehatan (disruption in healthcare). 

Disrupsi diartikan sebagai perubahan mendasar yang 

menggantikan seluruh cara kerja yang lama dengan pembaharuan 

yang mendasar. Teknologi medis yang semakin canggih (artificial 

narrow intelligence, robotics, genomics); revolusi dalam hardware 

dan software dalam pelayanan kesehatan, telemedicine, virtual dan 

augmented reality; penetrasi akses internet, telepon mobile dan 

smartphone; melimpahnya informasi mengenai kesehatan dari 

berbagai sumber; masyarakat yang semakin sadar dan cerdas; 

peningkatan biaya penyediaan pelayanan kesehatan modern, 

menjadi berbagai tantangan yang hadir di era disruptif. Pelayanan 

kesehatan ke depan dituntut akan semakin terkoneksi 

(hyperconnected healthcare). Inovasiinovasi berbasis digital di dalam 

pelayanan kesehatan serta teknologi-teknologi terobosan (cloud 

computing, supercomputing, big data, Internet of Things – IoT) akan 

semakin mengambil peran penting dalam pelayanan kesehatan 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN 

4.1 Tujuan 

Tujuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana pada tahun 2021-2026 adalah: 

1. Meningkatkan Angka Harapan Hidup Masyarakat 

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Perangkat Daerah 

3. Meningkatkan SDM berkualitas dan mutu fasyankes dasar dan 

rujukan 

4.2 Sasaran 

1. Meningkatnya Status Kesehatan dan gizi Ibu dan anak 

Indikator sasaran adalah, 

a. Angka Kematian Ibu (AKI).   

b. Angka Kematian Bayi (AKB).  

c. Persentase Balita stunting.   

2. Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 

dan Tidak Menular 

Indikator sasaran adalah 

a. Cakupan Pelayanan PTM 

b. Cakupan Pelayanan Penyakit Menular 

3. Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana 

Indikator sasarannya adalah  

a. Prevalensi KB Aktif 

b. Total Fertility Rate (TFR 

4. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 

Indikator sasarannya adalah 

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rujukan 

b. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dasar 

5. Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan RB dan Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daerah  
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Indikator sasarannya adalah  

a. Nilai Reformasi Birokrasi  

b. Predikat SAKIP 

 

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 

 

 
NO  

TUJUAN SASARAN  
INDIKATOR 
TUJUAN / 
SASARAN 

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN 
PADA TAHUN KE- 

2022 2023 2024 2025 2026 
1 Meningkatka

n Angka 
Harapan 
Hidup 
Masyarakat 

  

Angka 
Harapan 
Hidup 

72,42     73,02 73,18 73,35 73,51 

    

1. Meningkatn
ya Status 
Kesehatan 
dan gizi Ibu 
dan anak 

 Angka 
Kematian 
Ibu (AKI) 
per 100.000 
KH 

172 171 170 168 165 

    

 Angka 
Kematian 
Bayi (AKB) 
per 1000 
KH 

14 13 12 11 10 

   

  Persentase 
Balita 
stunting 30,70 30,20 29,70 29,10 28,60 

    

2. Meningkatn
ya 
Pencegaha
n dan 
Pengendali
an Penyakit 

Cakupan 
Pelayanan 
PTM 75% 80% 85% 90% 95% 

  
 Cakupan  

Pelayanan 
Penyakit 
Menular  

75% 80% 85% 90% 95% 

  

3. Meningkatn
ya 
Pelayanan 
Keluarga 
Berencana 

Prevalensi 
KB Aktif 

73,64 73,84 74,04 74,24 74,44 
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 Total 

Fertility 
Rate 

2,24 2,23 2,22 2,21 2,20 

2 
  

Meningkatka
n kualitas 
pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi 
Perangkat 
Daerah 

 
Indeks 
Reformasi 
Birokrasi 

C C B B BB 

    

Meningkatnya 
Implementasi 
Pelaksanaan 
RB dan 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah  
 

Nilai RB 34 34,5 35 35,5 36 

    

 
Predikat 
SAKIP A A A A A 

3 Meningkatka
n SDM 
berkualitas 
dan mutu 
fasyankes 
dasar dan 
rujukan 

 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
Unsur SDM, 
Sarana dan 
Prasarana 

70 72 74 76 80 

  

Meningkatny
a mutu 
pelayanan 
kesehatan 
dasar dan 
rujukan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
Kesehatan 
Dasar 

82 83 84 85 86 

  

 Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

75 76 77 78 80 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

5.1  Strategi 

Strategi pembangunan kesehatan 2021-2026 adalah,  

1. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi 

2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan 

penanggulangan permasalahan gizi  

3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit  

4. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup 

Sehat 

5. Meningkatkan Manajemen kesehatan yang akuntabel, berdayaguna dan 

berhasil guna. 

6. Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas. 

7. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan kualitas 

Farmasi dan Alat Kesehatan. 

8. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya 

Manusia Kesehatan. 

9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan. 

10. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 

11. Memantapkan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. 

12. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian 

penduduk.  

13. Meningkatkan jangkauan pelayanan KBKR  

5.2  Arah Kebijakan 

Arah kebijakan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut, 

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care); 

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pembina kesehatan wilayah 

melalui 4 jenis upaya yaitu:  

a) Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.  

b) Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat.  
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c) Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan.  

d) Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.  

Untuk penguatan ke empat fungsi tersebut, perlu dilakukan 

Revitalisasi Puskesmas, dengan fokus pada 5 hal, yaitu: 1) 

peningkatan SDM; 2) peningkatan kemampuan teknis dan 

manajemen Puskesmas; 3) peningkatan pembiayaan; 4) 

peningkatan Sistem Informasi Puskesmas (SIP); dan 5) pelaksanaan 

akreditasi Puskesmas.  

Peningkatan sumber daya manusia di Puskesmas diutamakan 

untuk ketersediaan 6 jenis tenaga kesehatan yaitu: tenaga dokter, 

tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, 

tenaga kefarmasian dan analis kesehatan. Upaya untuk mendorong 

tercapainya target pembangunan kesehatan nasional, terutama 

melalui penguatan layanan kesehatan primer.  

Kemampuan manajemen Puskesmas diarahkan untuk 

meningkatkan mutu sistem informasi kesehatan, mutu 

perencanaan di tingkat Puskesmas dan kemampuan teknis untuk 

pelaksanaan deteksi dini masalah kesehatan, pemberdayaan 

masyarakat, dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan.  

Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat 

pelaksanaan promotif dan preventif secara efektif dan efisien 

dengan memaksimalkan sumber pembiayaan Puskesmas.  

Pengembangan sistem informasi kesehatan di Puskesmas 

diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi masalah 

kesehatan dan capaian pembangunan kesehatan yang dilakukan 

secara tepat waktu dan akurat.  

 Pelaksanaan akreditasi Puskesmas dimaksudkan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan difokuskan pada 

daerah yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan. 
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2. Penguatan Promotif dan Preventif melalui UKBM dan pendekatan 

keluarga  

3. Penguatan pelayanan rujukan 

4. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continum of Care); 

 Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan 

keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan 

ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut. 

5. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan. 

 Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan 

pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, 

kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil. 

6. Penguatan data dan informasi Kesehatan 

7. Penguatan pengelolaan kapasitas perencanaan, kinerja keuangan dan 

pengawasan internal 

8. Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang 

komprehensif  

9. Sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk  

 Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah 

lima tahun mendatang dikemukakan dalam tabel 5.1  

Tabel 5.1 

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT 

DAERAH 

VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, 
AMANAH, DAN TERAMPIL 
MISI III : Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan 
inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing 

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN 

Meningkatkan 
Angka Harapan 
Hidup 
Masyarakat 

Meningkatnya 
Status 
Kesehatan dan 
gizi Ibu dan 
anak 

1. Meningkatkan kesehatan ibu, 
remaja, anak dan kesehatan 
reproduksi 

2. Percepatan perbaikan gizi 
masyarakat untuk pencegahan 
dan penanggulangan 
permasalahan gizi 

3. Membudayakan perilaku hidup 
sehat melalui Gerakan 

1. Pemenuhan Upaya 
Kesehatan Perorangan 
Dan Upaya Kesehatan 
Masyarakat 

2. Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dalam bidang 
pembangunan 
kesehatan 
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Masyarakat Hidup Sehat 
4. Meningkatkan Promosi 

Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat 

3. Penguatan Promotif 
dan Preventif di FKTP 
melalui UKBM dan 
pendekatan keluarga  

 Meningkatknya 
Pengendalian 
penyakit 
menular dan 
tidak menular 

Peningkatan Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit 

Pencegahan dan 
pengendalian faktor risiko 
penyakit  
termasuk perluasan 
cakupan deteksi dini, 
penguatan surveilans, 
pengendalian vektor 

 Meningkatnya 
Pelayanan 
Keluarga 
Berencana 

1. Penguatan sinergitas kebijakan 
penyelenggaraan pengendalian 
penduduk.  

2. Meningkatkan jangkauan 
pelayanan KBKR  

1. Peningkatan akses dan 
kualitas 
penyelenggaraan KBKR 
yang komprehensif  

2. Sinkronisasi kebijakan 
pengendalian 
penduduk  

Misi IV Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya 
infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntanbilitas  
Meningkatkan 
kualitas 
pelaksanaan 
Reformasi 
Birokrasi 
Perangkat 
Daerah 

Meningkatnya 
Implementasi 
Pelaksanaan 
RB dan 
Akuntabilitas 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah  
 

Meningkatkan  Manajemen 
kesehatan yang akuntabel, 
berdayaguna dan berhasil guna. 

 

10. Penguatan data dan 
informasi Kesehatan 

11. Penguatan 
pengelolaan kapasitas 
perencanaan, kinerja 
keuangan dan 
pengawasan internal 

 Misi V : Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang 
bermutu bagi masyarakat  
 Meningkatkan 
SDM 
berkualitas 
dan mutu 
fasyankes 
dasar dan 
rujukan 

  
Meningkatnya 
mutu 
pelayanan 
kesehatan 
dasar dan 
rujukan 

1. Meningkatkan Akses 
Pelayanan Kesehatan Dasar 
yang Berkualitas. 

2. Meningkatkan Ketersediaan, 
Keterjangkauan, Pemerataan, 
dan kualitas Farmasi dan Alat 
Kesehatan. 

3. Meningkatkan Ketersediaan, 
Penyebaran, dan Mutu 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan. 

4. Meningkatkan Pengawasan 
Obat dan Makanan. 

5. Memantapkan Pelaksanaan 
Jaminan Kesehatan Nasional. 

1. Penguatan Pelayanan 
Kesehatan Primer 
(Primary Health Care); 

2. Penguatan pelayanan 
rujukan 

3. Penerapan Pendekatan 
Keberlanjutan 
Pelayanan (Continum of 
Care); 

4. Intervensi Berbasis 
Risiko Kesehatan. 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan 

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah/lembaga  untuk 

mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 

Dalam  Renstra  Dinas  Kesehatan,Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana  Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 . Adapun Rencana 

program, Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kapuas Hulu tahun 2021-2026  dapat dilihat dalam Matriks Renstra 

sebagaimana Terlampir di tabel 6.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Meningkatkan Angka Harapan Hidup 
Masyarakat (Misi 3 Bupati)

Angka Harapan Hidup 72,42 73,02 73,18 73,35 73,51

Meningkatnya Status 
Kesehatan dan gizi Ibu dan anak

AKI Per 100.000 KH 173/100.000 KH
172/100.000 

KH
171/100.000 KH 170/100.000 KH 168/100.000 KH 165/100.000 KH

AKB Per 1000 KH 14/1000 KH 14/1000 KH 11/1000 KH 10/1000 KH 9/1000 KH 8/1000 KH

Balita Stunting 31,24 30,70 30,20 29,7 29,1                            28,6

PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase ibu hamil 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan ibu hamil

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase ibu bersalin 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan ibu bersalin

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase bayi baru lahir 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan bayi baru lahir

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase pelayanan 
kesehatan balita sesuai 
standar

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase anak usia 
pendidikan dasar yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya 
pelayanan kesehatan 
warga negara usia 60 
tahun keatas

Persentase warga negara 
usia 60 tahun keatas yang 
mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Balita Kurus 
(Wasting)

26,2 25,7 25,2 24,7 24,2

Persentase Balita Gizi 
Kurang (Underweight)

11,7 11,4 11,1 10,8 10,5

Meningkatnya Desa 
yang melaksanakan 
STBM

Persentase Desa 
Melaksanakan STBM

95 100 100 100 100

Terlaksananya Pelayanan SPM 
Kesmas

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM dan 
UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan SPM 
Kesmas

23 23 23 23 23 23

Tersedianya Peta Informasi 
Status Gizi

Jumlah kecamatan yang 
memiliki peta informasi 
status gizi

23 23 23 23 23 23

Meningkatnya jumlah desa ODF Jumlah Desa ODF 37 59 82 105 128 151

Persentase Kualitas 
Sarana Air Minum 
dilakukan Pengawasan 
Sesuai Standar

65% 70% 75% 80% 85%

Persentase Tempat-
Tempat Umum dilakukan 
Pengawasan sesuai 
standar 

65% 70% 75% 80% 85%

Persentase Pengelolaan 
Limbah Medis B3 
Fasyankes

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Puskesmas 
minimal 60% 
melaksanakan kesehatan 
kerja

70% 75% 80% 85% 90%

Persentase Puskesmas 
minimal 30% 
melaksanakan kesehatan 
olahraga

50% 55% 60% 65% 70%

Terkelolanya   Pelayanan   
Kesehatan   Ibu   Hamil
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Hamil

Jumlah Ibu Hamil yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar

4737 1.740.787.600        4973 2.001.905.740        5222 2.302.191.601         5483 2.647.520.341           5757 3.044.648.392             

Terkelolanya  Pelayanan  
Kesehatan  Ibu  Bersalin
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu Bersalin

Jumlah Ibu Bersalin 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar

4521          1.319.121.100 4747          1.516.989.265 4985           1.744.537.655 5234            2.006.218.303 5496               2.307.151.048 

Terkelolanya   Pelayanan   
Kesehatan   Bayi  Baru
Lahir Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Bayi Baru Lahir

Jumlah Bayi Baru Lahir 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar

4241               46.660.000 4453               53.659.000 4676                61.707.850 4909                 70.964.028 5155                    81.608.632 

Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Balita Sesuai
Standar

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Balita

Jumlah Balita yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar

19322             285.627.000 20288             328.471.050 21303              377.741.708 22368               434.402.964 23486                  499.563.408 

24.521.324.148                  

Meningkatnya 
pelayanan kesehatan 
bayi baru lahir, balita, 
dan anak usia 
pendidikan dasar

Menurunnya 
presentase balita kurus 
(wasting) dan balita gizi 
kurang (underweight)

14.880.499.060          17.938.772.835          21.377.597.726           23.089.463.801              24.521.324.148                  

17.680.499.060          21.018.772.835          24.737.597.726           26.729.463.801              28.441.324.148                  

Meningkatnya 
pelayanan kesehatan 
ibu hamil dan ibu 
bersalin  

14.880.499.060          17.938.772.835          21.377.597.726           23.089.463.801              

Unit Kerja Perangkat 
Daerah Penanggung Jawab

Lokasi2022 2023 2024 2025 2026
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 

Perangkat Daerah

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Kapuas Hulu

Tujuan Sasaran Kode Program,Kegiatan dan 
subkegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, 
Sasaran, Program 

(outcome) dan kegiatan 
(output)

Data Capaian Pada 
Tahun Awal 

Perencanaan Tahun 
2021

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan



Terkelolanya   Pelayanan   
Kesehatan   pada   Usia 
Pendidikan Dasar Sesuai 
Standar

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Pada Usia 
Pendidikan Dasar

Jumlah Anak Usia 
Pendidikan Dasar yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar

46322          1.334.479.030 48638          1.534.650.885 51070           1.764.848.517 53623            2.029.575.795 56304               2.334.012.164 

Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Usia Lanjut Sesuai 
Standar

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Pada Usia 
Lanjut

Jumlah Penduduk  Usia 
Lanjut yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar

21398             361.543.770 22468             415.775.336 23591              478.141.636 24771               549.862.881 26009                  632.342.313 

Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan
Gizi Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Gizi Masyarakat

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengelolaan  Pelayanan
Kesehatan Gizi 
Masyarakat

12          1.756.501.700 14          2.861.904.250 24           4.594.924.250 25            4.488.637.250 20               3.914.487.750 

Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan
Lingkungan

Pengelolaan Kesehatan 
Lingkungan

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Lingkungan 8 dokumen          2.431.778.340 8 dokumen          3.071.016.270 8 dokumen           3.338.702.470 8 dokumen            3.576.000.000 8 dokumen               3.837.600.000 

Dinas Kesehatan 
terpadu Dinas Cipta 
Karya (Program 
Pamsimas)

Desa 

Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olahraga

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengelolaan  Pelayanan
Kesehatan Kerja dan 
Olahraga

5 dokumen 1.004.000.520                  5 dokumen 1.104.401.040                  5 dokumen 1.214.802.040                   5 dokumen 1.336.282.240                      5 dokumen 1.469.910.440                          

Terselenggaranya 
Kabupaten/Kota Sehat

Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Sehat

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan 
Kabupaten/Kota Sehat

23 1.600.000.000                  23 1.750.000.000                  23 1.900.000.000                   23 2.050.000.000                      23 2.200.000.000                          

Terlaksananya   Pengelolaan   
Pelayanan   Promosi
Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Promosi Kesehatan

23 1.500.000.000                  23 1.650.000.000                  23 1.800.000.000                   23 1.950.000.000                      23 2.100.000.000                          

Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Dasar 
Melalui Pendekatan Keluarga

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Dasar Melalui 
Pendekatan Keluarga

Jumlah Dokumen hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Dasar 
Melalui Pendekatan 
Keluarga

23 1.500.000.000                  23 1.650.000.000                  23 1.800.000.000                   23 1.950.000.000                      23 2.100.000.000                          

MENINGKATNYA PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BIDANG 
KESEHATAN

Persentase Kecamatan 
dengan Rumah Tangga 
ber PHBS  ≥ 50 %

55% 2.800.000.000                  60% 3.080.000.000                  65% 3.360.000.000                   70% 3.640.000.000                      75% 3.920.000.000                          

Terlaksananya 
Advokasi,Pemberdayaan,  
Kemitraan, Peningkatan 
Peran serta Masyarakat dan 
Lintas Sektor Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Advokasi,Pemberdayaan,  
Kemitraan, Peningkatan 
Peran serta Masyarakat 
dan Lintas Sektor Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase puskesmas 
yang melaksanakan 
kegiatan GERMAS pada 
kelompak masyarakat di 
wilayah kerja minimal 2 
klaster

20% 25% 30% 35% 40%

Presentase kecamatan 
yang membentuk Forum 
Germas

20% 25% 30% 35% 40%

Terlaksananya    Peningkatan    
Upaya    Promosi Kesehatan,        
Advokasi, Kemitraan dan 
Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan      Upaya      
Promosi      Kesehatan, 
Advokasi,      Kemitraan      
dan      Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah Dokumen 
Promosi Kesehatan, 
Advokasi, Kemitraan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat

23             500.000.000 23             550.000.000 23              600.000.000 23               650.000.000 23                  700.000.000 

Meningkatnya Pelaksanaan 
Sehat    dalam    rangka    
Promotif Preventif 

Pelaksanaan Sehat    
dalam    rangka    Promotif
Preventif Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Pesan/tema melalui 
media dalam 
informasi/edukasi dalam 
bidang kesehatan

24 26 28 30 32

Jumlah kelompok yang 
di lakukan penyuluhan 
kesehatan

276 281 286 291 296

Persentase Rumah 
Tangga ber PHBS

30% 35% 40% 45% 50%

Terselenggaranya  Promosi     
Kesehatan  dan Gerakan 
Hidup Bersih dan Sehat

Penyelenggaraan     
Promosi     Kesehatan     
dan Gerakan Hidup Bersih 
dan Sehat

Jumlah     Dokumen     
Hasil     
Penyelenggaraan
Promosi  Kesehatan  
dan  Gerakan  Hidup  
Bersih dan Sehat

276             700.000.000 281             770.000.000 286              840.000.000 291               910.000.000 296                  980.000.000 

Terlaksananya Penumbuhan 
Kesadaran Keluarga dalam 
Peningkatan Derajat 
Kesehatan Keluarga dan 
Lingkungan dengan 
Menerapkan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat

Penumbuhan Kesadaran 
Keluarga dalam 
Peningkatan Derajat 
Kesehatan  Keluarga dan 
Lingkungan dengan 
Menerapkan Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat

Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Penumbuhan 
Kesadaran Keluarga  
dalam Peningkatan 
Derajat Kesehatan 
Keluarga dan 
Lingkungan dengan 
Menerapkan Perilaku 
Hidup Sersih dan Sehat

5000             600.000.000 5250             660.000.000 2500              720.000.000 2750               780.000.000 6000                  840.000.000 

Meningkatnya 
Pengembangan      dan 
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM) 

Pengembangan      dan      
Pelaksanaan      Upaya
Kesehatan Bersumber 
Daya Masyarakat (UKBM) 
Tingkat Daerah 

Persentase Posyandu 
Aktif

100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah UKBM yang di 
bina 23 26 29 32 35

Persentase Desa yang 
melaksanakan  SMD 
dan MMD

25% 30% 35% 40% 45%

Persentase Sekolah 
yang memiliki UKS 40% 45% 50% 55% 60%

Terlaksananya Bimbingan 
Teknis dan Supervisi Upaya 
Kesehatan Bersumber Daya 
Masyarakat (UKBM)

Bimbingan Teknis dan 
Supervisi Pengembangan 
dan Pelaksanaan Upaya 
Kesehatan Bersumber 
Daya Masyarakat (UKBM)

Jumlah Dokumen Hasil 
Bimbingan Teknis dan 
Supervisi Upaya 
Kesehatan Bersumber 
Daya Masyarakat 
(UKBM)

20          1.000.000.000 24          1.100.000.000 28           1.200.000.000 32            1.300.000.000 34               1.400.000.000 

Meningkatnya Pemberdayaan 
dan Peningkatan Keluarga 
Sejahtera

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PENINGKATAN 
KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Cakupan pengembangan 
pelayanan informasi dan 
konseling PIKR, BKR, BKL 
dan UPPKS/ UPPKA

100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga

Pelaksanaan Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan
Keluarga

Persentase Keluarga yang 
dilakukan Pembinaan 
dan Ketahanan dan 
kesejahteraan keluarga

50% 50%

         1.000.000.000          1.100.000.000           1.200.000.000            1.300.000.000               1.400.000.000 

500.000.000                 550.000.000                  600.000.000                   650.000.000                     700.000.000                         

         1.300.000.000          1.430.000.000           1.560.000.000  Rp      1.690.000.000  Rp         1.820.000.000 



Terlaksananya pembentukan 
Kelompok Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (Bina 
Keluarga Balita (BKB), Bina 
Keluarga Remaja (BKR), Pusat 
Informasi dan Konseling 
Remaja (PIK-R) Bina Keluarga 
Lansia (BKL), Unit Peningkatan 
Pendapatan Keluarga Sejahtera 
(UPPKS) dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga)

Pembentukan Kelompok 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(Bina Keluarga Balita (BKB), 
Bina Keluarga Remaja (BKR), 
Pusat Informasi dan 
Konseling Remaja (PIK-R) 
Bina Keluarga Lansia (BKL), 
Unit Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UPPKS) dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga)

Jumlah Kelompok 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(Bina Keluarga Balita 
(BKB), Bina Keluarga 
Remaja (BKR), Pusat 
Informasi dan Konseling 
Remaja (PIK-R) Bina 
Keluarga  Lansia (BKL), 
Unit Peningkatan 
Pendapatan Keluarga 
Sejahtera (UPPKS) dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga) yang Dibentuk

75 kelompok 121.662.500                 80 kelompok 133.828.750                  85 kelompok 147.211.625                   90 kelompok 161.932.788                     95 kelompok 178.126.066                         

Terlaksananya Pengadaan 
Sarana Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (BKB,     BKR,     BKL,     
PPPKS,     PIK-R     dan
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

Pengadaan Sarana 
Kelompok  Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Unit Sarana 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
PIK-R dan Pemberdayaan 
Ekonomi 

-                                              -                                              -                                               0 0

Terlaksananya Orientasi dan 
Pelatihan Teknis Pengelola 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (BKB,     BKR,     BKL,     
PPPKS,     PIK-R     dan
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

Orientasi dan Pelatihan 
Teknis Pengelola Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil 
Orientasi dan Pelatihan 
Teknis Pengelola 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga  
(BKB,  BKR,  BKL,  PPPKS,  
PIK-R  dan
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

6 Laporan 23.456.000                    6 Laporan 25.801.600                     6 Laporan 28.381.760                      6 Laporan 31.219.936                        6 Laporan 34.341.930                            

Terlaksananya 
Orientasi/Pelatihan Teknis 
Pelaksana/Kader Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga  
(BKB,  BKR,  BKL,  PPPKS,  PIK-R  
dan
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

Orientasi/Pelatihan Teknis 
Pelaksana/Kader Ketahanan 
dan Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader yang  
Mengikuti 
Orientasi/Pelatihan 
Teknis Pelaksana/Kader 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
PIK-R dan Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

-                                              -                                              -                                               0 0

Tersedianya Kader Pengelola 
dan Pelaksana (Kader) 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya 
Operasional bagi Pengelola 
dan Pelaksana (Kader) 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga  
(BKB,  BKR,  BKL,  PPPKS,  PIK-
R  dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kader Pengelola 
dan Pelaksana (Kader) 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
PIK-R dan Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

75 Kader 1.276.640.000             80 Kader 1.404.304.000             85 Kader 1.544.734.400              90 Kader 1.699.207.840                 95 Kader 1.869.128.624                     

Tersedianya Kelompok 
Kegiatan Ketahan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya 
Operasional bagi Kelompok 
Kegiatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL,PPPKS,     PIK-
R   dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Kelompok 
Kegiatan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
PIK-R dan Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

-                                              0 -                                              85 kelompok 147.211.625                   90 kelompok 161.932.788                     95 kelompok 178.126.066                         

Terlaksananya Promosi dan 
Sosialisasi Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (BKB,     BKR,     BKL,     
PPPKS,     PIK-R     dan
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan Hasil 
Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan  dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
PIK-R         dan         
Pemberdayaan         
Ekonomi
Keluarga/UPPKS)

0 0 0 0 0

Terlaksananya Promosi dan 
Sosialisasi Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (Menjadi Orang Tua 
Hebat, Generasi Berencana, 
Kelanjutusiaan serta 
Pengelolaan Keuangan 
Keluarga)

Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(Menjadi Orang Tua Hebat, 
Generasi Berencana, 
Kelanjutusiaan serta 
Pengelolaan Keuangan 
Keluarga)

Jumlah Laporan Hasil 
Promosi dan Sosialisasi 
Kelompok Kegiatan 
Ketahanan  dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(Menjadi Orang Tua 
Hebat, Generasi 
Berencana, 
Kelanjutusiaan serta 
Pengelolaan Keuangan 
Keluarga)

23 Dokumen 9.850.000                       23 Dokumen 10.835.000                     23 Dokumen 11.918.500                      23 Dokumen 13.110.350                        23 Dokumen 14.421.385                            

Terlaksananya Penyerasian 
Kebijakan dalam Pelaksanaan 
Program yang Mendukung 
Tercapainya    iBangga    (Indeks    
Pembangunan
Keluarga)

Penyerasian     Kebijakan     
dalam     Pelaksanaan 
Program yang Mendukung 
Tercapainya IPK

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyerasian Kebijakan 
dalam Pelaksanaan 
Program yang 
Mendukung Tercapainya    
iBangga    (Indeks    
Pembangunan
Keluarga)

0 0 0 0 0

Terlaksananya  Penyediaan   
dan  Pengembangan Materi 
iBangga (Indeks Pembangunan 
Keluarga)

Penyediaan dan 
Pengembangan Materi IPK

Jumlah     Dokumen     
Hasil    Penyediaan     dan 
Pengembangan       Materi       
iBangga       (Indeks
Pembangunan Keluarga)

0 0 0 0 0

Terlaksananya   Advokasi   dan   
Promosi   Bangga (Indeks 
Pembangunan Keluarga)

Advokasi dan Promosi IPK

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Advokasi 
dan Promosi iBangga 
(Indeks Pembangunan 
Keluarga)

0 0 0 0 0



Terlaksananya     Sosialisasi     
iBangga     (Indeks
Pembangunan Keluarga)

Sosialisasi IPK

Jumlah    Orang    yang    
Mengikuti    Sosialisasi
iBangga (Indeks 
Pembangunan Keluarga)

0 0 0 0 0

Terlaksananya  Koordinasi  
Evaluasi  Pencapaian iBangga 
(Indeks Pembangunan 
Keluarga)

Pelaksanaan Koordinasi 
Evaluasi Pencapaian IPK

Jumlah    Laporan    Hasil    
Koordinasi    Evaluasi 
Pencapaian    iBangga    
(Indeks    Pembangunan
Keluarga)

0 0 0 0 0

Terlaksananya Penumbuhan 
dan Peningkatan Kesadaran 
Keluarga dalam Keterlibatan 
Perencanaan     Kehidupan     
Menuju     Keluarga
Berkualitas

Penumbuhan dan 
Peningkatan Kesadaran 
Keluarga dalam Keterlibatan 
Perencanaan Kehidupan 
Menuju Keluarga Berkualitas

Jumlah Keluarga yang 
Mengikuti Penumbuhan 
dan Peningkatan 
Kesadaran Keluarga 
dalam Keterlibatan   
Perencanaan   Kehidupan   
Menuju
Keluarga Berkualitas

0 0 0 0 0

Pelaksanaan dan 
Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah Kabupaten/ 
Kota dalam Pembangunan 
Keluarga Melalui Pembinaan         
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga

0 0

Terlaksananya Penguatan 
Kebijakan  Daerah dalam 
rangka Pemberdayaan dan 
Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan  
dan Mitra Kerja Lainnya dalam  
Pembinaan Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga (BKB, 
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

Penguatan Kebijakan Daerah 
dalam rangka 
Pemberdayaan dan 
Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan 
dan Mitra Kerja Lainnya 
dalam Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Organisasi yang 
Mengikuti Penguatan 
Kebijakan Daerah dalam 
rangka Pemberdayaan 
dan Peningkatan Peran 
Serta Organisasi 
Kemasyarakatan dan 
Mitra Kerja Lainnya 
dalam Pembinaan 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga  
(BKB,  BKR,  BKL,  PPPKS,  
PIK-R  dan
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

0 0 0 0 0

Terlaksananya Pendayagunaan 
Mitra Kerja dan Organisasi 
Kemasyarakatan dalam 
Penggerakan Operasional 
Pembinaan Program 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (BKB, BKR, BKL, 
PPPKS, PIK-R dan 
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

Pendayagunaan Mitra Kerja 
dan Organisasi 
Kemasyarakatan  dalam   
Penggerakan Operasional 
Pembinaan Program 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-
R dan Pemberdayaan 
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Jumlah Laporan 
Pendayagunaan Mitra 
Kerja dan Organisasi 
Kemasyarakatan dalam 
Penggerakan Operasional 
Pembinaan Program 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
PIK-R dan Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

0 0 0 0 0

Terlaksananya Peningkatan 
Kapasitas Mitra dan Organisasi 
Kemasyarakatan dalam 
Pengelolaan Program 
Ketahanan dan Kesejahteraan 
Keluarga (BKB,     BKR,     BKL,     
PPPKS,     PIK-R     dan
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

Pelaksanaan Peningkatan 
Kapasitas Mitra dan 
Organisasi Kemasyarakatan 
dalam Pengelolaan Program 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB,     BKR,     BKL,     PPPKS,     
PIK-R     dan
Pemberdayaan Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

Jumlah Organisasi yang 
Mengikuti Peningkatan 
Kapasitas Mitra dan 
Organisasi 
Kemasyarakatan dalam 
Pengelolaan Program 
Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga 
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, 
PIK-R dan Pemberdayaan 
Ekonomi 
Keluarga/UPPKS)

0 0 0 0 0

Terlaksananya  Promosi  dan  
Sosialisasi  Program Ketahanan   
dan   Kesejahteraan   Keluarga   
bagi
Mitra Kerja

Promosi dan Sosialisasi 
Program Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga bagi 
Mitra Kerja

Jumlah  Laporan  Hasil  
Promosi  dan  Sosialisasi 
Program Ketahanan dan 
Kesejahteraan Keluarga
bagi Mitra Kerja

0 0 0 0 0

Meningkatkan Pencegahan dan 
Pengendalian penyakit 
menular dan tidak menular

Cakupan Pelayanan PTM 75% 80% 85% 90% 95%

Cakupan  Pelayanan 
Penyakit Menular

75% 80% 85% 90% 95%

Meningkatkan pelayanan 
skrining kesehatan orang usia 
15 - 59 tahun 

PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase orang usia 15 - 
59 tahun yang 
mendapatkan skrining 
kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan pelayanan 
penderita Diabetes Melitus 

Persentase penderita 
Diabetes Melitus yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100%

9.152.104.187             27.568.879.694          12.987.282.326           14.286.010.557              

9.152.104.187             



Meningkatkan pelayanan 
penderita Hipertensi

Persentase penderita 
Hipertensi yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan pelayanan Orang 
Dengan Gangguan Jiwa Berat

Persentase Orang Dengan 
Gangguan Jiwa Berat 
yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan 
sesuai standar

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan pelayanan orang 
terduga TBC

Persentase orang terduga 
TBC mendapatkan 
pelayanan TBC sesuai 
standar

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan pelayanan orang 
dengan resiko terinfeksi HIV

Persentase orang dengan 
resiko terinfeksi HIV  
mendapatkan pelayanan 
deteksi dini HIV sesuai 
standar

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatkan IDL
Persentase Puskesmas 
dengan IDL 80%

40% 45% 50% 55% 60%

Menurunkan KLB Kejadian Luar Biasa

Terlaksananya penyelidikan 
epidemiologi < 24 jam  pada 
KLB

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM dan 
UKP Rujukan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Cakupan kelurahan/desa 
yang mengalami KLB yang 
dilakukan pennyelidikan 
epidemiologi < 24 jam

100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya Survei 
Epidemiologi terhadap 
kejadian penyakit yang 
berpotensi wabah

Persentase Survei 
Epidemiologi terhadap 
kejadian penyakit yang 
berpotensi wabah

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Cakupan UCI Cakupan UCI desa 65% 70% 75% 80% 85%

Meningkatnya Penemuan 
orang dengan suspek TB Paru

Cakupan Penemuan 
orang dengan suspek TB 
Paru

100% 100% 100% 100% 100%

Terlaksananya skrining HIV 
pada orang beresiko,ibu hamil 
dan penderita TBC

Puskesmas yang 
melaksanakan skrining 
HIV pada orang 
beresiko,ibu hamil dan 
penderita TBC

100% 100% 100% 100% 100%

Telaksananya Pandu PTM
Jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan Pandu 
PTM

23 23 23 23 23

Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Usia Produktif 
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan pada Usia 
Produktif

Jumlah Penduduk Usia 
Produktif yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar

                   85.871          126.050             129.020.000                128.000          1.086.488.260            130.000           1.086.488.260              132.000            1.195.137.086                 134.000               1.314.650.794                       133.997            297.421.585 
Dikes P2 dan KB, Bidang 
P3

Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Hipertensi

Pengelolaan    Pelayanan    
Kesehatan    Penderita 
Hipertensi

Jumlah Penderita 
Hipertensi yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan 
Sesuai Standar

                   29.940            51.102                                -                  53.000             161.996.100              55.000              178.195.710                57.000               196.015.281                   60.000                  215.616.809                         72.644            121.450.000 
Dikes P2 dan KB, Bidang 
P3

Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Penderita 
Diabetes Melitus

Pengelolaan    Pelayanan    
Kesehatan    Penderita 
Diabetes Melitus

Jumlah Penderita 
Diabetes Melitus yang 
Mendapatkan 
Pelayanan  Kesehatan  
Sesuai Standar

                     2.930              3.047          1.601.600.000                    3.100          1.900.418.080                3.150           2.090.459.888                  3.200            2.299.505.876                     3.250               2.529.456.463                           3.249                4.465.000 Dikes P2 dan KB, Bidang 
P3

Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Gangguan Jiwa Berat

Jumlah   Orang   yang   
Mendapatkan   
Pelayanan
Kesehatan Orang 
dengan Gangguan  Jiwa 
Berat Sesuai Standar

565 586             198.610.000 586             386.493.862 616              425.143.248 646  Rp         467.657.572 676  Rp            514.423.329 565              10.000.000 
Dikes P2 dan KB, Bidang 
P3

Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Orang Terduga 
Tuberkulosis

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang Terduga 
Tuberkulosis

Jumlah  Orang  Terduga  
Menderita  Tuberkulosis 
yang Mendapatkan 
Pelayanan Sesuai 
Standar

3342             461.564.507 3201        16.596.042.744 3247           1.025.810.507 3228            1.128.391.558 3236               1.241.230.714 1 20453040030

Terkelolanya Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan
Risiko Terinfeksi HIV

Jumlah   Orang   
Terduga   Menderita   
HIV   yang
Mendapatkan 
Pelayanan Sesuai 
StandarTerkelolanya Pelayanan 

Kesehatan bagi Penduduk 
pada Kondisi Kejadian Luar 
Biasa (KLB)

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi Penduduk 
pada Kondisi Kejadian 
Luar Biasa (KLB)

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi 
Penduduk pada Kondisi 
Kejadian Luar Biasa 
(KLB) Sesuai Standar

23 23 23 23 23

Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan bagi 
Penduduk Terdampak Krisis 
Kesehatan Akibat Bencana 
dan/atau Berpotensi Bencana 
Sesuai Standar

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi Penduduk 
Terdampak Krisis 
Kesehatan Akibat Bencana 
dan/atau Berpotensi 
Bencana

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan bagi 
Penduduk Terdampak 
Krisis Kesehatan Akibat 
Bencana dan/atau 
Berpotensi Bencana 
Sesuai Standar

23 23 23 23 23

Terlaksananya Pengelolaan 
Surveilans Kesehatan

Pengelolaan Surveilans 
Kesehatan

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengelolaan  Surveilans
Kesehatan 23             812.219.610 23             893.441.571 23              982.785.728 23            1.081.064.301 23               1.189.170.731 

15.714.611.611                  

9.152.104.187             27.568.879.694          12.987.282.326           14.286.010.557              

9.152.104.187             27.568.879.694          12.987.282.326           14.286.010.557              

≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1



Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan Orang 
dengan Masalah Kejiwaan 
(ODMK)

Pengelolaan Pelayanan 
Kesehatan Orang dengan 
Masalah Kesehatan Jiwa 
(ODMK)

Jumlah Orang dengan 
Masalah Kejiwaan 
(ODMK) yang 
Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya Pengelolaan 
Pelayanan Kesehatan
Jiwa dan Penyalahguna 
NAPZA

Pengelolaan   Pelayanan   
Kesehatan   Jiwa   dan
NAPZA

Jumlah Penyalahguna 
NAPZA yang 
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya  Pengelolaan  
Upaya  Pengurangan Risiko    
Krisis    Kesehatan    dan    
Pasca    Krisis
Kesehatan

Pengelolaan  Upaya  
Pengurangan  Risiko  Krisis 
Kesehatan dan Pasca 
Krisis Kesehatan

Jumlah   Dokumen   
Hasil   Pengelolaan   
Upaya Pengurangan 
Risiko Krisis Kesehatan 
dan Pasca
Krisis Kesehatan

23 23 23 23 23

Terlaksananya   Pelayanan   
Kesehatan   Penyakit Menular 
dan Tidak Menular

Pelayanan   Kesehatan   
Penyakit   Menular   dan 
Tidak Menular

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pelayanan  Kesehatan 
Penyakit Menular dan 
Tidak Menular

23          5.824.526.070 23          6.406.978.677 23           7.047.676.545 23            7.752.444.199 23               8.527.688.619 

Terlaksananya Deteksi Dini 
Penyalahgunaan NAPZA di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan (Fasyankes) dan 
Sekolah

Deteksi  Dini 
Penyalahgunaan NAPZA di 
Fasyankes dan Sekolah

Jumlah Orang yang 
Menerima Layanan 
Deteksi Dini 
Penyalahgunaan 
NAPZA di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
(Fasyankes) dan 
Sekolah

Terdistribusinya   Spesimen   
Penyakit   Potensial Kejadian   
Luar   Biasa   (KLB)   ke   
Laboratorium
Rujukan/Nasional

Pengambilan dan 
Pengiriman Spesimen 
Penyakit Potensial KLB ke 
Laboratorium 
Rujukan/Nasional

Jumlah Spesimen 
Penyakit Potensial 
Kejadian Luar Biasa 
(KLB) ke Laboratorium 
Rujukan/Nasional yang 
Didistribusikan

            124.564.000             137.020.400              150.722.440               165.794.684                  182.374.152 

Terlaksananya Investigasi 
Awal Kejadian Tidak 
Diharapkan (Kejadian Ikutan 
Pasca Imunisasi dan 
Pemberian Obat Massal)

Investigasi Awal Kejadian 
Tidak Diharapkan (Kejadian 
Ikutan Pasca Imunisasi dan 
Pemberian Obat Massal)

Jumlah Laporan Hasil 
Investigasi Awal 
Kejadian Tidak 
Diharapkan (Kejadian 
Ikutan Pasca Imunisasi 
dan Pemberian Obat 
Massal)

23 23 23 23 23

Terlaksananya  Kewaspadaan  
Dini  dan  Respon Wabah

Pelaksanaan   
Kewaspadaan   Dini   dan   
Respon
Wabah

Jumlah Dokumen Hasil 
Pelaksanaan 
Kewaspadaan Dini dan 
Respon Wabah

23 23 23 23 23

Meningkatnya Pelayanan 
Keluarga Berencana

TFR (Angka Kelahiran 
Total)

5,43 5,33 5,23 5,22 5,21 5,20

Prevalensi KB Aktif 73,64 73,64 73,84 74,04 74,24 74,44

Menurunnya angka kelahiran  
remaja

PROGRAM PENGENDALIAN 
PENDUDUK

Angka kelahiran remaja 
umur 15-19 tahun (Age 
Specific Kelahiran per
Fertility Rat e/ASFR 15-
19)

51 50 50 49 48 47

Terlaksananya Pemaduan dan 
Sinkronisasi Kebijakan 
Pemerintah Daerah Provinsi 
dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten  dalam rangka 
Pengendalian Kuantitas 
Penduduk

Pemaduan dan Sinkronisasi 
Kebijakan Pemerintah 
Daerah Provinsi dengan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
rangka Pengendalian 
Kuantitas Penduduk

Jumlah Dokumen 
Pengendalian Kuantitas 
Penduduk yang selaras

172.150.000                 189.365.000                  208.301.500                   229.131.650                     252.044.815                         

Terlaksananya Penyerasian 
Kebijakan Pembangunan 
Daerah Kabupaten/Kota 
Terhadap Program Bangga 
Kencana (Pembangunan 
Keluarga,      Kependudukan,      
dan      Keluarga
Berencana) )

Penyerasian Kebijakan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota Terhadap 
Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan 
Pembangunan Keluarga 
(Program KKBPK)

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyerasian Kebijakan 
Pembangunan Daerah 
Kabupaten/Kota Program 
Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) )

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

Terlaksananya Penyusunan dan 
Pemanfaatan Grand Design 
Pembangunan Kependudukan 
(GDPK) Tingkat 
Kabupaten/Kota

Penyusunan dan 
Pemanfaatan Grand Design 
Pembangunan 
Kependudukan (GDPK) 
Tingkat Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen 
Penyusunan dan 
Pemanfaatan Grand 
Design Pembangunan 
Kependudukan (GDPK) 
Tingkat Kabupaten/Kota

27.000.000                    8 Dokumen                       29.700.000 8 Dokumen                        32.670.000 8 Dokumen                          35.937.000 8 Dokumen                              39.530.700 

Terlaksananya        
Survei/Pendataan  Indeks 
Pembangunan Berwawasan 
Kependudukan

Dukungan       Pelaksanaan       
Survei/Pendataan
Indeks             Pembangunan             
Berwawasan Kependudukan

Jumlah Survei/Pendataan  
Indeks Pembangunan 
Berwawasan 
Kependudukan

145.150.000                 8 Dokumen                    159.665.000 8 Dokumen                     175.631.500 8 Dokumen                       193.194.650 8 Dokumen                           212.514.115 

Terlaksananya        
Survei/Pendataan        Indeks 
Pengetahuan Masyarakat 
tentang Kependudukan

Pelaksanaan          
Survei/Pendataan          
Indeks Pengetahuan 
Masyarakat tentang 
Kependudukan

Jumlah  
Survei/Pendataan  Indeks  
Pengetahuan Masyarakat 
tentang Kependudukan

Terlaksananya       Penguatan       
Kerja       Sama Pelaksanaan   
Pendidikan   Kependudukan   
Jalur
Pendidikan Formal

Penguatan  Kerja  Sama  
Pelaksanaan  Pendidikan 
Kependudukan Jalur 
Pendidikan Formal

Jumlah    Dokumen    
Penguatan    Kerja    Sama 
Pelaksanaan   Pendidikan   
Kependudukan   Jalur
Pendidikan Formal

Terlaksananya       Penguatan       
Kerja       Sama Pelaksanaan   
Pendidikan   Kependudukan   
Jalur
Pendidikan Non Formal

Penguatan  Kerja  Sama  
Pelaksanaan  Pendidikan 
Kependudukan Jalur 
Pendidikan Non Formal

Jumlah   Dokumen   Kerja   
Sama   Pelaksanaan 
Pendidikan 
Kependudukan Jalur 
Pendidikan Non
Formal



Terlaksananya Penyediaan dan 
Pengembangan Materi 
Pendidikan Kependudukan 
Jalur Pendidikan      Formal      
Sesuai      Isu      Lokal
Kabupaten/Kota

Penyediaan dan  
Pengembangan  Materi 
Pendidikan Kependudukan 
Jalur Pendidikan Formal  
Sesuai Isu Lokal 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen  
Penyediaan  dan 
Pengembangan  Materi  
Pendidikan 
Kependudukan  Jalur  
Pendidikan  Formal 
Sesuai
Isu Lokal Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penyediaan dan 
Pengembangan Materi 
Pendidikan Kependudukan 
Jalur Pendidikan    Non    
Formal    Sesuai    Isu    Lokal
Kabupaten/Kota

Penyediaan dan  
Pengembangan  Materi 
Pendidikan Kependudukan 
Jalur Pendidikan Non 
Formal Sesuai Isu Lokal 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen  
Penyediaan  dan 
Pengembangan  Materi  
Pendidikan 
Kependudukan   Jalur   
Pendidikan   Non   Formal
Sesuai Isu Lokal 
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Advokasi,  
Sosialisasi  dan Fasilitasi  
Pelaksanaan  Pendidikan 
Kependudukan Jalur Formal di 
Satuan Pendidikan Jenjang 
SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non 
Formal dan Informal

Advokasi, Sosialisasi dan 
Fasilitasi Pelaksanaan 
Pendidikan Kependudukan 
Jalur Formal di Satuan 
Pendidikan Jenjang SD/MI 
dan SLTP/MTS, Jalur Non 
Formal dan Informal

Jumlah Satuan 
Pendidikan yang 
Mendapatkan Advokasi, 
Sosialisasi dan Fasilitasi 
Pelaksanaan Pendidikan 
Kependudukan Jalur 
Formal di Satuan 
Pendidikan Jenjang 

Terlaksananya  Pendidikan  
Kependudukan  Jalur 
Pendidikan Formal dan Non 
Formal

Implementasi  Pendidikan  
Kependudukan  Jalur 
Pendidikan Formal dan Non 
Formal

Jumlah  Laporan  Hasil  
Pelaksanaan  Pendidikan
Kependudukan   Jalur   
Pendidikan   Formal   dan 
Non Formal

Terlaksananya  Pendidikan  
Kependudukan  Jalur Informal   
di   Kelompok   Kegiatan   
Masyarakat
Binaan

Implementasi  Pendidikan  
Kependudukan  Jalur 
Informal   di   Kelompok   
Kegiatan   Masyarakat
Binaan

Jumlah        Dokumen        
Hasil        Pendidikan 
Kependudukan   Jalur   
Informal   di   Kelompok
Kegiatan Masyarakat 
Binaan

Terlaksananya Advokasi 
tentang Pemanfaatan Kajian 
Dampak Kependudukan 
Beserta Model Solusi Strategis 
Sebagai Peringatan Dini 
Dampak Kependudukan kepada 
Pemangku Kepentingan

Advokasi tentang 
Pemanfaatan Kajian Dampak 
Kependudukan Beserta 
Model Solusi Strategis 
Sebagai Peringatan Dini 
Dampak Kependudukan 
kepada Pemangku 
Kepentingan

Jumlah Organisasi yang 
Mengikuti Advokasi 
tentang Pemanfaatan 
Kajian Dampak 
Kependudukan Beserta 
Model Solusi Strategis 
Sebagai Peringatan Dini 
Dampak Kependudukan 
kepada Pemangku 
Kepentingan

Terlaksananya Sosialisasi 
tentang Pemanfaatan Kajian 
Dampak Kependudukan 
Beserta Model Solusi Strategis 
Sebagai Peringatan Dini 
Dampak Kependudukan kepada 
Pemangku Kepentingan

Sosialisasi tentang 
Pemanfaatan Kajian Dampak 
Kependudukan Beserta 
Model Solusi Strategis 
Sebagai Peringatan Dini 
Dampak Kependudukan 
kepada Pemangku 
Kepentingan

Jumlah Organisasi yang 
Mengikuti Sosialisasi 
tentang Pemanfaatan 
Kajian Dampak 
Kependudukan Beserta 
Model Solusi Strategis 
Sebagai Peringatan Dini 
Dampak Kependudukan 
kepada Pemangku 
Kepentingan

Terlaksananya   Sarasehan   
Hasil   Pemutakhiran
Data Keluarga

Pelaksanaan    Sarasehan    
Hasil    Pemutakhiran
Data Keluarga

Jumlah Laporan 
Sarasehan Hasil 
Pemutakhiran
Data Keluarga

Terlaksananya Rapat 
Pengendalian Program Bangga 
Kencana (Pembangunan 
Keluarga, Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana)

Pelaksanaan     Rapat     
Pengendalian     Program 
KKBPK

Jumlah Laporan Rapat 
Pengendalian Program 
Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana)

Terlaksananya Pemetaan   
Perkiraan   Pengendalian   
Penduduk Cakupan Daerah 

Pemetaan   Perkiraan   
Pengendalian   Penduduk 
Cakupan Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen 
Pemetaan   Perkiraan   
Pengendalian   Penduduk 
Kabupaten

222.510.000                 369.436.250                  406.379.875                   492.017.863                     541.219.649                         

Dirumuskannya Parameter 
Kependudukan

Perumusan Parameter 
Kependudukan

Jumlah Laporan 
Parameter 
Kependudukan yang 
Dirumuskan

Terlaksananya Penyediaan dan 
Pengolahan Data
Kependudukan

Penyediaan dan Pengolahan 
Data Kependudukan

Jumlah  Dokumen  
Penyediaan  dan  
Pengolahan
Data Kependudukan

Tersusunya    Profil    
Kependudukan,    Keluarga 
Berencana dan Pembangunan 
Keluarga

Penyusunan    Profil    
Kependudukan,    Keluarga 
Berencana dan 
Pembangunan Keluarga

Jumlah      Dokumen      
Profil      Kependudukan, 
Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga

Terlaksananya Pemetaan 
Kependudukan

Pemetaan Kependudukan
Jumlah Dokumen 
Pemetaan Kependudukan

Terlaksananya    Penyusunan    
Kajian    Dampak
Kependudukan

Penyusunan Kajian Dampak 
Kependudukan

Jumlah Kajian Dampak 
Kependudukan



Terlaksananya    Pengembangan    
Model    Solusi Strategis 
Pengendalian Dampak 
Kependudukan

Pengembangan       Model       
Solusi       Strategis 
Pengendalian Dampak 
Kependudukan

Jumlah  Dokumen  
Pengembangan  Model  
Solusi Strategis 
Pengendalian Dampak 
Kependudukan

Terlaksananya Pengukuran dan 
perhitungan Indikator 
Kerentanan   Dampak 
Kependudukan    (Early 
Warning System /Peringatan 
Dini)

Pengukuran dan 
perhitungan Indikator 
Kerentanan   Dampak 
Kependudukan    (Early 
Warning System /Peringatan 
Dini)

Jumlah Dokumen hasil 
Pengukuran dan 
perhitungan Indikator 
Kerentanan   Dampak 
Kependudukan    (Early 
Warning System 
/Peringatan Dini)

Dibentuknya Rumah Data 
Kependudukan di Kampung KB 
untuk Memperkuat Integrasi 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga,      
Kependudukan,      dan      
Keluarga
Berencana) di Sektor Lain

Membentuk Rumah Data 
Kependudukan di Kampung 
KB untuk Memperkuat 
Integrasi Program KKBPK di 
Sektor Lain

Jumlah Rumah Data 
Kependudukan di 
Kampung KB untuk 
Memperkuat Integrasi 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan  Keluarga, 
Kependudukan,   dan   
Keluarga   Berencana)   di
Sektor Lain yang 
Dibentuk

8 45.000.000                    9 49.500.000                     10 54.450.000                      11 59.895.000                        12 65.884.500                            

Terlaksananya    Pembinaan    
dan    Pengawasan 
Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Keluarga

Pembinaan   dan   
Pengawasan   
Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Keluarga

Jumlah  Laporan  
Pembinaan  dan  
Pengawasan 
Penyelenggaraan Sistem 
Informasi Keluarga

1 25.000.000                        1 27.500.000                            

Terlaksananya      Pemanfaatan      
Data      Hasil
Pemutakhiran Data Keluarga

Pemanfaatan   Data   Hasil   
Pemutakhiran   Data
Keluarga

Jumlah Data Hasil 
Pemutakhiran Data 
Keluarga
yang Dimanfaatkan

1 20000000 1 22.000.000                            

Tersedianya Data dan Informasi 
Keluarga

Penyediaan Data dan 
Informasi Keluarga

Jumlah   Data   dan   
Informasi   Keluarga   yang
Tersedianya

3 7.110.000                       3 7.821.000                        3 8.603.100                         3 9.463.410                           3 10.409.751                            

Terlaksananya   Pencatatan   
dan   Pengumpulan
Data Keluarga

Pencatatan dan 
Pengumpulan Data Keluarga

Jumlah  Laporan  
Pencatatan  dan  
Pengumpulan
Data Keluarga

8 62.000.000                     8 68.200.000                      8 75.020.000                        8 82.522.000                            

Terlaksananya  Pengolahan  dan  
Pelaporan  Data Pengendalian 
Lapangan dan Pelayanan KB

Pengolahan  dan  Pelaporan  
Data  Pengendalian 
Lapangan dan Pelayanan KB

Jumlah   Dokumen   
Pengolahan   dan   
Pelaporan Data 
Pengendalian Lapangan 
dan Pelayanan KB

3 170.400.000                 3 187.440.000                  3 206.184.000                   3 226.802.400                     3 249.482.640                         

Terlaksananya Pembinaan dan 
Pengawasan Pencatatan dan 
Pelaporan Program Bangga 
Kencana (Pembangunan             
Keluarga, Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana)

Pembinaan dan Pengawasan 
Pencatatan dan Pelaporan 
Program KKBPK

Jumlah  Laporan  Hasil  
Pelaksanaan  Pembinaan 
dan Pengawasan

8 62.675.250                     8 68.942.775                      8 75.837.053                        8 83.420.758                            

Terselenggaranya Program 
Keluarga Berencana

PROGRAM PEMBINAAN 
KELUARGA BERENCANA (KB)

Persentase pemakaian 
kontrasepsi Modern 
(Modern Contraceptive 
Prevalence Rate/mCPR)

82,21 82,21 83% 84% 85% 85%

Persentase kebutuhan 
ber-KB yang tidak 
terpenuhi (unmet need)

17,57 17,57 17,56 17,46 17,36 17,26

Terlaksananya Advokasi, 
Komunikasi,  Informasi dan 
Edukasi  (KIE) Pengendalian 
Penduduk dan KB Sesuai 
Kearifan Budaya Lokal

Pelaksanaan Advokasi, 
Komunikasi,  Informasi dan 
Edukasi  (KIE) Pengendalian 
Penduduk dan KB Sesuai 
Kearifan Budaya Lokal

Persentase Advokasi, 
Komunikasi,  Informasi 
dan Edukasi  (KIE) 
Pengendalian Penduduk 
dan KB Sesuai Kearifan 
Budaya Lokal

1.486.315.000             1.634.946.500             1.798.441.150              1.978.285.265                 2.176.113.792                     

Terlaksananya Advokasi 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan  Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) kepada 
Stakeholders  dan Mitra Kerja

Advokasi  Program  KKBPK  
kepada  Stakeholders
dan Mitra Kerja

Jumlah Organisasi yang 
Mendapatkan Advokasi 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 
kepada Stakeholders  dan 
Mitra Kerja

2 Organisasi 4.375.000                       2 Organisasi 4.812.500                        2 Organisasi 5.293.750                         2 Organisasi 5.823.125                           2 Organisasi 6.405.438                               



Terlaksananya Komunikasi, 
Informasi  dan Edukasi (KIE) 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga   
Berencana)   Sesuai   Kearifan   
Budaya
Lokal

Komunikasi,    Informasi    
dan    Edukasi    (KIE) Program 
KKBPK Sesuai Kearifan 
Budaya Lokal

Jumlah Dokumen 
Komunikasi, Informasi 
dan Edukasi (KIE) 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga   Berencana)   
Sesuai   Kearifan   Budaya
Lokal

23 Dokumen 81.000.000                    23 Dokumen 89.100.000                     23 Dokumen 98.010.000                      23 Dokumen 107.811.000                     23 Dokumen 118.592.100                         

Terlaksananya Penyediaan dan 
Distribusi Sarana KIE Program 
Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga,      
Kependudukan,      dan      
Keluarga
Berencana)

Penyediaan  dan  Distribusi 
Sarana  KIE Program KKBPK

Jumlah Unit Sarana 
Penyediaan dan 
Pendistribusian KIE 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan   
Keluarga,   
Kependudukan,   dan
Keluarga Berencana)

-                                              -                                              -                                               0 0

Terlaksananya Promosi dan KIE 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan  Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) Melalui Media 
Massa Cetak dan Elektronik 
serta Media
Luar Ruang

Promosi dan KIE Program 
KKBPK Melalui Media Massa 
Cetak dan Elektronik serta 
Media Luar Ruang

Jumlah Dokumen 
Promosi dan KIE Program 
Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 
Melalui Media Massa 
Cetak dan Elektronik 
serta Media
Luar Ruang

1 Dokumen 70.640.000                    1 Dokumen 77.704.000                     1 Dokumen 85.474.400                      1 Dokumen 94.021.840                        1 Dokumen 103.424.024                         

Penggunaan Media Massa 
Cetak, Elektronik dan
Media  Lainnya  Sesuai  
Kearifan  Budaya  Lokal 
dalam Pencitraan Program 
KKBPK

-                                              -                                              -                                               0 0

Terlaksananya  Mekanisme 
Operasional Program KKBPK 
Melalui Rapat Koordinasi 
Kecamatan (Rakorcam), Rapat 
Koordinasi Desa (Rakordes), 
dan Mini Lokakarya (Minilok)

2.14.03.2.01.06

Pelaksanaan Mekanisme 
Operasional Program KKBPK 
Melalui Rapat Koordinasi 
Kecamatan (Rakorcam), 
Rapat Koordinasi Desa 
(Rakordes), dan Mini 
Lokakarya (Minilok)

Jumlah Laporan 
Mekanisme Operasional 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 
Melalui Rapat Koordinasi 
Kecamatan (Rakorcam), 
Rapat Koordinasi Desa 
(Rakordes), dan Mini 
Lokakarya (Minilok)

23 Laporan             358.800.000 23 Laporan             394.680.000 23 Laporan              434.148.000 23 Laporan               477.562.800 23 Laporan                  525.319.080 

Terkelolanya  Operasional  dan  
Sarana  di  Balai Penyuluhan 
KKBPK

2.14.03.2.01.07
Pengelolaan  Operasional  
dan  Sarana  di  Balai 
Penyuluhan KKBPK

Jumlah Laporan Hasil 
Pengelolaan Operasional 
dan Sarana di Balai 
Penyuluhan Bangga 
Kencana (Pembangunan 
Keluarga, Kependudukan, 
dan Keluarga Berencana)

23 Laporan             931.500.000 23 Laporan          1.024.650.000 23 Laporan           1.127.115.000 23 Laporan            1.239.826.500 23 Laporan               1.363.809.150 

2.14.03.2.01.08
Pengelolaan  Operasional  
dan  Sarana  di  Balai 
Penyuluhan KKBPK

Jumlah   Laporan   Hasil   
Pengendalian   Program
KKBPK

23 Laporan               40.000.000 23 Laporan               44.000.000 23 Laporan                48.400.000 23 Laporan                 53.240.000 23 Laporan                    58.564.000 

Meningkatnya Pendayagunaan 
Tenaga Penyuluh   KB/Petugas

Pendayagunaan   Tenaga   
Penyuluh   KB/Petugas
Lapangan KB (PKB/PLKB)

Persentase Kecamatan 
yang memiliki tenaga PKB 
dan PLKB minimal 1 

15 Kecamatan 9.751.752.000             10.726.927.200          11.799.619.920           12.979.581.912              14.277.540.103                  

Terlaksananya Pembinaan IMP 
dan Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) di Lini Lapangan 
oleh PKB/PLKB

Pembinaan  IMP  dan  
Program  KKBPK  di  Lini 
Lapangan oleh PKB/PLKB

Jumlah Organisasi yang 
Mengikuti Pembinaan 
IMP dan Program  Bangga  
Kencana (Pembangunan 
Keluarga, Kependudukan, 
dan Keluarga   Berencana)   
di   Lini   Lapangan   oleh
PKB/PLKB

-                                              -                                              -                                               0 0

Tersedianya    Sarana    
Pendukung    Operasional
PKB/PLKB

Penyediaan    Sarana    
Pendukung    Operasional
PKB/PLKB

Jumlah      Sarana      
Pendukung      
Operasional
PKB/PLKB yang Tersedia

23 sarana 1.858.000.000             23 sarana 2.043.800.000             23 sarana 2.248.180.000              23 sarana 2.472.998.000                 23 sarana 2.720.297.800                     

Terlaksananya Penguatan 
Pelaksanaan Penyuluhan, 
Penggerakan, Pelayanan dan 
Pengembangan Program 
Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan Keluarga 
Berencana) untuk Petugas 
Keluarga Berencana/Penyuluh 
Lapangan Keluarga Berencana 
(PKB/PLKB)

Penguatan Pelaksanaan  
Penyuluhan, Penggerakan, 
Pelayanan dan 
Pengembangan Program 
KKBPK untuk Petugas 
Keluarga 
Berencana/Penyuluh 
Lapangan Keluarga 
Berencana (PKB/PLKB)

Jumlah Laporan Hasil 
Penguatan Pelaksanaan 
Penyuluhan, 
Penggerakan, Pelayanan 
dan Pengembangan 
Program Bangga Kencana 
(Pembangunan Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) 
untuk Petugas Keluarga 
Berencana/Penyuluh 
Lapangan Keluarga 
Berencana (PKB/PLKB)

23 Laporan 6.540.152.000             23 Laporan 7.194.167.200             23 Laporan 7.913.583.920              23 Laporan 8.704.942.312                 23 Laporan 9.575.436.543                     



Terlaksananya    Penggerakan    
Kader    Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP)

Penggerakan      Kader      
Institusi      Masyarakat
Pedesaan (IMP)

Jumlah   Kader   yang   
Mengikuti   Penggerakan
Kader Institusi 
Masyarakat Pedesaan 
(IMP)

564 1.353.600.000             564 1.488.960.000             564 1.637.856.000              564 1.801.641.600                 564 1.981.805.760                     

Meningkatnya Pengendalian 
dan Pendistribusian  
Kebutuhan Alat dan Obat 
Kontrasepsi serta Pelaksanaan 
Pelayanan KB 

Pengendalian dan 
Pendistribusian  Kebutuhan 
Alat dan Obat Kontrasepsi 
serta Pelaksanaan Pelayanan 
KB di Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Faskes yang 
mendapat distribusi Alat 
dan Obat Kontrasepsi

100% 1.523.423.800             100% 1.675.766.180             100% 1.843.342.798              100% 2.027.677.078                 100% 2.230.444.786                     

Terlaksananya Pengendalian 
Pendistribusian Alat dan Obat 
Kontrasepsi dan Sarana 
Penunjang Pelayanan KB ke 
Fasilitas Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan Jejaringnya

Pengendalian 
Pendistribusian Alat dan 
Obat Kontrasepsi dan Sarana 
Penunjang  Pelayanan KB ke 
Fasilitas Kesehatan 
Termasuk  Jaringan dan 
Jejaringnya

Jumlah Laporan  
Pengendalian 
Pendistribusian Alat dan 
Obat Kontrasepsi dan 
Sarana Penunjang 
Pelayanan KB ke Fasilitas 
Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan Jejaringnya

28 Laporan 86.500.000                    28 Laporan 95.150.000                     28 Laporan 104.665.000                   28 Laporan 115.131.500                     28 Laporan 126.644.650                         

Terlaksananya  Peningkatan   
Kompetensi Pengelola dan 
Petugas Logistik Alat dan Obat 
Kontrasepsi  serta  Sarana  
Penunjang  Pelayanan
KB

Peningkatan Kompetensi 
Pengelola dan Petugas 
Logistik Alat dan Obat 
Kontrasepsi serta Sarana 
Penunjang Pelayanan KB

Jumlah Akseptor yang 
Mengikuti Peningkatan 
Kompetensi Pengelola 
dan Petugas Logistik Alat 
dan  Obat  Kontrasepsi  
serta  Sarana  Penunjang
Pelayanan KB

-                                              -                                              -                                               0 0

Terwujudnya           Peningkatan           
Kesertaan
Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP)

Peningkatan    Kesertaan    
Penggunaan    Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang 
(MKJP)

Jumlah    Orang    yang    
Mengikuti    Kesertaan
Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka 
Panjang (MKJP)

437 1.436.923.800             481 1.580.616.180             530 1.738.677.798              583 1.912.545.578                 641 2.103.800.136                     

Tersedianya Dukungan Ayoman 
Komplikasi Berat dan 
Kegagalan Penggunaan MKJP

Penyediaan Dukungan 
Ayoman Komplikasi Berat 
dan Kegagalan Penggunaan 
MKJP

Jumlah Laporan 
Dukungan  Ayoman 
Komplikasi Berat dan 
Kegagalan Penggunaan 
MKJP

0 0 0 0 0

Terlaksananya Penyusunan 
Rencana Kebutuhan Alat dan 
Obat Kontrasepsi (Alokon) dan 
Sarana Penunjang Pelayanan 
KB

Penyusunan Rencana 
Kebutuhan Alat dan Obat 
Kontrasepsi (Alokon) dan 
Sarana Penunjang Pelayanan 
KB

Jumlah Dokumen 
Penyusunan Rencana 
Kebutuhan Alat dan Obat 
Kontrasepsi  (Alokon) dan 
Sarana Penunjang 
Pelayanan KB

0 0 0 0 0

Tersedianya Sarana Penunjang 
Pelayanan KB

Penyediaan Sarana 
Penunjang Pelayanan KB

Jumlah Unit Sarana 
Penunjang Pelayanan KB

0 0 0 0 0

Terlaksananya Pembinaan 
Pasca Pelayanan bagi
Peserta KB

Pembinaan Pasca Pelayanan 
bagi Peserta KB

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Pembinaan 
Pasca Pelayanan bagi 
Peserta KB

0 0 0 0 0

Terlaksananya Pembinaan 
Pelayanan Keluarga Berencana 
dan Kesehatan Reproduksi di 
Fasilitas Kesehatan Termasuk 
Jaringan dan Jejaringnya

Pembinaan Pelayanan 
Keluarga Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi di 
Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan Pelayanan 
Keluarga Berencana  dan  
Kesehatan  Reproduksi di 
Fasilitas Kesehatan 
Termasuk Jaringan dan 
Jejaringnya

1 Laporan 3.000.000                  1 Laporan 3.300.000            1 Laporan 3.630.000              1 Laporan 3.993.000                   1 Laporan 4.392.300                            

Terlaksananya Promosi dan 
Konseling Kesehatan 
Reproduksi, serta Hak-Hak 
Reproduksi di Fasilitas 
Kesehatan dan Kelompok 
Kegiatan

Promosi dan Konseling 
Kesehatan Reproduksi, serta 
Hak-Hak Reproduksi di 
Fasilitas Kesehatan dan 
Kelompok Kegiatan

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan Promosi 
dan Konseling Kesehatan 
Reproduksi, serta Hak-
Hak Reproduksi di 
Fasilitas Kesehatan dan 
Kelompok
Kegiatan

0 0 0 0 0

Terlaksananya Peningkatan 
Kompetensi Tenaga Pelayanan 
Keluarga Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi

Peningkatan    Kompetensi    
Tenaga    Pelayanan Keluarga 
Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi

Jumlah Tenaga Pelayanan 
yang Mengikuti 
Peningkatan Kompetensi 
Tenaga Pelayanan 
Keluarga Berencana dan 
Kesehatan Reproduksi

0 0 0 0 0

Terlaksananya Dukungan 
Operasional Pelayanan
KB Bergerak

Dukungan Operasional 
Pelayanan KB Bergerak

Jumlah Laporan   
Dukungan  Operasional
Pelayanan KB Bergerak

0 0 0 0 0

Terlaksananya Promosi dan 
Konseling KB Pasca Persalinan 
dan Pasca Keguguran

Promosi dan Konseling KB 
Pasca Persalinan dan Pasca 
Keguguran

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Promosi dan 
Konseling KB Pasca 
Persalinan dan Pasca 
Keguguran

0 0 0 0 0

Terwujudnya Peningkatan 
Kesertaan KB Pria

Peningkatan Kesertaan KB 
Pria

Jumlah  Akseptor  yang  
Mendapat  Peningkatan
Kesetaraan KB Pria

0 0 0 0 0

Meningkatnya Pemberdayaan 
dan Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan  
dalam Pelaksanaan Pelayanan 
dan Pembinaan Kesertaan Ber-
KB

Pemberdayaan dan 
Peningkatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
Pelaksanaan Pelayanan dan 
Pembinaan Kesertaan Ber-
KB

Persentase Organisasi 
Kemasyarakatan yang 
melaksanakan  Pelayanan 
dan Pembinaan 
Kesertaan Ber-KB

20% 1.057.652.350             1.163.417.585             1.279.759.344              1.407.735.278                 1.548.508.806                     



Terlaksananya Penguatan Peran 
Serta Organisasi 
Kemasyarakatan dan Mitra 
Kerja Lainnya dalam 
Pelaksanaan Pelayanan dan  
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Penguatan Peran Serta 
Organisasi Kemasyarakatan 
dan Mitra Kerja Lainnya 
dalam Pelaksanaan 
Pelayanan  dan  Pembinaan 
Kesertaan Ber-KB

Jumlah  Organisasi  yang  
Mendapatkan Penguatan 
Peran Serta Organisasi 
Kemasyarakatan dan 
Mitra Kerja Lainnya 
dalam Pelaksanaan      
Pelayanan      dan      
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

. 2 Organisasi 276.636.500                 2 Organisasi 304.300.150                  2 Organisasi 334.730.165                   2 Organisasi 368.203.182                     2 Organisasi 405.023.500                         

Terintegrasinya  Pembangunan  
Lintas  Sektor  di Kampung KB

Integrasi    Pembangunan     
Lintas     Sektor     di 
Kampung KB

Jumlah Dokumen Hasil 
Integrasi Pembangunan 
Lintas Sektor di Kampung 
KB

-                                              -                                              -                                               0 0

Terwujudnya Pelaksanaan dan 
Pengelolaan Program Bangga 
Kencana (Pembangunan 
Keluarga, Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) di 
Kampung KB

Pelaksanaan dan 
Pengelolaan Program KKBPK 
di Kampung KB

Jumlah Kampung KB yang  
Mengikuti Pelaksanaan 
dan Pengelolaan Program 
Bangga Kencana 
(Pembangunan  Keluarga, 
Kependudukan, dan 
Keluarga Berencana) di 
Kampung KB

39 Kampung KB 672.750.000                 39 Kampung KB 740.025.000                  39 Kampung KB 814.027.500                   39 Kampung KB 895.430.250                     39 Kampung KB 984.973.275                         

Terlaksananya Pembinaan 
Terpadu Kampung KB

Pembinaan Terpadu 
Kampung KB

Jumlah Laporan  Hasil   
Pembinaan Terpadu
Kampung KB

8 Laporan 108.265.850                 8 Laporan 119.092.435                  8 Laporan 131.001.679                   8 Laporan 144.101.846                     8 Laporan 158.512.031                         

Meningkatkan kualitas pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (Misi 
IV Bupati)

Indeks Reformasi 
Birokrasi

C C B B BB

Meningkatnya Implementasi 
Pelaksanaan RB dan 
Akuntabilitas Kinerja Perangkat 
Daerah 

Nilai RB 34 34 34,5 35 35,5 36

Predikat SAKIP A A A A A A A

Terpenuhinya kelengkapan 
dokumen SAKIP dan RB

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Pemenuhan 
Dokumen SAKIP dan RB 

100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Kinerja Sistem 
Keuangan

Persentase Temuan BPK 
yang dtindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100%

Perencanaan,Penganggaran, 
dan EvaluasiKinerja 
Perangkat Daerah

Persentase dokumen 
perencanaan yang 
disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase target kinerja 
yang di evaluasi

100% 100% 100% 100% 100%

Tersusunnya  Dokumen  
Perencanaan  Perangkat
Daerah

Penyusunan  Dokumen  
Perencanaan  Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

3 165.460.000                 3 182.006.000                  3 200.206.600                   3 220.227.260                     3 242.249.986                         

Tersedianya  Dokumen  RKA-
SKPD  dan  Laporan Hasil  
Koordinasi  Penyusunan  
Dokumen  RKA-
SKPD

Koordinasi   dan   
Penyusunan   Dokumen   
RKA- SKPD

Jumlah Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD

2 27.850.000                    2 30.635.000                     2 33.698.500                      2 37.068.350                        2 40.775.185                            

Tersedianya Dokumen  
Perubahan  RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

0 2 27.850.000                     2 30.635.000                      2 33.698.500                        2 37.068.350                            

Tersedianya  Dokumen  DPA-
SKPD  dan  Laporan
Hasil  Koordinasi  Penyusunan  
Dokumen  DPA- SKPD

Koordinasi dan Penyusunan 
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD

2 18.920.000                    3 20.812.000                     3 22.893.200                      3 25.182.520                        2 27.700.772                            

Tersedianya Dokumen  
Perubahan  DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi   dan  
Penyusunan   Perubahan  
DPA- SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen Perubahan 
DPA-SKPD

2 29.000.000                    2 31.900.000                     2 35.090.000                      2 38.599.000                        2 42.458.900                            

Tersedianya Laporan Capaian 
Kinerja  dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Koordinasi  dan  
Penyusunan  Laporan  
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

6 66.950.000                    6 73.645.000                     6 81.009.500                      6 89.110.450                        6 98.021.495                            

Terlaksananya Evaluasi Kinerja 
Perangkat
Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat
Daerah

1 214.810.000                 1 236.291.000                  1 259.920.100                   1 285.912.110                     1 314.503.321                         

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan 
administrasi keuangan 
perangkat daerah tepat 
waktu

100%            82.344.174.000 100%            90.578.591.400 100%             99.636.450.540 100%             109.600.095.594 100%                 120.560.105.153 

Tersedianya Gaji dan Tunjangan 
ASN

Penyediaan Gaji dan 
Tunjangan ASN

Jumlah    Orang    yang    
Menerima    Gaji    dan
Tunjangan ASN

886 Orang 884 Orang            80.894.753.000 904 Orang        88.984.228.300 925 Orang         97.882.651.130 946 Orang        107.670.916.243 968 Orang           118.438.007.867 

Tersedianya   Administrasi   
Pelaksanaan   Tugas
ASN

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

1 Dokumen 1 Dokumen                   168.080.000 1 Dokumen             184.888.000 1 Dokumen              203.376.800 1 Dokumen               223.714.480 1 Dokumen                  246.085.928 

Terlaksananya            
Penatausahaan            dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD

Pelaksanaan Penatausahaan 
dan
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD

Jumlah       Dokumen       
Penatausahaan       dan
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD

1 Dokumen 1 Dokumen                   958.100.000 1 Dokumen          1.053.910.000 1 Dokumen           1.159.301.000 1 Dokumen            1.275.231.100 1 Dokumen               1.402.754.210 

89.675.979.500          101.252.507.450       111.595.258.195        122.732.284.015           139.983.012.416               

522.990.000                 603.139.000                  663.452.900                   729.798.190                     802.778.009                         

89.970.363.500          101.576.329.850       112.251.462.835        123.454.109.119           140.777.020.030               



Terlaksananya    Koordinasi    
dan    Pelaksanaan
Akuntansi SKPD

Koordinasi dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD

Jumlah  Dokumen  
Koordinasi  dan  
Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD

9 Dokumen 9 Dokumen                      17.286.000 9 Dokumen               19.014.600 9 Dokumen                20.916.060 9 Dokumen                 23.007.666 9 Dokumen                    25.308.433 

Tersedianya Laporan Keuangan 
Akhir  Tahun SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD

Koordinasi  dan  
Penyusunan  Laporan  
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Dokumen 
Pelaporan Keuangan yang 
disusun

1 Dokumen 1 Laporan                      41.819.000 1 Laporan               46.000.900 1 Laporan                50.600.990 1 Laporan                 55.661.089 1 Laporan                    61.227.198 

Tersedianya     Dokumen     
Bahan     Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 
Pemeriksaan

Pengelolaan  dan  Penyiapan  
Bahan  Tanggapan 
Pemeriksaan

Jumlah        Dokumen        
Bahan        Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak 
Lanjut Pemeriksaan

1 Dokumen 1 Dokumen                         7.858.000 1 Dokumen                 8.643.800 1 Dokumen                  9.508.180 1 Dokumen                 10.458.998 1 Dokumen                    11.504.898 

Tersedianya Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan          
Bulanan/Triwulanan/Semester
an
SKPD

Koordinasi  dan  
Penyusunan  Laporan  
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD

Jumlah Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/ Semesteran 
SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Sem
esteran  SKPD

14 Laporan 14 Laporan                   242.278.000 14 Laporan             266.505.800 14 Laporan              293.156.380 14 Laporan               322.472.018 14 Laporan                  354.719.220 

Tersedianya  Dokumen  
Pelaporan  dan  Analisis
Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan  Pelaporan  dan  
Analisis  Prognosis
Realisasi Anggaran

Jumlah    Dokumen    
Pelaporan    dan    Analisis 
Prognosis Realisasi 
Anggaran

2 Dokumen 2 Dokumen                      14.000.000 2 Dokumen               15.400.000 2 Dokumen                16.940.000 2 Dokumen                 18.634.000 2 Dokumen                    20.497.400 

Administrasi Barang Milik 
Daerah     pada Perangkat 
Daerah

Persentase pemenuhan 
Administrasi     Barang     
Milik     Daerah     pada 
Perangkat Daerah

100% 129.100.000                 100% 199.510.000                  100% 316.961.000                   100% 326.157.100                     100% 336.272.810                         

Tersedianya  Rencana  
Kebutuhan  Barang  Milik
Daerah SKPD

Penyusunan   Perencanaan   
Kebutuhan   Barang
Milik Daerah SKPD

Jumlah    Rencana    
Kebutuhan    Barang    
Milik Daerah SKPD

1 25.000.000                     1 75.000.000                      1 75.000.000                        1 75.000.000                            

Terlaksananya Pengamanan 
Barang Milik Daerah
SKPD

Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD

Jumlah   Dokumen   
Pengamanan   Barang   
Milik
Daerah SKPD

1 75.000.000                    1 75.000.000                     1 75.000.000                      1 75.000.000                        1 75.000.000                            

Tersedianya Laporan Hasil 
Penilaian Barang
Milik Daerah dan  Hasil   
Koordinasi  Penilaian Barang 
Milik Daerah SKPD

Koordinasi  dan  Penilaian  
Barang  Milik  Daerah SKPD

Jumlah  Laporan  Hasil  
Penilaian  Barang  Milik 
Daerah  dan  Hasil  
Koordinasi  Penilaian  
Barang Milik Daerah 
SKPD

1 25.000.000                     1 75.000.000                      1 75.000.000                        1 75.000.000                            

Terlaksananya   Pembinaan,   
Pengawasan,   dan 
Pengendalian Barang Milik 
Daerah pada SKPD

Pembinaan,    Pengawasan,    
dan    Pengendalian Barang 
Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan, Pengawasan,
dan  Pengendalian  
Barang  Milik  Daerah  
pada SKPD

26 40.100.000                    26               44.110.000 26                48.521.000 26                 53.373.100 26                    58.710.410 

Terlaksananya    Rekonsiliasi    
dan    Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada SKPD

Rekonsiliasi  dan  
Penyusunan  Laporan  
Barang Milik Daerah pada 
SKPD

Jumlah  Laporan  
Rekonsiliasi  dan  
Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 
SKPD

7 14.000.000                    7               15.400.000 7                16.940.000 7                 18.634.000 7                    20.497.400 

Terlaksananya    Penatausahaan    
Barang    Milik
Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD

Jumlah  Laporan  
Penatausahaan  Barang  
Milik
Daerah pada SKPD

7 15.000.000                     7                16.500.000 7                 18.150.000 7                    19.965.000 

Terlaksananya Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah
SKPD

Pemanfaatan Barang Milik 
Daerah SKPD

Jumlah   Dokumen   Hasil   
Pemanfaatan   Barang
Milik Daerah SKPD

1 10.000.000                      1                 11.000.000 1                    12.100.000 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Persentase Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah

100% 179.060.000                 100% 596.966.000                  100% 706.662.600                   100% 777.328.860                     100% 855.061.746                         

Tersedianya Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Disiplin 
Pegawai

Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin
Pegawai

Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana
Disiplin Pegawai

27 50.000.000                      27                 55.000.000 27                    60.500.000 

Tersedianya Pakaian Dinas 
beserta Atribut
Kelengkapan

Pengadaan Pakaian  Dinas 
beserta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah  Paket  Pakaian  
Dinas  beserta  Atribut
Kelengkapan

1 250.000.000                  1              275.000.000 1               302.500.000 1                  332.750.000 

Terlaksananya Pendataan dan 
Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Pendataan      dan      
Pengolahan      Administrasi
Kepegawaian

Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian

1 5.000.000                       1                 5.500.000 1                  6.050.000 1                   6.655.000 1                      7.320.500 

Terlaksananya    Koordinasi    
dan    Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Koordinasi  dan  
Pelaksanaan  Sistem  
Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 
Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

1 174.060.000                 1             191.466.000 1              210.612.600 1               231.673.860 1                  254.841.246 

Terlaksananya     Monitoring,      
Evaluasi,     dan
Penilaian Kinerja Pegawai

Monitoring,   Evaluasi,   dan   
Penilaian   Kinerja
Pegawai

Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai

26 150.000.000                  26              165.000.000 26               181.500.000 26                  199.650.000 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

Persentase pemenuhan 
Administrasi Umum 
Perangkat Daerah

100% 1.607.187.500             100% 1.842.906.250             100% 2.027.196.875              100% 2.229.916.563                 100% 2.452.908.219                     

Tersedianya Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor  yang 
Disediakan

1 72.000.000                    1               79.200.000 1                87.120.000 1                 95.832.000 1                  105.415.200 

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan
Kantor yang Disediakan

2 208.000.000                 2             228.800.000 2              251.680.000 2               276.848.000 2                  304.532.800 

Tersedianya Peralatan Rumah 
Tangga

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan

1 50.000.000                     1                55.000.000 1                 60.500.000 1                    66.550.000 

Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan
yang Disediakan

2 140.627.500                 2             154.690.250 2              170.159.275 2               187.175.203 2                  205.892.723 



Tersedianya    Bahan    Bacaan    
dan    Peraturan Perundang-
undangan

Penyediaan    Bahan    Bacaan    
dan    Peraturan Perundang-
undangan

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan

3 92.400.000                    3             101.640.000 3              111.804.000 3               122.984.400 3                  135.282.840 

Tersedianya Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan

1 100.000.000                 1 110.000.000                  1 121.000.000                   1 133.100.000                     1 146.410.000                         

Terlaksananya Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

1 25.760.000                    1 28.336.000                     1 31.169.600                      1 34.286.560                        1 37.715.216                            

Terlaksananya          
Penyelenggaraan          Rapat
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Penyelenggaraan      Rapat      
Koordinasi      dan
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

2 900.000.000                 2 990.000.000                  2 1.089.000.000              2 1.197.900.000                 2 1.317.690.000                     

Terlaksananya   Penatausahaan   
Arsip   Dinamis
pada SKPD

Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

1 68.400.000                    1 75.240.000                     1 82.764.000                      1 91.040.400                        1 100.144.440                         

Terlaksananya   Dukungan   
Pelaksanaan   Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD

Dukungan   Pelaksanaan   
Sistem   Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada 
SKPD

1 25.000.000                     1 27.500.000                      1 30.250.000                        1 33.275.000                            

Pengadaan   Barang   Milik   
Daerah   Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah

Persentase pemenuhan 
Barang   Milik   Daerah   
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah

100% 242.200.000                 100% 1.415.000.000             100% 1.756.500.000              100% 1.932.150.000                 100% 7.125.365.000                     

Tersedianya  Kendaraan  Dinas  
Operasional  atau
Lapangan

Pengadaan  Kendaraan  
Dinas  Operasional  atau
Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau
Lapangan yang 
Disediakan

200.000.000                   220.000.000                     242.000.000                         

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Pengadaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang
Disediakan

10 242.200.000                 10 999.000.000                  15 1.098.900.000              20 1.208.790.000                 25 1.329.669.000                     

Tersedianya   Gedung   Kantor   
atau   Bangunan
Lainnya

Pengadaan   Gedung   Kantor    
atau   Bangunan
Lainnya

Jumlah  Unit  Gedung  
Kantor  atau  Bangunan
Lainnya yang Disediakan

1 5.000.000.000                     

Tersedianya   Sarana   dan   
Prasarana   Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Pengadaan    Sarana    dan    
Prasarana    Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

Jumlah   Unit   Sarana   
dan   Prasarana   Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan

1 416.000.000                  457.600.000                   503.360.000                     553.696.000                         

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah

Persentase Pemenuhan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

100% 3.646.268.000             100% 4.160.894.800             100% 4.576.984.280              100% 5.034.682.708                 100% 5.538.150.979                     

Terlaksananya Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat

Jumlah     Laporan     
Penyediaan     Jasa     Surat
Menyurat

2 Laporan 20.000.000                    2 Laporan 22.000.000                     2 Laporan 24.200.000                      2 Laporan 26.620.000                        2 Laporan 29.282.000                            

Tersedianya Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik

Jumlah  Laporan  
Penyediaan  Jasa  
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan

3 Laporan 2.300.000.000             3 Laporan 2.530.000.000             3 Laporan 2.783.000.000              3 Laporan 3.061.300.000                 3 Laporan 3.367.430.000                     

Tersedianya  Jasa  Peralatan  
dan  Perlengkapan
Kantor

Penyediaan   Jasa   Peralatan   
dan  Perlengkapan
Kantor

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan

1 Laporan 150.000.000                  1 Laporan 165.000.000                   1 Laporan 181.500.000                     1 Laporan 199.650.000                         

Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor

Jumlah   Laporan   
Penyediaan   Jasa   
Pelayanan
Umum Kantor yang 
Disediakan

3 Laporan 1.326.268.000             3 Laporan 1.458.894.800             3 Laporan 1.604.784.280              3 Laporan 1.765.262.708                 3 Laporan 1.941.788.979                     

Pemeliharaan  Barang  Milik  
Daerah  Penunjang
Urusan Pemerintahan 
Daerah

Persentase Pemeliharaan  
Barang  Milik  Daerah  
Penunjang
Urusan Pemerintahan 
Daerah

100% 1.005.000.000             100% 1.855.500.000             100% 1.911.050.000              100% 2.102.155.000                 100% 2.312.370.500                     

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara 
dan dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya

30 805.000.000                 30 885.500.000                  30 974.050.000                   30 1.071.455.000                 30 1.178.600.500                     

Tersedianya       Jasa       
Pemeliharaan,       Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan 
Alat Angkutan Darat Tak 
Bermotor

Penyediaan       Jasa       
Pemeliharaan,   Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan 
Alat Angkutan Darat Tak 
Bermotor

Jumlah Alat Angkutan 
Darat Tak Bermotor yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Perizinannya

6 50.000.000                      6 55.000.000                        6 60.500.000                            

Terlaksananya    Pemeliharaan    
Peralatan    dan
Mesin Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Jumlah   Peralatan   dan   
Mesin   Lainnya   yang
Dipelihara

200 200.000.000                 200 220.000.000                  200 242.000.000                   200 266.200.000                     200 292.820.000                         

Terlaksananya Pemeliharaan 
Aset Tetap Lainnya

Pemeliharaan Aset Tetap 
Lainnya

Jumlah Aset Tetap 
Lainnya yang Dipelihara

300 50.000.000                      300 55.000.000                        300 60.500.000                            

Terlaksananya Pemeliharaan 
Aset Tak Berwujud

Pemeliharaan Aset Tak 
Berwujud

Jumlah Aset Tak 
Berwujud yang 
Dipelihara

1 25.000.000                      1 27.500.000                        1 30.250.000                            

Terlaksananya              
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi  
Gedung  Kantor  dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya
yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

2 250.000.000                  3 20.000.000                      3 22.000.000                        3 24.200.000                            

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan  Prasarana  Gedung  
Kantor  atau  Bangunan
Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah  Sarana  dan  
Prasarana  Gedung  
Kantor atau           
Bangunan           Lainnya           
yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2 250.000.000                  3 275.000.000                   3 302.500.000                     3 332.750.000                         



Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau
Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung   Gedung   
Kantor   atau   Bangunan
Lainnya

Jumlah    Sarana    dan    
Prasarana    Pendukung 
Gedung  Kantor  atau  
Bangunan  Lainnya  yang
Dipelihara/Direhabilitasi

2 250.000.000                  3 275.000.000                   3 302.500.000                     3 332.750.000                         

PROGRAM   PEMENUHAN  
UPAYA  KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA    
KESEHATAN MASYARAKAT

294.384.000                 323.822.400                  656.204.640                   721.825.104                     794.007.614                         

Meningkatnya Sistem Informasi 
Kesehatan

Penyelenggaraan   Sistem   
Informasi   Kesehatan
Secara Terintegrasi

Jumlah Sistem Informasi 
Kesehatan yang 
terintegrasi dalam 
aplikasi satu data 
kesehatan

1 294.384.000                 1 323.822.400                  1 656.204.640                   1 721.825.104                     1 794.007.614                         

Terlaksananya  Pengelolaan  
Data  dan  Informasi
Kesehatan

Pengelolaan Data dan 
Informasi Kesehatan

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengelolaan  Data  dan
Informasi Kesehatan

27 112.220.000                 27 123.442.000                  27 135.786.200                   27 149.364.820                     27 164.301.302                         27

Terlaksananya   Pengelolaan    
Sistem    Informasi
Kesehatan

Pengelolaan Sistem 
Informasi Kesehatan

Jumlah   Dokumen   Hasil   
Pengelolaan   Sistem
Informasi Kesehatan

1 182.164.000                 1 200.380.400                  1 220.418.440                   1 242.460.284                     1 266.706.312                         1

Tersedianya   Alat/Perangkat   
Sistem   Informasi Kesehatan 
dan Jaringan Internet

Pengadaan    Alat/Perangkat    
Sistem    Informasi 
Kesehatan dan Jaringan 
Internet

Jumlah  Alat/Perangkat    
Sistem Informasi 
Kesehatan dan  Jaringan  
Internet  yang Disediakan

23 300.000.000                   23 330.000.000                     23 363.000.000                         23

Meningkatkan SDM berkualitas dan mutu 
fasyankes dasar dan rujukan(Misi 5 Bupati)

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Unsur SDM, 
Sarana dan Prasarana

75 77 79 80 83

Meningkatnya mutu pelayanan 
kesehatan dasar dan rujukan

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
pelayanan Kesehatan 
Dasar

80 82 83 84 85 85

Indeks Kepuasan 
Masyarakat terhadap 
pelayanan Kesehatan 
Rujukan

70 72 74 76 80 80

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA

Net Death Rate < 45 < 40 < 35 < 35 < 35 < 35

Terbayarnya klaim pelayanan 
kesehatan

Persentase Pembayaran 
klaim pelayanan 
kesehatan

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Terpenuhinya Administrasi   
Pendapatan  Daerah 
Kewenangan
Perangkat Daerah

Administrasi   Pendapatan   
Daerah   Kewenangan
Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan 
Administrasi   
Pendapatan   Daerah   
Kewenangan
Perangkat Daerah

100% 3.800.000.000             100% 4.180.000.000             100% 4.598.000.000              100% 5.057.800.000                 100% 5.563.580.000                     

Tersedianya    Rencana    
Pengelolaan    Retribusi
Daerah

Perencanaan Pengelolaan 
Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen 
Rencana Pengelolaan 
Retribusi

26 3.800.000.000             26 4.180.000.000             26 4.598.000.000              26 5.057.800.000                 26 5.563.580.000                     

Meningkatnya Pelayanan BLUD
Peningkatan Pelayanan 
BLUD

Persentase tersedianya 
barang dan jasa sesuai 
kebutuhan

26.000.000.000          28.600.000.000          31.460.000.000           34.606.000.000              38.066.600.000                  

Tersedianya BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan
dan Penunjang Pelayanan

Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan BLUD

Jumlah BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan 
dan Penunjang Pelayanan

1 1 26.000.000.000          1 28.600.000.000          1 31.460.000.000           3 34.606.000.000              5 38.066.600.000                  

Meningkatnya Rasio Daya 
Tampung Rumah Sakit Rujukan 
Kabupaten 

PROGRAM PEMENUHAN 
UPAYA KESEHATAN 
PERORANGAN DAN UPAYA 
KESEHATAN MASYARAKAT

Rasio Daya Tampung 
Rumah Sakit Rujukan 
Kabupaten 76,00% 80,00% 85% 90% 95% 100% 90%

Meningkatnya Akreditasi RS Persentase Rumah Sakit 
Rujukan Terakreditasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Akreditasi 
Puskesmas

Persentase Puskesmas 
yang terakreditasi

78,26% 78,26% 82,61% 86,96% 100% 100% 100%

Tersedianya obat essensial
Persentase Puskesmas 
dengan ketersediaan 
obat essensial

85% 90% 90% 90% 90% 90%

Meningkatnya Puskesmas 
sesuai standar

Persentase Puskesmas 
sesuai standar

70% 70% 74% 78% 83% 83%

       31.622.354.100      198.646.465.924       191.674.796.632        197.287.276.296           183.050.554.877 

       87.859.796.900      258.026.583.424       254.392.925.982        263.672.957.406           253.467.106.527 

29.800.000.000          32.780.000.000          36.058.000.000           39.663.800.000              43.630.180.000                  



Meningkatnya penerapan 
Jaminan Kesehatan Nasional

Persentase 
Kepesertaan Jaminan 
Kesehatan

77% 80% 85% 90% 95% 95%

Penyediaan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
untuk UKM dan UKP 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase pemenuhan 
Sarana,Prasarana dan 
Alkes >60% 90%        17.537.893.400 90%      178.794.905.154 95%       172.669.615.185 95%        176.331.576.704 100%           159.999.285.326 100%     665.599.285.326 

% ketersediaan 143 item 
obat di IFK

Terpenuhinya  Rumah  Sakit  
Baru  dengan  Rasio Tempat 
Tidur Terhadap Jumlah 
Penduduk Minimal 1:1000

Pembangunan Rumah 
Sakit beserta Sarana dan 
Prasarana Pendukungnya

Jumlah Rumah Sakit 
Baru yang Memenuhi 
Rasio Tempat Tidur 
Terhadap Jumlah 
Penduduk Minimal 
1:1000

3 0% 100% 55.000.000.000          100% 55.000.000.000           100% 55.000.000.000              100%             55.000.000.000 100% 220.000.000.000      

Terbangunnya    Pusat    
Kesehatan    Masyarakat
(Puskesmas)

Pembangunan Puskesmas Jumlah  Pusat 
Kesehatan      
Masyarakat (Puskesmas) 
yang Dibangun

16 0 2        18.000.000.000 2         18.000.000.000 2          18.000.000.000 1               9.000.000.000 7       63.000.000.000 

Terbangunnya Fasilitas 
Kesehatan Lainnya

Pembangunan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasilitas 
Kesehatan Lainnya  
yang
Dibangun

108 5          2.000.000.000 5          2.000.000.000 5           2.000.000.000 5            2.000.000.000 5               2.000.000.000 25       10.000.000.000 

Terbangunnya Rumah Dinas 
Tenaga Kesehatan

Pembangunan Rumah 
Dinas Tenaga Kesehatan

Jumlah Rumah Dinas 
Tenaga  Kesehatan  
yang
Dibangun

197 0 4          1.600.000.000 4           1.600.000.000 4            1.600.000.000 2               1.600.000.000 14         1.600.000.000 

Tersedianya Rumah Sakit 
yang Ditingkatkan Sarana, 
Prasarana, Alat Kesehatan 
dan SDM agar Sesuai 
Standar Jenis Pelayanan 
Rumah Sakit berdasarkan 
Kelas Rumah Sakit yang 
Memenuhi Rasio Tempat Tidur 
Terhadap Jumlah Penduduk 
Minimal 1:1000

Pengembangan Rumah 
Sakit

Jumlah Rumah Sakit 
yang Ditingkatkan 
Sarana, Prasarana, Alat 
Kesehatan dan SDM 
agar Setiap Standar 
Jenis Pelayanan Rumah 
Sakit berdasarkan Kelas 
Rumah Sakit yang 
Memenuhi Rasio Tempat 
Tidur Terhadap Jumlah 
Penduduk Minimal 
1:1000

3 1        55.000.000.000 1         55.000.000.000 1          55.000.000.000 1             55.000.000.000 1     220.000.000.000 

Tersedianya    Puskesmas    
yang     Ditingkatkan
Sarana,  Prasarana,  Alat  
Kesehatan  dan  SDM agar 
Sesuai Standar

Pengembangan 
Puskesmas

Jumlah  Puskesmas 
yang  Ditingkatkan  
Sarana,
Prasarana, Alat 
Kesehatan dan SDM 
agar Sesuai Standar

16 2        18.000.000.000 2         18.000.000.000 2          18.000.000.000 1               9.000.000.000 7       63.000.000.000 

Terlaksananya         
Pengembangan         Fasilitas 
Kesehatan Lainnya Sesuai 
Standar

Pengembangan Fasilitas 
Kesehatan Lainnya

Jumlah Fasilitas 
Kesehatan Lainnya 
yang Ditingkatkan 
Sarana, Prasarana, Alat 
Kesehatan
dan SDM agar Sesuai 
Standar

0 0 1          8.000.000.000 0 0 0 1         8.000.000.000 

Tersedianya Sarana, 
Prasarana dan  Alat 
Kesehatan yang Telah 
Dilakukan Program 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Oleh Rumah Sakit

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Rumah Sakit

Jumlah Sarana, 
Prasarana dan Alat 
Kesehatan yang Telah 
Dilakukan Program 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Oleh 
Rumah Sakit

1 0 1          1.000.000.000 0 1            1.000.000.000 0 2         2.000.000.000 

Tersedianya Sarana, 
Prasarana dan  Alat 
Kesehatan yang  Telah  
Dilakukan  Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan oleh 
Puskesmas

Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Puskesmas

Jumlah Sarana, 
Prasarana dan Alat 
Kesehatan yang Telah 
Dilakukan Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan Oleh 
Puskesmas

16 2             300.000.000 2             300.000.000 2              300.000.000 2               300.000.000 2                  300.000.000 10         1.500.000.000 

Tersedianya Sarana , 
Prasarana dan  Alat 
Kesehatan yang  Telah  
Dilakukan  Rehabilitasi dan   
Pemeliharaan   oleh   Fasilitas   
Kesehatan
Lainnya

Rehabilitasi      dan      
Pemeliharaan      Fasilitas 
Kesehatan Lainnya

Jumlah Sarana , 
Prasarana dan Alat 
Kesehatan yang Telah 
Dilakukan Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan oleh 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya

4 600.000.000            4 600.000.000            4 600.000.000             4 600.000.000              4 600.000.000                 20 3.000.000.000        

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Rumah Dinas 
Tenaga Kesehatan yang 
Telah Dilakukan Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan

Rehabilitasi   dan   
Pemeliharaan   Rumah   
Dinas Tenaga Kesehatan

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Rumah Dinas 
Tenaga Kesehatan 
yang Telah Dilakukan
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan

0 4             200.000.000 4             200.000.000 4              200.000.000 4               200.000.000 4                  200.000.000 20         1.000.000.000 

Tersedianya Sarana di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan

Pengadaan Sarana 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan

Jumlah Sarana di 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan yang 
Disediakan

20 23          1.150.000.000 23          1.150.000.000 23           1.150.000.000 23            1.150.000.000 23               1.150.000.000 23         1.150.000.000 

Tersedianya     Prasarana     
Fasilitas     Pelayanan
Kesehatan

Pengadaan  Prasarana  
dan  Pendukung  Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Jumlah Prasarana 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan
yang Disediakan

10 3          1.800.000.000 3          1.800.000.000 3           1.800.000.000 3            1.800.000.000 3               1.800.000.000 15         9.000.000.000 

Tersedianya    Alat    
Kesehatan/Alat    Penunjang 
Medik Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan

Pengadaan    Alat    
Kesehatan/Alat    
Penunjang Medik Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan

Jumlah  Alat  
Kesehatan/Alat  
Penunjang  Medik 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan yang 
Disediakan

12 13          6.000.000.000 15          7.000.000.000 18           8.000.000.000 20            9.000.000.000 23             10.000.000.000 23       40.000.000.000 

Terlaksananya Penyediaan 
dan  Pemeliharaan Alat 
Pengujian dan Kalibrasi pada 
Unit Pemeliharaan             
Fasilitas             Kesehatan
Regional/Regional 
Maintainance Center

Pengadaan dan 
Pemeliharaan Alat Kalibrasi

Jumlah Penyediaan dan 
Pemeliharaan Alat  Uji 
dan Kalibrasi Pada Unit 
Pemeliharaan Fasilitas 
Kesehatan      
Regional/Regional      
Maintainance
Center

12 5             200.000.000 9             400.000.000 13              600.000.000 20               800.000.000 23               1.000.000.000 23         3.000.000.000 

Tersedianya Obat dan Vaksin Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin 
yang Disediakan

453 455          3.027.097.394 454          3.574.812.525 454           4.289.775.030 454            4.718.752.533 454               5.190.627.787 454         5.190.627.787 

Tersedianya Bahan Habis 
Pakai

Pengadaan Bahan Habis 
Pakai

Jumlah Bahan Habis 
Pakai yang Disediakan

182 185          1.258.060.606 190          2.998.737.629 190           3.598.485.155 200            3.958.333.671 200               4.354.167.039 200         4.354.167.039 

Terpeliharanya     Sarana     
Fasilitas     Pelayanan
Kesehatan

Pemeliharaan     Sarana     
Fasilitas     Pelayanan
Kesehatan

Jumlah  Sarana  
Fasilitas  Pelayanan  
Kesehatan
Yang Dilakukan 
Pemeliharaan

0 5             200.000.000 9             400.000.000 13              600.000.000 20               800.000.000 23               1.000.000.000 23         3.000.000.000 

Terpeliharanya   Prasarana   
Fasilitas   Pelayanan
Kesehatan

Pemeliharaan      
Prasarana      dan      
Pendukung
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan

Jumlah Prasarana 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan
yang Dilakukan 
Pemeliharaan

0 5             200.000.000 9             400.000.000 13              600.000.000 20               800.000.000 23               1.000.000.000 23         3.000.000.000 

       31.622.354.100      198.646.465.924       191.674.796.632        197.287.276.296           183.050.554.877 



Terpeliharanya  Alat  
Kesehatan/Alat  Penunjang
Medik    Fasilitas    Layanan    
Kesehatan    Sesuai Standar

Pemeliharaan      Rutin      
dan      Berkala      Alat
Kesehatan/Alat     
Penunjang     Medik     
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan

Jumlah  Alat  
Kesehatan/Alat  
Penunjang  Medik
Fasilitas  Layanan  
Kesehatan  yang  
Terpelihara Sesuai 
Standar

0 5             200.000.000 9             400.000.000 13              600.000.000 20               800.000.000 23               1.000.000.000 23         3.000.000.000 

Terlaksananya Distribusi Alat 
Kesehatan, Obat, Vaksin, 
Bahan Medis Habis Pakai 
(BMHP), Makanan dan 
Minuman ke Puskesmas serta 
Fasilitas Kesehatan Lainnya

Distribusi Alat Kesehatan, 
Obat, Vaksin, Bahan Medis 
Habis Pakai (BMHP), 
Makanan dan Minuman ke 
Puskesmas serta  Fasilitas 
Kesehatan Lainnya

Jumlah Distribusi Alat 
Kesehatan, Obat, 
Vaksin, Bahan Medis 
Habis Pakai (BMHP), 
Makanan dan Minuman 
yang Didistribusikan ke 
Puskesmas serta 
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya

225 250             402.735.400 250             971.355.000 250              731.355.000 250               804.490.500 250                  804.490.500 250            804.490.500 

Penyediaan Layanan 
Kesehatan untuk UKM dan 
UKP Rujukan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase peserta JKN 
yang mendapatkan 
pelayanan kesehatan

100%        13.731.483.700 100%        19.378.286.070 100%         18.484.579.277 100%          20.383.037.205 100%             22.421.340.925 100%       24.663.475.018 

Terlaksananya  Pengelolaan  
Jaminan  Kesehatan
Masyarakat

Pengelolaan Jaminan 
Kesehatan Masyarakat

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengelolaan  Jaminan
Kesehatan Masyarakat

23          8.000.000.000 23 8.800.000.000             23 9.680.000.000              23 10.648.000.000              23 11.712.800.000                  23 12.884.080.000         

Tersedianya Layanan 
Konsultasi Jarak  Jauh antar 
Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan (Fasyankes) 
Melalui Pelayanan 
Telemedicine Untuk 
Mendapatkan Akses 
Pelayanan Kesehatan yang 
Berkualitas

Penyediaan  Telemedicine   
di  Fasilitas  Pelayanan 
Kesehatan

Jumlah Fasilitas 
Pelayanan  Kesehatan 
(Fasyankes) yang 
Melayani  Konsultasi  
Jarak Jauh antar 
Fasyankes Melalui 
Pelayanan Telemedicine 
untuk Mendapatkan  
Akses Pelayanan 
Kesehatan yang 
Berkualitas

                               - 13 2.733.214.000         13                75.000.000 13 82.500.000                        15 90.750.000                            23 99.825.000                   

Terkelolanya Penelitian 
Kesehatan

Pengelolaan Penelitian 
Kesehatan

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengelolaan  Penelitian
Kesehatan

1              100.000.000 1 110.000.000                     1 121.000.000                         1 133.100.000                

Tersedianya Operasional 
Pelayanan Rumah Sakit

Operasional Pelayanan 
Rumah Sakit

Jumlah Dokumen 
Operasional Pelayanan 
Rumah
Sakit

3          2.374.448.700 3 2.611.893.570             3 2.873.082.927              3 3.160.391.220                 3 3.476.430.342                     3 3.824.073.376            

Tersedianya Operasional 
Pelayanan Puskesmas

Operasional Pelayanan 
Puskesmas

Jumlah     Dokumen     
Operasional     
Pelayanan
Puskesmas

23          3.357.035.000 23 3.692.738.500             23 4.062.012.350              23 4.468.213.585                 23 4.915.034.944                     23 5.406.538.438            

Tersedianya    Operasional    
Pelayanan    Fasilitas
Kesehatan Lainnya

Operasional    Pelayanan    
Fasilitas    Kesehatan
Lainnya

Jumlah     Dokumen     
Operasional     
Pelayanan
Fasilitas Kesehatan 
Lainnya

23             200.000.000 23 220.000.000                   23 242.000.000                     23 266.200.000                         23 292.820.000                

Terlaksananya  Akreditasi  
Fasilitas  Kesehatan  di
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan  Akreditasi  
Fasilitas  Kesehatan  di
Kabupaten/Kota

Jumlah Fasilitas 
Kesehatan yang 
Terakreditasi di
Kabupaten/Kota

26          1.340.440.000 26 1.474.484.000              26 1.621.932.400                 26 1.784.125.640                     26 1.962.538.204            

Penyediaan dan 
Pengelolaan Sistem 
Penanganan Gawat 
Darurat Terpadu (SPGDT)

1                 50.000.000 1 55.000.000                            1 60.500.000                   

Penerbitan  Izin  Rumah  
Sakit  Kelas  C,  D  dan
Fasilitas  Pelayanan  
Kesehatan  Tingkat  
Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Fasilitas 
kesehatan yang 
mempunyai izin 
Operasional

100%             352.977.000 100%             473.274.700 100%              520.602.170 100%               572.662.387 100%                  629.928.626 100%            692.921.488 

Tersedianya Rumah Sakit 
Kelas C, D  dan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan  yang 
Dikendalikan,     Diawasi     
dan     Ditindaklanjuti
Perizinannya

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Perizinan Rumah Sakit 
Kelas C, D dan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
Lainnya

Jumlah Rumah Sakit 
Kelas C, D dan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
yang  Dikendalikan, 
Diawasi dan 
Ditindaklanjuti 
Perizinannya

3               35.000.000 3 38.500.000                      3 42.350.000                        3 46.585.000                            3 51.243.500                   

Meningkatnya Tata Kelola 
Rumah Sakit dan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
Sesuai Standar

Peningkatan Tata Kelola 
Rumah Sakit dan Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Rumah Sakit 
dan Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 
yang Melakukan   
Peningkatan   Tata   
Kelola   Sesuai
Standar

3             105.957.000 3 116.552.700                  3 128.207.970                   3 141.028.767                     3 155.131.644                         3 170.644.808                

Terlaksananya Peningkatan 
Mutu Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan yang Dilakukan 
Pengukuran Indikator 
Nasional Mutu (INM)

Peningkatan Mutu 
Pelayanan Fasilitas 
Kesehatan

Jumlah Fasilitas 
Kesehatan yang 
Dilakukan Pengukuran 
Indikator Nasional Mutu 
(INM) Pelayanan 
kesehatan

23             247.020.000 23 271.722.000                  23 298.894.200                   23 328.783.620                     23 361.661.982                         23 397.828.180                

Terlaksananya     Penyiapan     
Perumusan     dan Pelayanan 
Kesehatan Rujukan

Penyiapan      Perumusan      
dan      Pelaksanaan 
Pelayanan Kesehatan 
Rujukan

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Penyiapan  Perumusan 
dan Pelaksanaan 
Pelayanan Kesehatan 
Rujukan

3               50.000.000 3 55.000.000                      3 60.500.000                        3 66.550.000                            3 73.205.000                   

Meningkatnya tenaga 
kesehatan yang memiliki izin 
praktik

PROGRAM  PENINGKATAN  
KAPASITAS  SUMBER
DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase tenaga 
kesehatan yang memiliki 
izin praktik

100% 100% 100% 100 100 100

Meningkatnya Puskesmas 
dengan jenis tenaga 
kesehatan sesuai standar

Persentase Puskesmas 
dengan jenis tenaga 
kesehatan sesuai 
standar

4,35% 4,35% 8,70% 13,04 17,39 21,74

Meningkatnya RS Rujukan 
Kabupaten yang memiliki 4 
dokter spesialis dasar (wajib 
ada) dan 3 dokter spesialis 
lainnya

Persentase RS Rujukan 
Kabupaten yang 
memiliki 4 dokter 
spesialis dasar (wajib 
ada) dan 3 dokter 
spesialis lainnya

100% 100% 100% 100 100 100

Meningkatnya Puskesmas 
tanpa dokter

Jumlah Puskesmas 
tanpa dokter

1 1 0 0 0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

200 200 200 200 200 200

Pemberian  Izin  Praktik   
Tenaga   Kesehatan  di
Wilayah Kabupaten/Kota

Persentase pemberian 
rekomendasi izin praktik 
tenaga kesehatan

100%               26.205.000 100%               28.825.500 100%                31.708.050                 34.878.855                    38.366.741              42.203.415 

      26.596.637.587        26.370.465.000        26.407.511.500         26.448.262.650          26.493.088.915             26.542.397.807 



Terlaksananya   
Pengendalian   Perizinan   
Praktik
Tenaga Kesehatan

Pengendalian Perizinan 
Praktik Tenaga Kesehatan

Jumlah  Dokumen  Hasil  
Pengendalian  Perizinan
Praktik Tenaga 
Kesehatan

1

Terlaksananya    Pembinaan    
dan    Pengawasan Tenaga 
Kesehatan serta Tindak 
Lanjut Perizinan
Praktik Tenaga Kesehatan

Pembinaan  dan  
Pengawasan  Tenaga  
Kesehatan serta  Tindak  
Lanjut  Perizinan  Praktik 
Tenaga Kesehatan

Jumlah     Dokumen     
Hasil     Pembinaan     
dan Pengawasan   
Tenaga   Kesehatan   
serta   Tindak
Lanjut Perizinan Praktik 
Tenaga Kesehatan

1               26.205.000 28.825.500                     31.708.050                      34.878.855                        38.366.741                            42.203.415                   

Perencanaan Kebutuhan 
dan Pendayagunaan 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan untuk  UKP dan 
UKM di Wilayah 
Kabupaten/Kota

Persentase Pemenuhan 
Kebutuhan Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan Sesuai 
Standar

80%        26.135.250.000 85%        26.148.775.000 90%         26.163.652.500 95%          26.180.017.750             26.198.019.525       26.217.821.478 

Terlaksananya Perencanaan 
dan Distribusi serta 
Pemerataan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan

Perencanaan  dan  
Distribusi  serta  
Pemerataan Sumber Daya 
Manusia Kesehatan

Jumlah    Dokumen    
Hasil    Perencanaan    
dan Distribusi    serta    
Pemerataan    Sumber    
Daya
Manusia Kesehatan

Terpenuhinya Kebutuhan 
Sumber Daya Manusia
Kesehatan di Fasilitas 
Layanan Kesehatan Sesuai 
Standar

Pemenuhan  Kebutuhan  
Sumber  Daya  Manusia 
Kesehatan Sesuai Standar

Jumlah Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
yang Memenuhi    
Standar    di    Fasilitas    
Pelayanan Kesehatan 
(Fasyankes)

       26.000.000.000        26.000.000.000         26.000.000.000          26.000.000.000             26.000.000.000       26.000.000.000 

Terlaksananya    Pembinaan    
dan    Pengawasan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan

Pembinaan    dan    
Pengawasan    Sumber    
Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Dokumen Hasil 
Pembinaan dan 
Pengawasan Sumber 
Daya Manusia 
Kesehatan

            135.250.000 148.775.000                  163.652.500                   180.017.750                     198.019.525                         217.821.478                

Pengembangan       Mutu       
dan       Peningkatan
Kompetensi    Teknis    
Sumber    Daya    Manusia 
Kesehatan Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Persentase Peningkatan
Kompetensi Teknis 
Sumber Daya Manusia 
Kesehatan

80%             209.010.000             229.911.000              252.902.100               278.192.310                  306.011.541            336.612.695 

Terlaksananya 
Pengembangan Mutu dan 
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya Manusia        
Kesehatan        Tingkat        
Daerah
Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu  dan  
Peningkatan Kompetensi 
Teknis Sumber Daya 
Manusia Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya  
Manusia  Kesehatan 
Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota yang 
Ditingkatkan Mutu dan 
Kompetensinya

200             209.010.000 229.911.000                  252.902.100                   278.192.310                     306.011.541                         336.612.695                

Meningkatnya  sediaan obat 
yang memenuhi syarat  

PROGRAM  SEDIAAN 
FARMASI,  ALAT KESEHATAN 
DAN MAKANAN MINUMAN

Pengelolaan sediaan 
obat yang memenuhi 
syarat 

80%

Meningkatnya sediaan 
makanan yang memenuhi 
syarat 

Pengelolaan sediaan 
makanan yang 
memenuhi syarat 

80%

Meningkatnya toko, sarana 
prasarana kesehatan yang 
berizin 

Persentase toko, sarana 
prasarana kesehatan 
yang berizin 

80%

Pemberian  Izin  Apotek,  
Toko  Obat,  Toko  Alat
Kesehatan   dan   Optikal,   
Usaha   Mikro   Obat 
Tradisional (UMOT)

Pemberian rekomendasi  
Izin  Apotek,  Toko  
Obat, Toko  Alat
Kesehatan   dan   
Optikal,   Usaha   Mikro   
Obat Tradisional (UMOT)

100%               27.465.000 100%               35.315.000 100%                38.846.500 100%                 42.731.150 100%                    43.780.825 100%              43.780.825 

Terlaksananya Pengendalian 
dan Pengawasan serta 
Tindak Lanjut  Pengawasan  
Perizinan Apotek, Toko Obat, 
Toko Alat Kesehatan, dan 
Optikal, Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT)

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Perizinan Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat Kesehatan, 
dan Optikal, Usaha Mikro 
Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Pengawasan Perizinan 
Apotek, Toko Obat, 
Toko Alat Kesehatan,   
dan   Optikal,   Usaha   
Mikro   Obat

18 20               20.400.000 20               22.440.000 20                24.684.000 20                 27.152.400 20 27.152.400                            27.152.400                   

Terlaksananya Pengendalian 
dan Pengawasan serta 
Tindak Lanjut Penerbitan Izin 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan, dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat Tradisional 
(UMOT)

Penyediaan dan Pengelolaan 
Data Perizinan dan Tindak 
Lanjut Pengawasan Izin 
Apotek, Toko Obat, Toko 
Alat Kesehatan, dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT)

Jumlah Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat 
Kesehatan, dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) yang 
Dikendalikan dan 
Diawasi dalam rangka 
Penerbitan dan Tindak 
Lanjut Penerbitan Izin 
Apotek, Toko Obat, 
Toko Alat Kesehatan, 
dan Optikal, Usaha 
Mikro Obat Tradisional 
(UMOT)

20                 4.200.000 20                  4.620.000 20                   5.082.000 20 5.082.000                               5.082.000                      

Terpenuhinya Komitmen Izin 
Apotek, Toko Obat, Toko Alat 
Kesehatan, dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat Tradisional 
(UMOT)

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Izin Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat Kesehatan, 
dan Optikal, Usaha Mikro 
Obat Tradisional (UMOT)

Jumlah Apotek, Toko 
Obat, Toko Alat 
Kesehatan, dan Optikal, 
Usaha Mikro Obat 
Tradisional (UMOT) yang 
Memenuhi Komitmen 
Izin

18 20                 7.065.000 20                 8.675.000 20                  9.542.500 20                 10.496.750 20                    11.546.425 20 11.546.425                   

Pemberian Sertifikat 
Produksi untuk Sarana 
Produksi Alat Kesehatan 
Kelas 1 tertentu dan 
Perbekalan Kesehatan 
Rumah Tangga Kelas 1 
Tertentu Perusahaan Rumah 
Tangga

Persentase Pemberian 
Sertifikat Produksi untuk 
Sarana Produksi Alat 
Kesehatan Kelas 1 
tertentu dan Perbekalan 
Kesehatan Rumah 
Tangga Kelas 1 
Tertentu Perusahaan 
Rumah Tangga

100%               15.600.000               55.952.000                61.547.200                 67.701.920                    74.472.112              74.472.112 

              66.977.800             192.606.000              211.866.700               228.792.195                  243.973.844            243.973.844 



Terlaksananya Pengendalian 
dan Pengawasan serta 
Tindak Lanjut Pengawasan 
Sertifikat Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga dan 
Nomor P-IRT sebagai Izin 
Produksi, untuk Produk 
Makanan Minuman Tertentu 
yang Dapat Diproduksi oleh 
Industri Rumah Tangga

Penerbitan Sertifikat 
Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga dan Nomor P-
IRT sebagai Izin Produksi, 
untuk Produk Makanan 
Minuman Tertentu  yang  
Dapat  Diproduksi  oleh  
Industri
Rumah Tangga

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Pengawasan Sertifikat 
Produksi Pangan 
Industri Rumah Tangga 
dan Nomor P-IRT 
sebagai Izin Produksi, 
untuk Produk Makanan 
Minuman Tertentu yang 
Dapat Diproduksi oleh 
Industri Rumah Tangga

145 160               15.600.000 200               55.952.000 240                61.547.200 280                 67.701.920 320                    74.472.112 320 74.472.112             

Penerbitan Sertifikat Laik  
Higiene  Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan (TPM) 
antara lain Jasa Boga,  
Rumah  Makan/Restoran  
dan Depot
Air Minum (DAM)

Persentase Tempat 
Pengelolaan Makanan 
(TPM) antara lain Jasa 
Boga,  Rumah  
Makan/Restoran  dan 
Depot Air Minum (DAM) 
yang diterbitkan 
sertifikatnya

100%                 7.400.000                 5.700.000                  6.270.000                   6.897.000                      7.586.700 7.586.700                      

Terlaksananya Pengendalian 
dan Pengawasan serta 
Tindak Lanjut Pengawasan 
Penerbitan Sertifikat Laik 
Higiene Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan (TPM) 
antara lain Jasa Boga, Rumah 
Makan/Restoran dan Depot 
Air Minum (DAM)

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan 
Penerbitan Sertifikat Laik 
Higiene Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan (TPM) 
antara lain Jasa Boga, 
Rumah Makan/Restoran dan 
Depot Air Minum (DAM)

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Pengawasan Penerbitan 
Sertifikat Laik  Higiene  
Sanitasi Tempat 
Pengelolaan Makanan 
(TPM) antara lain Jasa 
Boga, Rumah 
Makan/Restoran dan 
Depot Air Minum (DAM)

30                 7.400.000 30                 5.700.000 30                  6.270.000 30                   6.897.000 30                      7.586.700 30                7.586.700 

Penerbitan   Stiker   
Pembinaan   pada   Makanan 
Jajanan dan Sentra Makanan 
Jajanan

Persentase Makanan 
Jajanan dan Sentra 
Makanan Jajanan yang 
dibina

65%               77.475.000                85.222.500                 89.483.625                    93.957.807              93.957.807 

Terlaksananya Pengendalian 
dan Pengawasan serta 
Tindak Lanjut Penerbitan 
Stiker Pembinaan pada  
Makanan  Jajanan  dan  
Sentra  Makanan
Jajanan

Pengendalian dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Penerbitan Stiker 
Pembinaan pada Makanan 
Jajanan dan Sentra Makanan 
Jajanan

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengendalian dan 
Pengawasan serta 
Tindak Lanjut 
Penerbitan Stiker  
Pembinaan  pada  
Makanan  Jajanan  dan
Sentra Makanan 
Jajanan

20               77.475.000 30                85.222.500 40                 89.483.625 50                    93.957.807 50              93.957.807 

Pemeriksaan dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan 
Post Market pada Produksi 
dan Produk   Makanan   
Minuman   Industri   Rumah
Tangga

% Produksi dan Produk   
Makanan   Minuman   
Industri   Rumah
Tangga yang diperiksa 
dan ditindaklanjuti

70               16.512.800               18.164.000                19.980.500                 21.978.500                    24.176.400              24.176.400 

Terlaksananya Pemeriksaan 
Post Market pada Produk dan 
Sarana Produksi Makanan-
Minuman Industri Rumah 
Tangga Beredar dan 
Pengawasan serta Tindak 
Lanjut Pengawasan

Pemeriksaan Post Market 
pada Produk Makanan- 
Minuman Industri Rumah 
Tangga yang Beredar dan 
Pengawasan serta  Tindak  
Lanjut Pengawasan

Jumlah Produk dan 
Sarana Produksi 
Makanan- Minuman 
Industri Rumah Tangga 
Beredar yang Dilakukan 
Pemeriksaan Post 
Market dalam rangka 
Tindak Lanjut 
Pengawasan

20               16.512.800                         30               18.164.000 30                19.980.500 40                 21.978.500 40                    24.176.400 40              24.176.400 
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BAB VII 

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN 

 

Pada  era    reformasi  dan  desentralisasi,  keterbukaan  publik 

terhadap pelayanan kesehatan  merupakan suatu tuntutan yang harus 

dipenuhi oleh Dinas Kesehatan sebagai penyelenggara pelayanan 

kesehatan. Dalam  pelaksanaan  pembangunan  kesehatan  di  Kabupaten  

Kapuas Hulu, Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Kapuas hulu  harus  

berkontribusi  secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  

(RPJMD)    yang ditunjukan dengan Indikator kinerja Dinas Kesehatan yang 

Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 seperti pada 

Tabel 7.1 sebagai berikut : 

Tabel 7.1 

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

Kabupaten Kapuas Hulu 

No 

Indikator 
Sesuai Tugas 
dan Fungsi 
Perangkat 

Daerah 

Kondisi 
Kinerja pada 
awal periode 

RPJMD 

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja 
pada 
akhir 

periode 
RPJMD 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 Tahun 0 

1 

Angka 
Kematian Ibu 
(AKI) per 
100.000 KH 

173 172 171 170 168 165  

2 

Angka 
Kematian Bayi 
(AKB) per 
1000 KH 

14 14 13 12 11 10  

3 Persentase 
Balita stunting 32,25 32 31,50 31 30,50 30  

4 
Cakupan 
Pelayanan 
PTM 

74% 75% 
 80% 85% 90% 95%  

5 

Cakupan  
Pelayanan 
Penyakit 
Menular  

67% 75% 
 80% 85% 90% 95%  

6 Prevalensi KB 
Aktif  73,64 73,84 74,04 74,24 74,44  

7 Total Fertility 
Rate  2,24 2,23 2,22 2,21 2,20  
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8 Nilai RB 34 34 34,5 35 35,5 36  

9 Predikat SAKIP A A A A A A  

10 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
Kesehatan 
Dasar 

81,43 82 83 84 85 86  

11  

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
terhadap 
pelayanan 
Kesehatan 
Rujukan 

76,73 75 76 77 78 80  
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BAB VIII 

P E N U T U P 

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan 

dokumen perencanaan  periode 5 (lima ) tahunan yang memuat visi, misi, 

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan  pembanguan  

sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas Kesehatan.  Renstra    ini  

merupakan  penjabaran  dari  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  

Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.  

Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 menjadi pedoman 

dalam penyusunan Renja yang menjadi dokumen perencanaan tahunan 

sebagai  penjabaran dari Renstra Dinas Kesehatan.  Semoga Renstra ini 

bermanfaat  dan dapat dijadikan sebagai pedoman  bagi perencanaan 

tahun–tahun berikutnya.  

  

Putussibau,    Maret 2022 
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Kapuas Hulu 
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